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BABl 

PENDAHULUAN 

l.l. Latar Belakaag Masalab 

1 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 

secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negam hukum. 

Sebagai negara hukum terkandung prinsip suatu tertib hukum yang 

rnenjamin kepastian. ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan 

pada kebenarnn dan keadilan. 

Oalam rnasyarakat yang berkembang, semakin meningkat kebutuhan 

lErbadap kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan bukum 

yang dilakakan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum 

tersebut dibutuhkan alat bukti rertulis yang bersifilt otenlik mengenai 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggamkan oleh jahalon 

tertentu. Jahatan yang dimaksud adalah Nouu-is sebagai pejabat unuun yang 

satu-satueya berwenang membuat ak1a otentik, kecuali jika undang-undang 

menyatukan lain. Jadi selama undang-undang tidak menunjuk p«jabat lain 

terbadap perbuatan hukum tertentu-yang dikecualikan kepada selain Notaris, 

maka hanya Nouu-is yang berwenang membuat ak1a otentik. 

Nolaris adalah jabatan kepereayaan, oleh kerena itu oraag bersedia 

mempereayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban merahasiakan 

dan memegang teguh kepateayaan itu yaitu merahasiakan apa yang 

diberilahukan kepadanya selaka Notaris. 1 Kewajiban merahasiakan ini 

diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Nolaris (selanjutnya disebut dengan Umleng-Undang Jahatlln Notaris). 

Dalam Pasal 16 ayat I huruf (e) yang mengatur bahwa dalam menjalankan 

jabatannya, Nouu-is berkew'liiban untuk merahasiakan segala sesuatu 

rnengenai ak1a yang dibuatnya dan segala kelenlngan yang diperoleb gana 

pembuatan ak1a sesuai dengan sumpahljanji jabatannya, keeuali undang­

undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiukan segala sesuatu 

1A. K.ob.ar, N01aris dalam PrabekHu!rum,Cet t {Bnnduns: Altlli'I.Di., 199'3). hal. 67. 
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yang berhubungan dengan akta dan surat-sumt 1ainnya adalah untuk 

melindungi kepentingan semua pihak yang terk.ait dengan akta tersebut. 

Keberadaan Notaris ditengah-tengah masyarakat memberikan manfaat 

besar bagi masyarakat yang ingin memperoleh keterangan-ketenutgan 

mengenai hukum yang dapat diandalkan, diperoaya, yang tanda tangannyo 

serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, oleh katena Notaris 

adalah seorang yang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada 

cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat 

melindunginya di bari·bari yang mendatang. 2 

Sabatan Notoris diadakan atau kehadirannya dikehendaki olah aturan 

hukum dengan maksud membontu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang beraifat otentik mengenai keadaan 

peristiwa atau perbuatan tertentu. Profesi jehalan sebagei Notaris adalah 

suatu profesi jehatan yang menuntut moral, akhlak dan keprihadian yang 

baik, dimana .....,..g ditunM untuk mampu bertindak jujur, tidak 

berpihak, mandiri, dan penah rasa tanggeng jawah. Dalam menjalankan 

profesi jabatannya, seorang Notaris mempunyai kewenangan utama untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, peljanjian, dan ketetapen 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan danlatau yang 

dikehendaki oleh yang beri<epentingan untuk dinyatakan daiam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal perabuatan aida, menyimpan aida, memberikan 

grosse, salinan, dan kutipan aida, semuanya itu sepanjang pemhuatan akta­

akta itu tidak juga ditugaakan atau dikecuallkan kepada pejabat laiu atau 

orang laiu yang ditetapkan oleh illldang-undang. 

Sabatan Notaris di Indonesia, pertama kali diatur dengan Instru/r:tie 

voor de Notarissen Residerende in Nedelonde llldie dengan Stbl. No II, 

tangge17 Maret 1822. Kemudian Pemerinleh Hindia Belanda pada tanggal I 

Suli 1860, untuk mengatur Notaris di Hindia Belanda, mengehlarkan 

Regkment op het Notaris Ambt In Neder/ande Indie (Stbl. 1860:3), 

Ordonantie 16 September 1931 tentang Honomrium Notaris. Setelah 

'Tan Thong Kie, Studi NctarioJ dan Serl>a s.rhl Probek Notaris, b""" I (Jaiaula: PT. 
lcbtiar Baru van Hof:ve, 2000). hal. 162. 

Unlvemltas Indonesia 
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Indonesia merdeka., Pemerintah RepubJik Indonesia mengeiuarkan aturan 

hukum: 

!. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jahatan 

Notaris; 

2. Sural Edoran Menreri Kebakiman Republik Indonesia Serikat Nomor 

JZII7114.BN5Q..53 tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah!Janji untuk 

Notaris yang diangkat di Wilayah Jakarta dapat dilakukan di hadapon 

Ketua Pengadilan Jakarta; 

3. Undang·undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan 

Wakil Notaris Semeotora (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); 

4. Surat Edoran Mahkantah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terlladap Notaris; 

5. Keputusan Bersama Ketua Mahkantah Agung Republik Indonesia dan 

Mentari Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

KMA/006/SKBIVII/!987, Nomor M.fl4..PR.08.05 Tahun 1987 tentang 

Tala Cara Pengawasan, Penindakun, dan Pembelaon Diri Notaris. 

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-

HT.03.10 Tahun !993, tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaon 

Notaris. 

7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.l3-

HT.03.10 Tahun !993, tanggal17 Januari 2003 tentang Kenotarisan. 

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tenlang Perubahan AlaS 

Undang·undang Nomor 2 Tahun 1986 Tenlang Pemdilan Umum; 

9. Pel'OIW1In Pemerintah Nornor II Tentang Sumpah I Jabelan Notaris. 

Beberapa subelansi yang tersebut dalam atunm bukum di alas 

kemudian dimasuklmn ke dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang 

Jabelan Notaris. Dengan lahimya Undang-Uudang Jahatan Notaris make 

Ielah teljudi unifikasi hakum dalam pengaturan Notaris di Indonesia.' 

"Habib Adjie, Sanksi Perdatu dan AdministmtifTerhodap Notarls Sebagai Pejabat Publlk 
(llandlmg: PTRofika Adillllna, 2008), bal. 37 

UntveraltQ Indonesia 
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Berkaitan dengan pembuktian slat bukti tertuiis berupa akta otentik, 

Notaris dituntut untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyangkut pelaksanaan jabatan 

Notaris, agar tereapai suatu akta yang otentik. Pasal I angka I Undang­

Undang Jabatan Notaris menyebutlom .....-a tegas bahwa "Notaris adalah 

pejabat umwn yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini"'. 

Kekuatan pembuktlan akta notaris adalab akibat langsong yaag 

merupakan keimrusan dar! ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa 

harus ada akta ot<ntik sebagai alai pembuktian. Notaris sebagai P'!iaimt 

umwn berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta 

otentik ter1e11tu tidak dikhususkan bagi P'!iabat umum lainnya. Pembuatan 

akta otentik ada yang dibaruskan oleh peraturan perundang-undangan dalam 

rangka menciptakan kepostlan, kelerliban, dan perlindangan hukem. Selain 

akta otentik yang dibuat oleh atau dibadapan Nolaris, bakan saja kamla 

diharoskan oleh peratu.ran perundang-undang, tetapi juga kamla 

dikehendaki oleh pihak yang beri<epentingan untuk memastikan hak dan 

kewajihen para pihak demi kepastian, kelerliban, dan perlindangan hukem 

bagi pibak yang berkepeatingan. 

Dalam pemberian tugas kepada pejabat-pejabat tertentu rersebut, 

terletuk pemberian tanda kepercayaan dan kekeatan pembuktian kepada 

akta-akta yang mereka buat. Jika tidak demlkian, untuk apa menugaskan 

kepada mereka, memberikan keterangan dar! semua apa yang mereka 

saksikan, di dalam menjalankan jabatan mereka, atau untuk mengumikan 

secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para pengbadap kepada 

Notaris dengan parmintaan, agar keterangan-ketenmgan mereka itu, 

dieaatamkan dalam suatu akta dan menugaskan mereke untuk membuat 

akta mengenai itu. 5 

4 Indonesia. Undtmg~Undang Jafutan No/oris, UU No. 30., LN No. 117 Tahun 2004, TI.N 
No. 4432,Ps. l angku l. 

5G.H.S. Lumban Thbing. PuoiW'On.Jabatan Notaris, Cet. 2, (Jilka.r1a: Erlanya. 1983). bal. 
54. 
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Akta otentik adala.h salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti 

terkuat dan terpenuh dalam hukum acarn perdata. Masyarakat telah 

menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat 

mernperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis 

serta ditetapkannya adaleh benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat 

dalam suaru proses lrukum.i>erdata. 

Berbe<la dengan akta di bawah tangan yang masih sering dijwnpai di 

dalam lalulintas hokum masyarakat Timbulnya akta dibawah tangan 

dilatarbelakangl oleh lidctor masyarakat yang minim pengatahuan hokum 

dan imdaya masyarakat yang masih sungkan dan sating percaya. Kekuatan 

pembulrtian akta dibawah tangan tergantung pada pengakann para pihak 

yang turul menandatangani akta tersebut Oleh karena itu, kepastian dan 

perlindungan hukum dibawah taugan itu !email !wena memhulehkan 

iktikad baik dati para pihak. 

Mengenai. pembukdan akta dibawah tangan dapat di!ihat dati Pasal 

1875 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata yang menyatakan bahwa: 

suaru tulisan dibawah tangan yang diakui o!eh oomg terbadap siapa 
tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan earn menurut undang-. 
undang dianggap sebagai diaku~ memberikan terbadap orang-<>rang 
yang menandatanganinya serta para ah!i warisnya dan oomg..,..g 
yang merulapat hal< datipada merelo!, bukti yang sernpurna seperti 
pada suatu akta1

• 

Akta otontik pada dasarnya memuat kebenaran fonnal sesual dengan 

ape yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dalam hal ini yang 

dimaksud ada!ah akta yang dilruat "di badapan" (ten overstaan) Noraris atau 

yang dinarnakan "akta partij". Bahwa apa yang tm:antum dalarn akta im 

adaleh sesual dengan ape yang diterangkan oleh para pengbadap kepada 

Noraris untuk dieantutakan dalarn akta itu, sedangkan kebenaran dati 

keterangan·keterangan itu sendirl hanya pasti antara pihak-pihak yang 

bersangkutan seodiri.' 

6 Tan TbongKie,op. cit., hal. 157. 
7 KiJoh Undang-undaitg llukwrl Peniata (Burgerlfjhl Wetboek). Dltetjemahkan oleh It 

Subekti dan R.'ijitrosudibio. Cet. XXIII, (Jakarta! Ptudnya Pnramilli, 1990), Ps. 1875. 
1 Olf.S. Lumbang Tobing. cp.cit., him, 53. 
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Selain dari "akta partij" ada akta Notaris lain yaitu ,'akta pejabat .. atau 

"alcta relaas'' (ambtelijke akten). Akta pejabat ini adalah "oleh" Notaris 

dimana dalam akta inl Notaris menerangkan atau memberikan daJam 

jabatannya sebagai pejabat umwn kesaksian semua ape yang dilibat, 

disaksikan dan dialaminya. 

Salah satu kewajiban Notaris yang berkaic.n dengan pembuac.n alcta 

orentik adalah membaeakan alcta di badapan peta peoghadap dengan 

dihadirl paling sedikit 2 (dua) orang aaksi dan ditandatangani peda saat itu 

juga oleb peoghadap, saksi·aaksi, dan Notaris. Tujuan Notaris membaeakan 

alcta rersebut adalah supeya peta pihak yang badir memahami lsi dad alcta 

rersebu~ sebingga dalam keadaan sadar mereka dapet memutuskan untuk 

menyatujui atau menolak isi alcta rersebut. Bukti reriwot dad sikap 

persetujuan adalah dengau membubahkan tanda tangau peta pihak atau 

bilamana tidak bisa tanda c.ngau maka harus dangau penggauti Ianda Iangan 

(surrogat tanda c.ngau ) yang bunyinya bahwa yang bersangkutan tidak 

dapet membubahkan Ianda tangan katena aakit. Mengenai pembat:aan dan 

penandatangauan harus regas dicantumkan dalam bagian peoutup alcta 

rersebut Demildan pula jika Notaris tidak membaeakan dihadapen peta 

pihak; retapi para pibak berkehendak untuk memhaea seudiri alcta tersebut, 

maka kehendak para pibak rersebut harus dicantutukan peda bagian akhir 

alcta Notaris. 

Hakim dakan menghadapi alcta No1Bris sabagai alat bukti tidak dapat 

begitu saja mengesampingkan kekuatan pembuktian dari alcta Notaris 

ternebut. Hakim barns banar-benar meneliti kebanaran dan tujuan yang 

sebanamya dad adanya akta Notaris. Hal rersebut dikarenakan alcta Notaris 

ridak banya mempunyai kekuatan pembaktian lahiriah dan formil bahwa 

benar akta tmebut dibuat olah atau dibadapen pejabat wnwn, dalam bal ini 

Notaris, dan para pibak telah menerangkan ape yang dilulis dalam akta, 

ekua tetaPi juga mempunyai kekaatan pemilukrian materiil bahwa ape yang 

diterangkan itu materinya banar. 

Dalam pnokteknya terdapat alcta-akta Notaris yang isinya 

dipermasalahkan bahkan diragakan bentuk keotentisilusannyal 
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kebenanmnya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan dan 

dirasakan merugikan kJiennya sehingga akta tersebut dibatalkan oleh 

pengadilan. 

Seperti dalam kasus yang telah diputuskan olen Pengadilan Negeri 

Cibinong dalam Putusannya Nomor; 139/PdtG/2007/PN. Dalam perkara 

ini, Majelis Hakim Puogadilan Negeri Cibinong memutuskan Akm 

Pendirian Pe!seroan Terbatas yang dibuat oleb Notaris dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukom mengikat. 

Purlwa ini dimulai dengan adenya perjanjian ke(jasama anwa pera 

pemegang saham pendiri PT. Golden Lobster. Bahwa PT. Golden Lobster 

didirikan sebagai tindak lanjut ditandalanganinya perjQl\iian kerjasama 

an- pesero CV. Exotica Aquarium yaitu Tuan Johannes Widjaya 

(fergugat I) dan Nyonya Ineke Widjaya (fergugat II) dengan Tuan Andi 

Hartawan Sardjito (Penggugat I) dan PT. Putera Bersaudera Mulia 

(Penggugat II) 

Bahwa dalam kesepakalan tersehut Ielah disepakari untuk mendirikan 

perseroan terbatas anwa Pura Penggugat dan Pura Tergugat yang hernama 

PT. Golden Lobster dengan kemposisi saham Tergugat I dan II sehesar 40% 

(empat pulub person) ulau sejumlah Rp.l.200.000.000,- (satu mllyar dua 

ratus juta Rupiah) dan Penggagat I dan II masing-masing sebesar 30% (tiga 

pulub persen) alau ~umlah masing-masing untuk Punggugat I dan 

Punggugat II adalah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dan 

menyepnkati bahwa seluruh hutang CV. Exotica Aquarium keperta Bank 

BNl menjadi nutang PT. Golden Lobster yang akan didirikan. 

Dulam bukli yang diajukan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat ll 

dapat membuktikan bahwa dari pemenuban perjanjian ke(jasama yang 

ditandatangani, Penggugat I baru menyetorkan modal sejumlah Rp. 

32.500.000,- (tigapulub dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari kewajibannya 

sehesar Rp. 900.000.000,- (sembilanratus juta Ruplah) dan Penggugat ll 

baru menyetor sebagai Ianda jadi sekaligas penyertaan modal sebesar Rp. 

225.000.000,- (duaratus duapulah lima juta Rupiah) dari kewajibannya 

sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Ruplah). 

Untvere:ttas Indonesia 
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Dari bukti tersebut. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa 

Ak1a Pendirian PT. Golden Lobster yang menyebutkan para pendiri telah 

menyetor penuh modal yang ditempetkan ke dalam PT. Golden Lobster, 

tetapi remyata hanye Tergugat I dan Tergugat II saja yang menempatkan 

modalnya secara penuh sesuai Akta Pendirian tersebut sedangkan 

Penggugat I dan Penggugat II tidak ada bukti menyetor modal yang 

ditempatkan secam penuh ke Perseroan, dan karenanya Majelis Hakim 

mempertimbangkan bahwa Ak1a Pendirian PT. Golden Lobster 

mengandung <:.a<:a1 hulrum yaim tidak dilakukan penyetoran modal ke dahun 

Perseroan oleh Penggugat l dan Penggugat II, sedangkan hal tersebut 

merupakan sa!ah salu syarat yang wajib dipenahl oleh para pendiri sehagai 

Pemegang Saham dan dalam putusannya Majelis Hakim mengahalkan 

gugatan Para Penggugat Rekonpensi I Tergugat I serta Tergugat II dan 

menyatakan bahwa Akta Pendirian PT. Golden Lobster tidak mempunyai 

kekeatan hulrum mengikaL 

Putusan ini menarik. untuk dijadlkan penelitian ka:rena betkaitan 

dengan peraturan yang melandasi bagaimana berdirinya suatu Perseroan 

Terbatas hingga memperoleh SlatuSnya sehagai badan hnktan. Kasus ini 

memilild beberapa aspek yang saling terl<ait yaim tentang pelj"'1iian, 

kekuatan pembuktian akta Notaris sehagai akta otentik, Perseroan Terbatas 

dan profesijabatan Notaris terkait dangan Undang-undang Jabatan Notaris. 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 rentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perseroan Terbatas) 

menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hulrum yaag 

merapekan persekaham modal, didin1<an berdasarkan peljanjian melakakan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya9• 

Pengertian Perseroan Terhatas yang diberikan oleh Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas 

? lndone$la, Uruitmg-Undo.trg Perseroan Te~, UU No. 40, LN No, 106 tahvn 2001. 
TLN No, 4756. Ps. I angka I 
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merupakan ''badan hokum yang didirikan berdasarkan perjanjian". Sehingga 

sangatlah jelas bahwa dasar dati pendirian suatu Perseroan Terbatas adalnh 

perjanjian. Peljanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak 

untuk mendirikan Perseroon Terbatas, dibuat dengan akta Notaris dakun 

bahasa Indonesia, 

Perjanjian tersebut dinamukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

yang di dalamnya berisi aturan main dalam menjalankan Perseroan Terbatas 

yang di sebut Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pasal IS Undang­

Undang Petseroan Terbatas menentukan hal-hal apa saja yang sekurang­

kurangnya hams dimuat di dalam anggaran dasar Petseroan Terbatas yaitu 

sebagai berikut: 

._ Nama dan tempat kadudukan Perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

c. Jangka waktu berdirlnya Perseroan; 

d. Besamyajumlah modal dasar, medal ditempatkan, dan medal disetor; 

e. Jumlah sallatn, ldasifikasi sabam apabila ada berikut jumlah sabam 

uatuk liop klasifikasi. bak-hak yang melekat pada seliop saham, dan 

nilai nominal setiap saham; 

f. Nama jabatan danjumlah anggota Direkai dan Dewan Komisaris; 

g. Penetapan tempat dan tala """' penyelenggarann Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

h. Tala """' pengangkatan, penggantian, pemberbenlian anggota Direksi 

dan Dewan Komisarls; 

i. Tala cara penggunaan Jaba dan pembagian deviden". 

Peljanjian yang dibeat oleh para pihak tersebut mengikat kepada para 

pihak yang membuat perjanjian ten;ebut. Asas kebebasan berkontrak 

merupakan titik pangkal dalam pendirian Perseroan Terbatas. 

Adanya putUsan bakim yang mambalalkan akta Notaris, menimbulkan 

kontr.ldiksi antara pemtnran dengan pmktek pengadilan. Di satu sisi, akta 

!O Ibid, Ps. 15 ayat (1) 
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Notaris sebagai stat bukti adalah sempuma atau lengkap, sedang disisi lain 

terdapat kemungkinan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan halcim. 

Hal ini memberikan konsekuensi tanggung jawab teriladap Notaris 

yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan. Sebagaimana diketahui, Notaris 

dal&n menjalankan jabatannya, ndak hanya cukup memperlurtikan 

kutentuan dari peraturan-peratumn yang barlaku baginya atau hanya yang 

berkailan dangan akta otentik yang dibuat alliS pennintaan para pibak, tetapi 

juga 1tarus memperltatikan peraturan-peratumn umum yang timbel dari 

jabatannya sebagai pejabat publik, maupun atas akta otentik yang dibuatnya. 

l.l. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan lolar belakang pennasalabao yang telab disampeikan 

sebelumnya, permasalabao yang akan dibabas dalam penelitian ini adalab: 

l. Bagaimanakab pertimbangan hukum yang dapat mempengsrubl 

dibatalkannya Akla Pendirlao Perseroan Tetbalas oleh Pengadilan ? 

2. Bagaimanakah tanggang jawab Notaris apabila Akla Pendirian 

Petseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan ? 

1.3. Metode Peoelltlao 

Penelilian ini mempergunakan metode penelitian yuridis nonnatif dan 

pendaimtan yang batailllt evaluatif. 

Penelitian yuridis nonnatif meliputi ~asas hukum dan sinkronisasi 

bukum, sementara pendeimlan evaluanf dalam pengelolaan dala yakni data 

yang diperoleh ekan dianalisis secara kualitatif dangan tujuan mendaparkau 

gambanm tentang dasar yuridis pembatalan akta peodirian perseroan 

terhatas oleh pengadilan {Studi imsus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong 

Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn). 

Jenis data dalam penelitian ini, berupa data sekander, yaitu data yang 

diperoleh dari basil penelitian bnl!an-bnhan pliSiaim. Studi dokumen 

bersumber pada: 
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I. Bahan hukum primer berupa paraturan perundang-undangan yang 

terkait 

2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku karya tulis ilmiah dan 

artikel dari sural kaber dan majalah. 

3. Bahan hukom tersier berupa kamus hukom. 

Selanjutnya data yang diperuleh, disusun sec::ara sistematis, kamudian 

dianalisis dangan metode analisa kualitatif serta pada akhimya ditarik suatu 

kesimpulan dari kaseluruban hasil pambahasan dan basil analisa tersebut 

dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis. 

1.4. Sistematilca Pe&allsau. 

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang tl>ldiri dari tiga 

beb, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berilrut: 

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan temang lalar 

belakang yang menjadi alasan penulisan tesis int pokuk permasalahan yang 

berisi uralan masalah spa yang dibahas dalam tesis ini. Dalam BAB I ini 

juga diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis 

dan sist>:matika penulisan. 

BAB n membehas mengenai Jandauan teori dan peratunm 

perundangun rnengenai peljanjian, hukurn pembuktian, kedudakan akt.a 

Notnris sebegai alat bukti dan syarat akt.a Notaris sebegai akt.a otentik, 

Undang-<llldang Iahalml Notaris, pendirian Petseron Terballls, perububeran 

Perseroan Terbaias berdasarlam pene!apan pengadilan. Setelah landasan 

teori dan peratunm perundangan teri!ait adalah paparan kasus posisi yang 

dilanjutkan dengan bagian analisa dari kasus yang ada. 

BAB m merupekan penetup yang berisi kesimpulan yang diperuleh 

dari basil pambahasan yang merupekan jawahan alas pokuk pennasalahan 

dalam penelitian penulisan tesis ini. Dalant bah ini juga terdapat saran 

Penulis dari analisa kasus yang dipoparkan. 
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BABl 

PEMBATALAN AKTA PENDllUAN 

PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN 

2.1. Peagertian Perjanjlan 

12 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan 

babwa •suatu peljanjian adalah suatu perbuatsn dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya reriladap satu orang lain atau lebih"11 • 

Selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menerangkan bahwa untuk sabnya suatu peljanjian diperluloln empat syarat, 

yaitu: 

I) sepakat merel<a yang mengikatkan diri; 

2) kecakaptm untuk membus.t suatu perikalan; 

3) suatu hal tertentu; dan 

4) suatu sebab yang halal".11 

Dua syarat pertama, dinamakan 11)'1J1'o/ subyektif karena mengenai 

orang-<ll8llg atau subyeknya yang mengadekan peljanjian, sodangkan dua 

syarat retukbir dinamakan syarot-syarot obyektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Dalam hal suatu syarat subyektiftidak rerpenubi, perjanjianoya buknn 

batal demi hukum, letapi salah satu pihuk mempunyai huk untuk meminta 

supaya perjanjian rersebut dihatalkan. Pihuk yang depat meminta 

pemhalalan, adaJah pihuk yang tidak cukap atau pihuk yang memberikan 

sepakat atau perizinaon)la se<an1 tidak bebas. Jad~ perjanjian yang Ieiah 

dibus.t letap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hukim, alas permintaan 

pihuk yang berbuk meminta pembatalan. Dengan demikian, llllSib suatu 

peljanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantuag pada kesediaan suatu 

pihuk untuk mentaatinya. Perjanjian tersebut selalu diancam dengan bahaya 

pemhalalan. 

ll Kitab Undang·undtmz HlilatmPerdauJ (BurgerJijke Wetboek). op.cit., Ps. IJJ3. 
12 lbid..Ps. 1320 
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Dalam hai syan:tt obyektif. kalau syarat tersebut tidak terpenubi, 

perjanjian yang dibuat batal demi hukum, artinya dari semu)a tidak pemah 

dilahirkan suatu peljanjian dan ddak pemah ada suatu perikatan. Tujuan 

para pihak yang mengadakan peljanjian terrebut melahirkan suatu perikaian 

adalah gaga!. Dengan demikian, maka dada dasar untuk soling menuntut 

didepan hakim." 
Perjanjian tidak sah apabila dilakakan tidak berdasarkan kesepakatan 

piltuk-pihak yang rerlibat di dalam peljanjian, suatu peljanjian tidak dapat 

daakakan berdasarkan kekhilafim, paksaan, dan penipuan. l'eljanjian tidak 

boleh dilakukan oleh metuka yang belum dewasa, mereka yang bemda di 

bawah pengampuan, dan oleb siapa yang dalam hal-hal yang ditelapkan 

oleh undang·undang dilarang membu.at peljanjian-peljanjian tertentu. 

l'eljanjian hams mengenai suatu pokok atau hal tertentu, misalnya 

adanya suatu hamng atau jasa yang menjadi pokok peljanjian, dan tentunya 

peljanjian tersehut barus diboat kerena sebeb tertentu yang he!1iifut balal, 

tidak berlawanan dangan kesusiiann atau ketertiban umum. 

Semua peljanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang· 

Undang begi mereka yang membuatnya, suatu peljanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepekat kedua belah pihak.. atau kalena alasan-alasan 

yang oleh undang·undang dinyalakan cukop untuk itu, suatu peljanjian 

harus dituksanakan dengan itikad baik14• Artinya peljanjian yang dibuat 

pam pihak menetapkan ditetimanya kewajiban bukum untuk dilaksanakan 

oleh para pihak.. kalena peljanjian mengikat bagi pihak·pihak yang 

membuatnya. 

Pasai 1233 Kitab Undang·Undang Hukum Perdata menenmgkan 

"tillj>-tiap perika!Bn dilahirkan balk karena persetujuan, baik kare!UI undang­

undang"15. Penjahamn uraian di alas menggambarkan kateotuan yang 

berlaku bagi suatu perika!Bn yang lahir dari perjaojian. 

13 Subekti,lluhnn Per]Grfiian, Cet, l(e X. (Jakarta: lntemw.sa. 1985). hal. 20. 
1" Kilah Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op.cit .• Ps. 1338. 
HIJ!JJrJ., Ps.. 1233. 
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Dalam suatu peijanjian biasanya dimaksudkan untuk memberikan 

sesuatu, unruk. berbuat sesuatu. atau untuk tidak berbuat sesuatu16• Hal ini 

disebut sebagai prestasi, Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak 

alau debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang 

dipetianjikan maka dikatakan ba!Jwa debitur adalah wanprestasi a1au inglrar 

janji. 

Wujud wanpresUtsi dapat berupa salah satu pibak tidak memenuhi 

perika!an, terlambat memenuhi perika1an, keliru alau tidak memena!Ji 

perikalan. Aldbat yang sangat penting dati tidak dipenuhinya perikatan ialah 

bahwa pibak yang dirugikan depat meminta ganti rugi atas onglros, rugi dan 

bunga yang dideritanya. 

Biasanya agar paaetimaan hak dan kawajibun yang terdepat di dalam 

suatu petianjian dapat hetialon dan dipena!Ji dengan baik olelt pibak-pihak 

yang terlihat di dalam petianjian, maka petianjian-petianjian tertentu 

pembuatannya di1akukan seoara tertulis di hadapan pejahat resmi yaitu 

Nolaris. 

3.2 Hokum Pembukliau 

Hukum Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat 

karepleks dalam proses litigasi. Menurut ketentuan Pasal 27 Undang­

umiang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehakiman sebagaimana telelt diubah oleh Uodang-undang Nomor 35 

Tahun 1999 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiruan, hakim bertugas sebagai penegak hukum 

dan keadilan w!IJib menggali, mengikuti, dan memahami ni1ai-nilai hukum 

yang bidup dimasyarakat. 

Dalam Hukum Acara Perdala, tugas dan peran bakiru bersi!ilt pasif 

artinya hakiru henya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai 

hal-hal yang diajuksn penggugat dan tergugat. Oleh karena itu. fungsi dan 

peran hakiru dalam proses petkara perdata banya terbatas pada: 

I' !Md.~ Ps, 1234. 
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1) Mencari dan menemukan kebenaran fomtil; 

2) Kebenaran iru diwujudkan sesuai dengan alasan dan filkta-fakta yang 

diajukan oleh para pihak se1ama proses persidangan berlangsung. t1 

Pada setiap pemeriksaan peil<ara dipersidangan, baik peil<ara pidana, 

perdato, talA usaha negarn manpun dalam persidangan pengadilan agama, 

proses pembuk!ian yang didasa!kan peda bukti dan alat bukti meropakan hal 

yang penting hagi hakim dalam memutuskan suaru perkara. Subekti 

berpendapat habwa pengertian yuridis tentang bukti adalab sesuatu untuk 

meyakinkan alum kebenanm suatu dalil atau pendi.rian. Alat bukti, alat 

pembuktian, upaya pembuktian adalab alat-alut yang dipergunalum untuk 

dipakai membuktikan dalll-dalil suatu pibuk di muka pengadilaa, misaJnya 

bukti-bukti tulisan, kesaksian, parsangkaan, sumpab dan lain-lain. 

Pembuk!ian tersebut hanya diperlaJum dalam parsangketaan atau peil<ara di 

muka atau penga<lilan. 

Pihak yaag berpedoua wajib memberikaa keterangan disertai bukti­

buk!i menurut hukum mengenai perisliwa atau hubungan hukum yang telah 

leljadi. Pembuktian """""' yuridis diperlaJum dangan men)'lljikan fakta. 

fal<ta yang cukup menurut hukum untuk memberikaa kepastian kepeda 

majelis hakim mengenai leljadiuya perlstiwa atau hubUDgan. ,. 

Pembagian beban pembuktian dad masing-masing pihak yang 

bersengketa berpedoman peda ketentuan Pasal 1865 Kitab Uadang-Undang 

Hukum Perdata amu Pasal163 HIR yang mengatur perihal pembuktian hagi 

setiap orang yang meadalil.kan bahwa ia mempanyai suatu hak, atau guna 

menegehkan haknya seadiri ataupun memhantab bak orong lain, menunjak 

peda suatu perisliwa d~ibkan membuktikan adanya bak atau peristiwa 

tet:sebut 

Pembuk!ian diperlaJum karena ada bantaban atau sangkainn dad pibak 

lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenad<an suatu hak. 

Pada umumnya yang menjadi swnbet sengketa adalah suatu perisliwa amu 

11 M. Yahya Hatahap. Hukum Acara Perdalo, Cet. lV (Jakarta: Sinat Gmftka). hltn. 499. 
11 Abdul Kadir Muhammad, Hukum AcaroPerdala Jndonesta. (Bandung: Cit.raAdltya 

Bakti. 2000). hlm. 82-83. 
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hubungan hukum yang mendukung adanya hak, sehingga yang perlu 

dibuktikan ada1ah mengenai peristiwa atau hubunga14 bukan mengenai 

hukumnya. Jika pihak lawan {Tergugat) telah mengakui atau mengiyakaa 

apa yang digugutkan oleh Penggugut maka pembuktian tidak diperlukan 

lagi. t9 

Tujuan d6ri pembuktian a<!alah mef\ielaskan amu menyatakua 

"kedudukan hukum" yang sebenamya berdasarkan keyak.inan hakim kepada 

dalil-dalil yang dikemukakaa oleh para pihak yang bersengketa, disamping 

alat-alat bukti yang sah lainnya. Hakim barns mengindahkan ketentuan­

ketentuan yang mef\iodi keseimbangan dalam pembelaan, kewajiban untuk 

membuktikuu hak·bak yang menjodi timbulnya suatu perselisihan sehingga 

haldm harua hertirulak arif dan bijakaana serta barns memperbatikao daogan 

sekaeme setiap timbulnya suatu peristiwa dalam kuadaan yang konkrit 20 

Beri<aitan dangan akta Notaris sebagai alat bukti di mnka pengodilan. 

maka macam·macam alat bukti yang ukan dikemukakaa di bewah ini beuya 

untak: perkara perdata saja. Alat-alat bukti yang ditantukan dan diatur dalam 

Pasai!S66 Kimb Uodang-Undang Hulrum Perdata, a<!alah sebagui berikut: 

a. Alai Bold! Tnlis.an I Sum 

Ala! bukti tullsanisurat diatur dalam Pasal 1867-1894 Kltob 

Undang-Undang Huknm PerdallL Pasal 1867 Kitab Undang·Undang 

Huknm Perdata menyebntkan babwa pembuktian dengan tulisan 

dilakukun dengun tu!isan-tulis.an otentik maupun dengan tulis.an· 

tulis.an dibawah tangun. 

Alat bukti tulisan/surat adalah segala sesuatu yang memuat 

tanda-tanda baeaan yang dimaksudkan untuk mencurahkun isi bali 

atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai 

pembuktian. 21 

1
" ibid .. him. ns. 

20 Retnowulan Sutia:nto, dan Iskandar Oeripkartawio.ata, Hukum Acara Perdata Dalam 
Teori dan Prabe).. (Bandung:M~mdar Maju).l995, him. S3, 

21 Sudikno Mertokusumo, Htibm1 Acara Perdata ()lfndoneslo, (Yogyokarta: Liberti, 1985), 
t,lm. 115. 
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I) Akta Oteotik 

Menurut Seopomo1 akta otentik adaiah surat yang dibuat 

oleh atau dimuka seorang pejabat wnum yang berwenang untuk 

membuat surat itu, dengan maksud menjadikan surat tersebut 

sebagai surnt bukti.22 Selanjutnya akta otentik merupakan 

suatu alat bukti dimana bakim harus mengakui hal-hal yang 

tennuat dalam akta tersebut adalah benar selama tidak dapat 

dibuktikan kepalsuannya. 

Akta otentik mempanyai kekuatan pembuktian futmil dao 

materiil. Fonnilnya bahwa benar pem pihak telah menerangkan 

epa yang ditulis dalam akta tersehut. Materiilnya babwa apa 

yang diterangkan adalah benar. Kekuatan bukti yang sempuma 

yang bel:sifut akta partai banya berlaku antara kedua belab pihak 

atau abli warisnya dao orang yang mendapat bak dari mereka. 

Terbadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan banya sebagai 

bukti behas, artinya panilaianoya diserahkao kopada 

perombangan hakim. Mengeruoi kedudukan akta Nots.ris sebagai 

akta oteotik ukan diuntikan lebih lanjut dalam pembahasan sub 

bah berikutnya. 

2) Akta Dlbawall Taugao 

Meourut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah Iangan 

adalab akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para 

pihak tanpa bantuan dari seorang pejaba~ sehingga semata·mata 

dibant antara pibak yang ber:kepeetingan. Alat bukti dihawab 

Iangan berbeda dengan akta otentik, yaitu bahwa akta dibawab 

tangan tidak dibuat dihadapa& pegawai urnum. berisi catatao 

dari suatu perbuatan hukurn. Dari ketentuan Pasal 1878 Kitab 

Undaog-Undaog Hukurn Pen:lata terdapat kekhususan akta di 

bawab Iangan yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan Iangan 

oleh penandatangan. Ketentuan-knteotuan khusus tersehut dalam 

ZJ Soe:pomo, Hubun Acara Perdi;Ita Pengatilltr.n Negeri. (Jakarta: Pradnys Paramita. 2002), 
him. &7. 

Universitas l'ndonesla 
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akta dibawah tangan yang mengenai hutang sepihak, untuk 

membayar sejurniah uaiig tunai atau menyerahkan suatu benda, 

dan lain sebagainya. ll 

Akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai 

pennulaan bulcti tertulis (PilSill 1871 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), artinya suatu akta dibawah tangll!l untuk dapat 

menjadi bukti yang sempuma dan lengkap dari pennulaan bulcti 

tertulis masih harus dilengkapi dengll!l alat-alat bulcti lainnya. 

3) Snrat Bnkan Aida 

Kekuatan pembulctian sural yang bukan akta dalam Kitab 

Undang-Undang Hulrum Perdata tidal< ditentukan se<ara tegas 

walaupun SUf8i,.surat yang bakan akta disengaja dibuat olah 

yang bersanglrutan,tapi pada asasnya tidal< dimakandkan sebagai 

ala! pembulctian dikemudian bari. Oleh karena itu, surat-surat 

yang demikinn dapat dianggap sebagai petunjuk ke amh 

pembuktian artinya surat-surat rersebut dianggap sebagai alat 

bulcti lambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan 

sama sekali tidal< dapat dipercaya. 

Swat bukan akta, untuk dapat mempanyai kakuatan 

pembuktian sepenubnya bergantung pada penilaian bakbu 

sebagahnana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (2) Kitab 

Undang-Uudang Hukum Perdata. Dalam segala hal lainnya. 

hakim akan mempentimbangkan sehagaimana dianggap perlu, 

dbuana hakim leluasa terhadap peailaian surat bukan akta 

apakah akan dijadikan ala! bukti yang sempuma ataupun tidal< 

mempunyai kekuatan pembulctian sama sekali. 

4) Salman 

Sa1inan atau kntipan atau fotokopi dapat mempunyai nilai 

hulrum pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, hal 

torsebut sesuai dangan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang 

Hulrum Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian 

n SUdikno Mertokusumo. op, cit., hal 12S. 

Universltn Indonesia 
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suatu bukti tulisan adalah pada kata aslinya apabila akta yang 

asH tetsebut ~ maka salinan~salinan serta ik.htiar~ikhtiar 

tersebut sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat 

diperintahknn mempen:unjukkannya. 

b. Buktl Saksl 

Dalarn pembuktian dengan saksi lazimnya disebut kesaksian 

pembuktian dengan kesaksian pada umumnya diganakan apabila alat 

pembuktian dengan tulisan tidak ada den atau pembuktian dengan 

tulisan tersebut tidak <lllkup. Tentang diperbolehkannya pembuktian 

dengan saksi dapat diketabui dalam Pasal 1895 yang menentukan 

babwa pembuktian dengan saksi-saksi depat dilakukan dalam segala 

hal, kecuali dil"""'g oleh ondeng-undang seperti pede pasal21 Kitab 

Undeng-Undang Hukam Dagang (tentang adanya suall1 finna). karena 

pede umumnya suatu alat pembuktian dapat diperganakan daJam 

persidengan.24 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalab kepastian 

yang diberikan kepade hakim dipersidangan tentang peristiwa yang 

disengkemkan dengan jalan pemberitehwm seoara lisen dan prihadi 

oleb mana orang yang hakan salab sotu pihak dalam perkara, 

dipanggil di persidangan. " Dangan demilrian, katerangan saksi 

setelab disumpab dipersidangan harus hal-hal tentang peristiwa atau 

kejadian yang dilihat atau dialami seadiri. 

e. Buktl Persangkaan 

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 Kitab Uadang· 

Undang Hukam Perdela yang rnenyabutknn babwa persangkaan­

persangkaan adaleb kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang 

atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arab 

peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan-persangkaan menurut 

undang-uadang ialah persangkaan yang berdasarkan suall1 ketentuan 

24 Teguh Samudra, Huhun Pi!mhuklian dalam Acara Perdata, {B1111dung: Alurntli). him. 511. 
'lS Sudikno Mmokusumo, op. cit, him. 128, 
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khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan 

tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu (Pasal 1916 Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata). Jadi hila yang menarik kesimpulan ternebut 

hakim, maka persangkaan tmebut dinamakan pemngkaan hakim 

atau persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan apabila 

yang menarik kesimpulan tersebut ndalah undang-undang, maka 

pernangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang. 

d. Bukli Peogalman 

Pembuktian melalui pengakuan diatur dalam Pasal 1923-1928 

Kitab Undang-Undang Hokum Perdata. Menurut Pasal 1923 Kitab 

Undang-Undang Hokum Perdata, alat bakti pengakaan dapat dibagi 

menjadi 2 yaim sebagai berikut: 

!) Pengakuan di dapan sidang 

Sebagaimana bunyi Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hokum 

Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan 

yang dilakukan di dalam I dimuka hakim memberikan suatu 

bukti yang sempuma terlladap siapa yang Ielah melakukan 

le!jadinya suatu peristiwa baik o!eh diri seodiri maupun dengan 

perantaraan sese<lrang yang khusus dikoasakan untuk hal 

tersebut, maka hal tersebut berarti hakim hams menganggap 

dali!..dafil yang telah diakui tersebut ndalah benar. 

2) Pengakuan diluar sidang. 

Pengakuan diluar sidang secara lisan merupakan bukti bebas, 

sebagaimana bunyi Pasal 1928 Kilab Undang-Undang Hokum 

Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu 

pengakuan di!uar sidang tidak dapat dieapai tetapi diijiakan 

apabila disertai dengan saksi atau alat bakti lainnya. Jadi, 

pengakuan diluar sidang bukan merupakan alat bukti yang 

mengikat ukan tetapi merupakan a!at bukti yang bebas, 

pengatumnnya disemhkan peda pertimbungan hakim yang 

mengndili perkara. 
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e. Bukti Suotpab 

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah 

pemyalaan yang khidmat, yang diberikan alau diucapkan pada waktu 

memberi janji alau keterangan dengan mengingatkan akan silill Maha 

Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan 

ketenmgan ataujanji yang tidak benarakan dihukem oleh·Nya. 26 

Dalam hukem acam pen:1ata, para pihak yang bersengketa tidak 

boleh didengar sebagai saksi, walaupun para pihak tidak dapat 

didengar sebagai sakst namun dimungkinkan untult memperoleh 

keterangan dari pihak dengan dileguhkan dengan sumpeh yang 

dimasakkan dalam golongan ala! bukti. 

Ala! bukti sumpah dialur dalam HIR Pasal 155-158 dan Pasal 

177 jo Pasall929·1945 Kitab Undang·Undang Hukem Perdala, yang 

mana dalam HIR menyehutkan 3 macam sumpah sebagai ala! bakti, 

yaitu: 

a Sumpah pelengkap (sepp/etoir) 

Sumpah pelengkap merupakan swnpah yang diperin1ahken 

hakim karena jahalaunya kepada salah satu pihak untult 

melengkepi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa 

sebagai danar putusannya. 

b. Sumpah pemutus yang bersifat menentultan (Decisso/r) 

yaitu sumpah yang dibebankan alas pennintaan salah sam pihak 

kepada !awannya walaupun tidak ada pembuktian s.ama sekali, 

hal tersebut di!aknkan setiap saat selama pemeriksaan di 

pemidaugan. 

c. Sumpah Penaksir (Aestimatoire) 

Merupakan sumpah yang diperintabkan oleh hakim karena 

jabalannya kepada penggugat untult menaksir jumlah uang 

sebagai ganli kemgian. 

t.6 Sudikno Mertokuswno.lrx:. cit, hal. 128. 

Universitas tndonesla 
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Pembuktian yang diajukan oleh pan! pihak da!arn suatu perkara harus 

dinilai kebenarannya. Pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim 

pada alat~aJat bukti tertentu. sehingga tidak bebas menilainya, nwnun 

pembentuk undang-undang juga dapat menyerahkan dan memberikan 

kebebesan kepada hakim dalam meni!ai pembuktian. 

Abdul Kadir Muhammad menyalakan bahwa guna menentukan bebau 

pembuktian ada di pibak mana. perlu dimliti dan dirinci kemntuan Pasal 

menurut bunyi kalimamya sebagai berikut: 

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak hm:us membuktikan haknya 

ler.lebut. Penggugat yang mengatukan mempunyai hak, maka 

penggugatlab yang bm:us diberi bebau pembuktian terlebib dabulu. 

2. Pibak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menegabkan beknya 

hm:us membuktikan adanya peristiwa tersabut Apabila pihak yang 

menyebutkan peristiwa tersabut penggugal, maka dia hm:us 

membuktikaunya, bebau pembuktian ada pada penggugat, Tetapi 

apabi!a pihak yang menyebutkan peristiwa tergugat, maka dia hm:us 

membuktikaunya, bebau pembuktian ada pada tetgugat 

3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantab hal< onmg 

lain hm:us membuktikan adanya peristiwa tersabut Apabila pibak 

yang menyabutkan peristiwa tersabut penggugal, maka bebau 

pembuktian ada pada penggagat, tetapi apabila pihak yang 

menyebutkan peristiwa ler.lebut mrgugat, maka bebau pembuktian ada 

pada tergugat.21 

Pada persidangan perdata, akta o1entik dapat dijadikan sebegai alai 

yang lengkap dan mengikat, sehingga hakinl hm:us mengakai dengan tegas 

ted!adap kebenanm yang mnnuat dalam aida tersebut Namun demikian, 

dalam proses pemeriksaan perkara, bakimlah yang menentukan pibak mana 

yang diwajibkan atau dibebani dengan pembuktian, artinya hakinl dapat 

menunjuk baik pibak penggugat maupun tetgugat yang dibebaui dengan 

pembuktian. 

n Abdul Ks.dir Muhammad, op. cit., him. 82-83. 
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2.3 Kedudukan Akla Nolaris sebagai Alai Bukti dan Syaral Aida Nomris 

sebagai Akla Otentik 

2.3.1 Kedndukan Akla Notaris Sebagai Alai Bukti 

Ak1a Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai lrekuatan pembuktlon 

yang sempuma jika seluruh ketentuan prooedur atau tala cora pembuaton 

akla dipeuuhi. Jika ada prooedur yang tidal< dipeuuhi don yang tidak 

dipeuuhi tmebut dapat dl'buktikan, maka akla teJsebut dengan proses 

peugadilan dapat dinyatakan sebagai akla di bawab Iangan. Jika sudab 

l<edudakan sepelli itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada haldm. 

Pasal1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumher 

untuk otenlisitas ak:ta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akla 

Notaris, dengan syarat-syaral sebagai berikut: 

I. Akta itu barns dibuat oleh atau dihadapeu seorang Pejabat Umum 

2. Akta itu hams dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang· 

undang 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapeu siapa akla itu dibuat, barns 

mempunyai wewenang untuk membuat akla itu. 

Pasal I angks I Uadang-Uadang Jabatan Notaris menyabutkso secara 

regas babwa "Notaris adalab pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akla orentik dan lrewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam 

Undang-undong ini"". 

Agar ak:ta Notaris mempunyai lrekuatan pembuktian yang semporna, 

maka Notaris dalam menjalanlren jabatannya barns berpegang regeh kepada 

kewenangan, kewajiban, don larangan bagi Notaris sehagaimana dimaikan 

oleh kereotuon yang tenlapat di dalam Undang-Undong Jabatan Notaris. 

Kewenangan Notaris dimuat daben Pasal 15 Undang-Undang Jabatan 

Notaris sebagai berikur': 
(I). Notaris berwenang membuat ak:ta otentik mengenai semua perbuatan, 

petjanjian, don lretempan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

2ilJndonesia. Undang~Undt:mgJabatun Notarls. lac. Cit. 
:w Ibid, Ps. 15. 
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undangan danlatau yang dikehendaki oleb yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan. dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada p«jabat lain atan orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

(2). Notaris berwenang pula: 

a. Mengasabkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal sural 

di bawab tangan dengan mendaftar dalam buku kbusus; 

b. membukukan sural-sural di bawab tangan dengan mendaftar dalam 

buku kbusus; 

e. membuat kopi dari asli surat-swat di bawalt tangan berupa salinan 

yang memual untian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang ber.;anglrutan; 

d. melakukan pengesaimn kecocokan fotokopi dengan sumt aslioya; 

e. memberikan peoyuluban hukum sebnbungan dengan pembualao 

akta; 

f. memlaml akta yang berkalam dangan pertanabnn; atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksed pada ayat (1) dan (2), 

Notm:is mempunyai kewenangan lain yang diatur peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam menjalankan kewenanganaya tersebut, seorang Notm:is 

mempunyai kewajihnn. Kewajibnn adalah sikap, perilaku, perbnatan atau 

liodakan yang bnrus dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya, 

dalam rangka menjaga dan memeliimra citra serta wibawa lembaga notarial 

dan menjonjung tinggi kelunthan had<al dan martabat jabntan Notaris. 

Yang wajib dimiliki dan dilukukan yaitu sebagaimana dimiUII di dalam 

Pasal16 Undang-Undang Jabatan Notaris'": 

(I). Dalam menjaiankanjabatannya, Notm:is berkewajibnn: 

Xlfbid, Ps. 16. 
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a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak betpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terk.ait dalrun perbuatan hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris; 

c. mengeluark.an Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

benla.sarkan Minuta Akta; 

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalrun Undang­

undang ini, terl<eouali ada alasan untuk menolaknya; 

e. merabasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 

segala kelerangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpahf.ranji jabatan keoaaii Undang-Widang 

menentukan lain; 

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 

yang memuat tidak lebih dari SO (lima puluh) ak1ll, dan jika 

jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut 

dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan m"""""" jumlah 

Minuta Akta, bulan., dan talllm pembuatannya peda sampul 

setiap buku; 

g. membuat datlar dari akta proles terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterimanya sul1!l berburga; 

h. membuat datlar akta yang betkenaan dengan wasiat menurut 

- waktu pembuatan akta sedap bulau; 

i. mengirlmkan datlar akta sebagaimana dimaksud dalam buruf h 

atau datlar nihil yang berkenaaan dengan wasiat ke Daftar 

Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya 

dibidang kenotariatan dalrun waktu 5 (lima) hari peda minggu 

pertama setiap bubm berikutnya; 

j. mencatat dalam reportarium tanggul pengiriman datlar wasiat 

pada setiap akhir bulan; 

k. mempunyai oap/stempel yang memual lrunlrung Negara 

Republik lndonesia dan peda ruang yang melingkarinya 

UntveNit.n Indonesia 
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dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan; 

I. membaeakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat 

itu juga oleh penghadap, saks~ dan Notaris; 

m. menerlma magang ca.lon Not.aris. 

(2). Menyimpan Minlllll Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) humf 

b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk 

originali. 

{3). Akta originaH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta: 

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 

b. penawaran pembayaran tunai; 

c. protes tetbadap tidak dibayamya atau tidak diterimanya sura! 

berbarga; 

d. akta kuasa; 

e. keterangan kepemilikan; a!au 

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4). Ak1a originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih 

dari I ( salu rangkap ), ditandalangani pada waktu, bentuk, dan isi yang 

sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku 

sebagai satu dan satu berlaku untuk semua". 

(5). Ak1a originali yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima 

kuasa banya dapat dibuat dalam I (satu) rangkap. 

(6). Bentuk dan akutan cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

hurufk ditetapkan dangan Peraturan Mentcri. 

(7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf I tidak 

w'\iib dilalrukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak 

dibacakun karena penghadap Ielah membaca sendiri, menge!ah~ dan 

memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinya!akan 

dalarn penutup akta serm pada setiap halaman Minlllll Ak!a diparaf 

penghadap, sakai, dan Notaris. 

Unlveraftn Indonesia 
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(8). Jika sa lab satu syarnt sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf I dan 

ayat (7) tidak dipenuhi, ak1a yang b<=mgkutan hanya mempunyai 

kekuatm pembuktian sebagai ak1a di bawah Iangan. 

(9). Kerentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk 

pembuatan akta wasiat 

Selanjulnya, dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya 

dalam menjalankan jabatannya tetdapat larangan yang berlaku bagi Notaris. 

Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang 

tidak boleh dilakukan oleh Notaris dahun memangku dan menjalankan 

jabatllnnya sebagai Notaris, yang dapat menurunkan eilm serta wibawa 

lembaga notariat maupun kelabunm harkat dan martabat jabatan Notaris. 

Larangan bagi Notaris, diatur di dalam Pasal I 7 Undang-Undang Jabatan 

Notaris sebagai berikut 

Notaris dilarang: 

a. menjalankan jahatan di luar wilayab jabatllnnya; 

b. meninggalkan wilayab jabatannya leblli dari 7 (tujab) hari keJja 

bertumt·tunrt lanpa alasan yang sab; 

c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat angara; 

e. merongkap jabalan sehagai adv<>kat; 

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegewai badan usaha milik 

negem, badan usaba milik daerah atau usaha swasta; 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanab di luar 

wilayabjabatan Nctaris; 

h. menjadi Notaris Pengganti; alau 

i. melakukan pekeJjaan lain yang hertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatulan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris. 

Kewajiban membent ak1a daban bentuk Minuta Akta dan 

menyimpaunya sebagai bagian dari Pmwkol Notaris dimaksudkan untuk 

menjaga keotentikua suatu ak1a dangan menyimpen ak1a dalam bentuk 

aslinya, sehingge apabila ada pemalsuan atau penyalabgunaan gmsse, 
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salinan, atau lrutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan 

mencocokkannya dengan aslinya. Kewajiban dalam Pasal 16 Ayat (1) 

huruf b Undang-undang Jabatan Notaris tidak berlaku, dalam bal notaris 

mengeluarkan akta dalam berltak originali seperti pembaym:an uang sewa, 

bunga, dan pensiun, penawanm pembaym:an tunai, p-. temadap tidak 

dibayamya otau tidak diterimanya suntl berluuga, akta luwsa, kete11111gan 

kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan pemturan penlndang-undanga!l. 

Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan sebagaimana 

dinyatakan dalam 1<etentuan Pasal 16 Ayat (I) huruf d Unilalig-Undillig 

Jabatan Notaris adalah alasan yang mengakibalkan notaris tidak berpihak. 

seperti adanya hubunglm darah atau .semenda dangan notaris atau dengan 

suamif!Sierinya, salah satu pihak tidak mempunyai kenuunpuan bertindak 

uotuk melakakan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolebkan urulatlg· 

uodang. 

Penjalasan Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris 

menyatakan bahwa kew'liiban uotuk merehasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan akta dan sunrt-surat lainnya adalah untuk melinduogi 

kepentingan semua pihak yang terl<ait dengan akta tersebut Kewajiban 

notaris untuk menjilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasall6 Ayat (I) 

huruf f Undang-undang Jabatan Notaris disehahkan akta dan swat yang 

dibuat notaris sebagai dokumen resmi ber.;ifilt otentik memerlakan 

pengamanan baik terbadap akta im sendiri maupuo terbadap isinya untuk 

mencegah penyalahguoaan secara tidak bortanggung jawab. Berkaitan 

dengan daftar wasia~ kewajiban ter.;ebut penting uotuk memberi jaminan 

perlindungan terbadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat 

dilakakan penelusuran atau pe~ akan kebana11111 dati suatu akta wasiat 

yang telah di!mat di badapan notaris. 

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf 

I Undang-nndang Jabatan Notaris tldak Wl\iib dilaknkan, jika pengrurdap 

mengbendaki agar akta tidak dilmeakan karena pengbadap telah memlmce 

sendiri, mengetahai, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal 

ter.;ebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta 
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akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notnris. Hal tersebut bernrti bahwa 

Notnris harus hadir seoara fisik dan menandatangani akta di hadapan 

pengahadap dan saksi. 

Berkaitan dengan kedudakan dan wilayah jabatan notllris, Pas.al 18 

Uedang-undang Jabatan Nolllris menyalakan bahwa notaris rnernpunyai 

tempat kedudakan dl daerah kahupaten atau kom, dan mempunyai wilayah 

jabatan mellputi seluruh wilayah propinsi dari tempe! kedudukannya. 

Selanjutnya Posal 19 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris rnenyaudam 

bahwa notnris wl\jib mempunyai banya satu kantni, yaitu di tempe! 

kedudakannya. Notaris tidak berwenang secara leratur menjahmkan jabatan 

di bw tempat kedudukannya. Dengan banya mempunyai satu kantor, notaris 

dilarang mempunyai kantor eabang. perwakilan, danlatau bemuk lainaya, 

sebingga akta notaris sedapat-dapatnya ditangsungkan di kantl>r notaris 

kecuali pembuatan akta-akta -· 
Notaris dapat menjatankan jabatannya dalam bentuk perserikatan 

perdata dengan tetap memperbalikan kemandirian dan ketidakberpihakan 

dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dinyalakan dalam Pasal 20 

Undang-undang Jabatan Notaris. Perserikatan perdata dalam ketentuan 

tersebut adalah dengan meedirikan kantnr bersama notaris artinya dalam 

praktik menjahmkan jabalannya, notaris dapat beke!josama dengan rekan 

notaris lainaya dengan mengganakan fusililas kantor yang dimiliki secara 

bersama, nkan tetapi masing-masing bertanggung jawab terhadap akta-akta 

yang dibuat olehldi badapan notaris yang bersangkntan. 

Sejalan dengan pengertian akta notnris dalam Pasal I Angka {7) 

Undang-undang Jabatan Notaris, setiap akta yang dlbuat olehldi badapan 

notnris harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinyaudam dalam Pasal 38 

Undalig-undang Jabatan Notaris, yaitu setiap akta terdiri atas: 

1. awal akm, yang memuat : 

a. jUdulllkia; 

b. nomor akia; 

c. jam, bari, tanggal, bulan, dan Tabun; dan 

d. namalengkap dan tempat kedudukan notaris. 
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2. badan akta, menurut : 

a. nama lengkap, tempat dan tangga1 lahir kewarganegaraan, 

pekeljllliJI, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

danlatau orang yang mereka wakili; 

b. ketenmgan mengenai kedudukan bortindak penghadap; 

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan darl pibak yang 

borkepentingan; dan 

d. nama lengkap, tempat dan tanggallahlr, serta pelreJjllliJI, jabatan, 

kedudukan, dan tempal tinggal darili"J>'Iiap saksi pengenal 

3. akhir atau penutup akta, memual ; 

a. urail!ll tentang pembacaan akta; 

b. utaiiiD -g penandatenganan dan tempat penillldatanganan 

atau peneljemahilll akta (apabila ada); 

c. nama lengkap, tempat dan tanggal labir, pekeljaati, jabatan, 

kadudnkan, dan tempal tinggal darlliap-tiap saksi akta; dan 

d. uta1en tentang lidak adanya perubabilll yang teJjadi dalam 

pembuaian akla atau uraillll tentang adanya perubabilll yang dapat 

berupa penambahan, penccretan, atau pengganlian. 

P~ 39 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa 

penghadap hams memenubi syarat paling sedlkit berumur 18 (delapan bolas) 

tallUn atau telab menikah; dan cakap melalrukan perbuatan hukum. 

Penghadap hams dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 

(dua) orang sal<si pengenal yang borumur paling sedikit 18 (delapan bolas) 

tahun atau telab menikab dan cakap melakukan perbuatan bukem atau 

diperl<enalkan oleh 2 (dua) penghadap lairmya. Pengeualan tersebut 

dinyatakan secaralllgas delam akta. 

Setiap akla yang dibacakan oleb notaris dibadiri paling sedikit2 (dua) 

Ol'l!llg saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Saksi 

sebagaimana dirnaksud pada Pasal 40 Ayat I Undang-undang Jabatan 

Notaris harus memenubi syarat-syarat sehagai boriket : 

a. paling sedikit berumur 18 ( delapan bolas) tubun atau Mab menikab; 

b. cokap melakakan perbuatan hukem; 
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c. mengerti babasa yang digunakan dalam akta; 

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 

e. tidak mempunyai hubungan parkawinan atau hubungan darah dalam 

garis lurus ke otas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke 

somping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pibak. 

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 

39 dan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris, akan menyebuhkan akta 

ternebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

Iangan sebag8imana dinyatakan dahun Pasal 41 Undang-undang Jahatan 

Notaris, 

Berkaimn dengan pemberbenrian notaris, l'asal. 8 Undang-undang 

Jabalan Notaris menyatakun bahwa : 

(I) Notaris bementi atau diberbentikan dari jabatannya dengan honnat 

karena: 

a. Meningga! dunia; 

b. Telah berumur 65(enam pnlah lima) tabun; 

c. Pennintaan sendiri; 

d. Tidak mampu secam robani dan/atau jasmani untuk melaksanakan 

tugas i•balan notaris secara rerus-menerus lebih dari 3 (riga) 

Tahun; atau 

e. Merangkap jabatan sebag&imana dimaksud dalam l'asal 3 huruf g. 

(2) Ketenluan umur sebagaimana dimaksud pnda Ayat (I) huruf b dapat 

diperpanjang sampai berumur 67 (enam pnluh tujuh) Tahun dengan 

mempertimbangkan kesebatan yang betsangkutan. 

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara tenJs..menerus 

dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli. 

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (I) Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan 

bahwa notaris dibementikan semen tam dari jahatannya karena dalam proses 

pnilit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah tangan 

pengampuan. melakukan pedioatan tereeln; atau melakukan peimlggaran 

taritadap kewajiban dan laranganjabatan. 

2.3.2 Syarat Aida Notaris Sebagai Aida Oteatik 

Unlversttaa lndoneela 
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Pasall5 ayat (J) Undang-undang Jabatm Notaris menegaakan babwa 

salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum. dengan 

batasan sepanjang:" 

I. Tidak dikeeualil<an kepada pejabat lain yang dite,.pkan oleh undang· 

undang 

2. Menyangkut aida yang harus dibuat atau herwenang memhuat aida 

otentik mengenai semua perbuatan, pe!janjian, dan ketetllpan yang 

diharuskan oleh atunm hukum atau dikehendaki oleh yang 

bersangkutan. 

3. Mengenai subjek hukum {Olllllg atau badan bukum) untuk 

kepentingan siapa aida ilu dibuat ""'" dikehendaki oleh yang 

berkepeotiogan 

4. Berwenang mengenal tempe~ diluana aida itu di• hal ini sesuai 

dengan tempat kedudukan dan wilayahjabatan notaris. 

5. Mengenai waktu pamhuatm ak1a, dalam ini notaris harus menjamin 

kepastian waldu mengbadap pam penghadap yang teroantum dalom 

akta. 

l'asal 1868 Kitab Undanttundang Hukum Perdata merupakan sumber 

untuk otensitas aida Notaris jugn merupakan dasar legnlitas eksistensi aida 

Notaris, dengan syamt-syamt sehesai beriket: 

a. Akea ilu harus dibWit oleh ""'" di badapan seorang Pejabat Umum. 

b. Akea ifu hams dihuat dalam hentuk yang ditentukan oleh undang­

undang. 

c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa aida ilu dibtan, harus 

mempunyai wewenang untvk membuat akta tersebut. 

Akea Notaris sebagni aida otentik mempanyai kekuatan niini 

pembuktian labiT, formil, dan mataril, 

Kekantm pembuktian labiT berarti kekeamn pembllktian yang 

didasarkan atas keadaan labir aida itu sendiri, dan sebasai asas herlaku acta 

ll Habib Adjic, Stmksi Penltlia dtm AdministralifTerhadap Notaris Sebogai Pejabat 
Publik,op.eit., hal 56. 
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publica probanr sese ipsa yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak 

sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

maka ak.ta itu berlaku atau dapat dianggap sebagal akta otentik sarnpai 

terbukti sebaliknyaJ.2. Berarti suatu akta otentik mempunyat kemampuan 

untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Dalam hal ini 

behan pembuktian ada pada plhak yang menyangkal ~tentikan akta 

Notaris. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara labiriah akta Notarls 

sebagai akta otentik. bakan akta otentik,. maka peniloian pembuktiannya 

llllrus didasallcan kepada syantt-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. 

Pembuktian semacam ini llllrus dilakakan melalui upaya gugatan ke 

pengadilan. Penggugat llllrus dapat membuktikan habwa secara lohiriab akta 

yang menjadi gugatan bukan akta Nolllris. 33 

Kekuatan Pembaktian Fonnil artinya dari akta otentik itu dibaktikan 

bahwa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah ben.ar 

merupakan umiao kebendak plhak-plhak. Akta otentik menjamin. kebemmm 

tanggal, taoda Iangan, kempanm, dan tempat akta diboat Dalam arti fonnil 

pula akta Notaris membuktikan keben.aran dari apa yang disakaikan yaitu 

yaog dillhat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat 

Umum dalam menjalankan jabatannya". Jika aspak fonnal dipermasalahkan 

oleh para plhak, maka harus dbaktikan fonnalitas dari aida, yoitu harus 

dapat membuktikan ketidakben.aran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul 

menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, 

membuktikan ketidakhanaran apa yang dilihat, disakaikan, dan didengar 

oleh Notaris. Selain itu jugu harus dapat membuktikan ketidakbenaran 

pemyataan atau keterangan para pihak yang diberikanl disampoikan di 

hadapan Notaris, dan ketidakben.aran Ianda tangan para plhak, saka~ dan 

Notaris ataupen ada prosedur pembuatan akta yaog tidak di~. Dengan 

kala lain, plhak yang mempennosalahkan akta ter>ebut harus m~ 

pembaktian teabalik untuk meoyangkal aspek formal dari akta Nolllris. J'lka 

ll O.H.S. Lumban Toblng. op. cit., him. 5S. 
33 Habib Adjie, op. cit.,. hlrn 12 
),4 G.H.S. Lumbangiobing. op.cit.,bJm. 51. 

I __ _ 
r 
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tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut. maka akta tersebut 

harus diterima oleh siapapun.35 

Kekuatan Pembuktian Materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis) 

suatu akta otentik memberi kepastian tentang peri.stiwa bahwa pejabat atau 

para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam skla. Tidak 

hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh 

akta itu. akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagaj benar 

terbudap semua onmg, yang menyuruh adakanlbuatkan akta itu sebagai 

bukti terbadap dirinya36
• Kepastian tentang materi suatu akta sangat pen ling, 

bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan perubuktian yang sah 

terbadap pihak-pibak yang membuat akta alai> mereka yang mendapat hak 

dan berlaku untuk umuru. lrecuali ada perubuktian sebaliknya. Jika akan 

membuktikan aspek materil dari skta, maka yang bersangkatan harus dapat 

membuldikan bahwa Notaris tidak menenmgkan atau menyatakan yang 

sebenarnya dalam skta, alai> para plhak yang telah benar beakata ( di 

hadapen Notaris) menjad! tidak benar berkata, dan barns dilakukan 

perubuktian terbalik tmtuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. 

Undang-Undang menggalongkan akta Notaris sebagai akta otentik 

menjadi duajenis yaitu: 

a. Akta yang dibuat oleh Notaris; 

b. Akta yang dibuat di bedapen Notaris. 

Akta yang diboot oleh Notaris dinamakan akta relaas atau akta 

pejabet. Akta relaas atau akta pejabut adalah suatu akta yang memuat relaas 

atau menguraikan secam otentik sesuatu tindakan yang dilakakan atau suatu 

keadaan yiiJlg dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri di dalam 

menjalankanjabutiiJlnya sebagaj Notaris". Penandatanganan di dalam akta 

relaas atau pejabat olah para pengbedap tidak lah merupakan suatu 

keharusan bagi otentisitas dari skta, sebagai contoh pada perubuatan berita 

acara rapat umum peruegang saham dalam l'erseroan Terbatas orang-<mmg 

as Habib Adjle. opcif., hlm 73 
36 O.H.S. Lumbang Tobing. cp.clt .. ,him. 59. 

'
1 Ibid., hel. 51. 
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yang hadir Ielah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka 

cukup Notaris menerangkan dalam akla, bahwa para pihak yang hadir telah 

meninggalkan rnpat sebelum menandatangani akla, dan dalam hal ini akta 

itu tetap akta otentik. Kebenoran isi dari akta relaas atau pejabat tidak dapat 

digugat, kocuali dengan manuduh bahwa akta itu palsu". 

Akta yang dibuat di badapan Notaris dinamakan akta partij. Akta 

partij adalah suatu akta pang berisikan suatu keterangan dari apa yang 

teljadi karena perbuatan yang di!akukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, 

artinya yang ditenmgkan atau diceritukan oleh pihak lain kepada Notaris 

dalam menjalankan jahatannya dan untuk kaperluan mana pihak lain itu 

sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan ketenmgan itu atau 

melakakan perbUBton itu di bedapaa Notaris, agan ketenmgan atau perbUBton 

itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta olim~. 

Penandatanganan di dalam akta partij merupakan suatu kehorusan 

bagi otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandataoganinya maka 

akta kehilangan keoteotisitasannya. sebingga apabila teadapa! pibak yang 

tidak dapat meoandataogani akta maka di dalam akta harus diterangkan apa 

yang menjadi alasan tidak ditandataogaainya akta itu oleh pibak yaog 

hen;ongkutan, sebagai eoainh salah satu pibak tangan kanannya saki!, maka 

keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pibak yang mengakihatkan 

pihak tmsehut tidak dapa! menandatangani akta harus dicantumkan oleh 

Notaris di dalam akta. Keterangan ini herlaku sebagei pengganti tanda 

tangan atau surrogaat tanda tangan"'. Kebenaran isi dari akta pantij dapat 

digugat isinya dengan jalan menyatakan hahwa keterangan dari pibak yang 

hen;ongkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar. 

Akta otentik merupalam alat bukti yang sempw:na. Oleh kerena itu 

Notaris sebagei pejahat yang herwenang membuatnya harus senantiasa 

memegang teguh segala ketentuan-ketentuan perundang·undangan yang 

menjadi pednmannya dalam menjalankanjahatannya. 

31 /bld.~ hal. 51. 
:n' Ibid . 
.oiO ibid .• him. 52. 

1--
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Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah 

sebagai berikut: 

I. BHa terpenuhi syan~:t formii dan materiil maka: 

a. pada dirinya 1angsung mencukupi batas minimal pembuktian 

tanpa bantuan alat bukti lain; 

b. langsung sah sebagai alat bukti akta otentik; 

c. pada dirinyalangsung melekat nilai kekuatan pembuktian: 

i. setnplll1lll (volkdig), dan 

ii. mengikat (bindende). 

d. Hakim wajib dan terikat: 

i. menganggap akta otentik rersebllt benar dan sempuma; 

ii. haros menganggap apa yang didalilkan amu dikemukakan 

cukup terbukli; 

iii. hakim rerikal atas kebenaran yang dibuktikan akta 

tersebut, sehingga haros dijadikan dasar pertimbangan 

mengambil putusan penyelesaian sengke1a. 

2. Kualitas kekuallln pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa 

(dwingend) atau menentukan (besli.mndj dan temedapnya dapat 

diajukan bukti Iewan. 

Seperti yang dijelaakan, dengat kekuallln pembuktiannya banya 

sampai pada tingkat sempnma dan mengik:at, tetapi tidak memaksa 

dan menentukan. Oleb karena itu, sifBt nilai kekuallln pembuktiannya 

tidak bersifat imperatif. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. 

Apahila terbadapnya diajukan bukti lawan maka: 

a. Derajat kunlilasnya merosot menjadi bukti pennulaan tulisan 

(begin van schrlftelijke bewijs); 

b. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri 

mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu haros 

dibantu dengan salah sam alat bukti yang lain. 

l!erdasariom Paso! 1869 Kltab Undang-Undang Hukum Perdala 

tersebut terdapat bebempa bebempa cacat yang dapat menurunl:an derajat 

dan bentuk akla orentlk menjadi akla di bawah tangan yaitu: 

Universitas htdonesJa 
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1. Akta dibuat oleh Pejabat yang Tidak berwenang maka: 

a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik; 

b. tetapi banya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan 

syarat apabila para pihak menandatanganinya. 

Berarti kalau belum ditanda tangani para pihak atau yang 

menandatangani hanya sepihak saja, akta tersebut tidak dapat 

bernilai dan berkelcuatan sebagai akta di bawah tangan. 

2. Bentuknya C8cat 

a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik; 

b. tetapi benya kembali sebagai akta di bawab tangan dengan 

syarat apabila para pihak menandatanganinya. 

Maksud dari cacat bentuknya adalah apabila pambwttan akta itu, 

tidak memenubi syarat formil dan materiil. Mengenai akta 

otentik yang dianggap cacal bentuknya, antma lain disebabkan 

oleb hal-hal sebagai berilrut: 

i. Pembwttan akta tldak dilakukan di badapan pejabat yang 

bersangkutan; 

ii. Pembwttan akta tidak di badiri dua onmg sekai atau sakai 

yang badir banya satu orang maupun sama sekali tidak 

dihadiri sekai; Atau sakai yang badir ll:tdiri dari kalUI!Jl!l! 

sedaralt atau semenda dari notaris atau para pengbadap; 

iii. Akta tidak menyabut secara lengkap identittiS notaris 

(pejabat) atau para pihak maupun identitas para sakai; 

iv. di dalamnya tidak tercantum. tern pal, hari, bulan, dan. 
tahunakta; 

v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apab!la lidak 

ditanda tangani semua pibak.41 

Notaris sebagai Pejahat Publik yang mempunyai kewenangan ter1entu 

sebagaimana tersebut dalam Pesal 15 !Jndang-Undang Jabatan Notaris. 

Dengan kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat 

"
1 M Y'llhye. He.mhe~ op.cil. bal. 583 
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para pihak afllu penghadap yang iersebut di dalarnnya atau siapa saja yang 

berkepentingan dengan akta tersebul 

Jika dalam pambuaran akta Of<lntik, Notaris tersebut berwenang untuk 

membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak, dan secara lahiriah, 

fonna~ dan materiil telah sesuai dengan aturan hukam tentang pambuaflln 

akta otentik; maka akta otentik yang dibuat oleh Notaris ter.;ebut horus 

dlanggap sah. 

2.3.3 Asas Pndoga Sail dalam M"'dlal Aida Nolaris 

Akta Notaris sebagai produk dari Pejahat Publik, maka penilaian 

ll:nhadap akta Notaris harus dilakakan dengan asas praduga soh 

(Ve1'111Qeden van R£chtmalfghefd) atau Pre$U111plio luslae Causa. Asas ini 

dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Nofllris harus 

dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta ter.;ebut tidak sah. 

Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris teillebut tidak sah horus dengan 

gugaflln ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugstan berjahm 

sampai dengan ada lreputusan pengadilan yang mempunyai kakaahm hukam 

tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja 

yang berkapentingan dengan akta tersebut. 

Dalam gsgsflln untuk menyatakan akta Notaris lersebut tidak sah, 

maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan 

materiil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang 

bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang 

berkepentingan dengan akta tersebuL A= ini telah diakai dalam Undang­

Undang Jabatan Notaris, tersebut dalam Punjelasan llagian Umum bahwa; 

Akta Notaris sebagai alai bulrti tertulis yang teriruat dan terpenuh, apa yaog 
dinyatakan dalam Akta Notaris hams diterima, kecuali pihak yaog 
berkapentingan dapat membokh'kan sebaliknya secam memuaskan di 
hadapan persidangan pengadilan 

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, 

merupakan suatu tindakan mengand<mg cacat, yaitu tidak berwenangaya 

Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, fonna~ materii~ dan tidak 

sesoai dengan dengan aturan hukam rentang pembuatan akta Notaris. A= 
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ini tidak dapat dipergunakan untuk meniJai akta batal demi hukum, karena 

a1cta batal demi hukum dianggap tidak pemah dibuat. Dengan alasan 

tertentu sebagaimana tersebut di atas, rnaka kedudukan alcta Notaris: 

I. Dapat dibatalkan; 

2. Batal demi hukum; 

3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alcta dibawah tangan; 

4. Dibatalkan oleh pam pihak sendiri; dan 

S. Dibatalkan oleh putusaan pengadiian yang Ielah mernpunyai kekuatan 

hukum tetap kanma penorapanasasl'mdugaSah.42 

Dalam hal kedudukan alcta Notaris menjadi banya mempunyai 

kakuatlln pembuktian sebagai alcta di bawah Iangan, yaitu apabila terdapat 

pelanggaran yang dilakukan Notaris yaiiU anlliJa lain ridak membanukan 

a1cta kepeda pam penghadap dan saksi-saks~ tidak ditandatanganinya a1cta 

oleh pam pengbedap dan saksi-saks~ tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai 

pengbedap dan saks~ tidak disebutkan mengenai pengenalan pengbedap, 

dilalrukannya penambahan, perubahon, penggatian l<ata-kata di dalam alcta 

dengan tata cam yang tidak sesuai dangan ketentuan Undang-Uedang. 

%.3.4. Pengaturan Peagawaga Pela"""- Jabalan Notarill olell Majelis 

Pengawas llerdasarloiJI Undaug-Undlmg Jabalan Notaria 

Notaris sebagai ~abat umum mengemban amanat dari yang 

memberikan kepercayaan kepatianya yaitu dari masyarakat yang meminta 

jssanya, dari aegara dan dari W!dang-undang yang menga111tnya. Pembwrt 

undang-undang menentukan notaris bentda di bawah pengawasan kanma 

notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang tidak 

hanya meliputi bidang yang diuraikan dalam Pasal I angka I Uedang­

undang Jabatan Notaris, tetapi juga meliputi pekeljaan-pekeljaan yang 

bukan rnerupukan tugas jabetan notaris a1om tetapi diingiukan dan 

dikehendeki oleh masyarakal 

Penman dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas 

kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan notaris dalam 

menjalankan jabatan proresinya, rentan terlledap penyalahgunaan yang dapat 

¥.Z HablbAdjie,op. ell., blm 81 
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merugikan masyarakat, seningga lembaga pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur mengenai 

Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Nolaris merupakan saloh 

satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kek:urangan dalam sistem 

pengawasan teriladap nolaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan 

profesi johatannya, nolaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Tujuan pengawasan teriladap notaris yaitu selain untuk 

menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tmtuk melindungi 

kepentingan masyarakat umum. 

Notaris dalam melaksanakan jebatannya dituntut tmtuk depat 

memenubi dan menaali ke!entuan·kelentuan sebagaimana teloh dialur dalam 

Undang-undang Jebatan Notaris. Akta otenlik yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaris diharapkan ll1lUIIpu menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum. Guna mencapai tujuau tersebut diperlukan suatu 

pengawasan terltadap pelaksanaan jebatan notaris, agar notaris lidak 

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-undang 

Jabatan Notaris. Penguturan tetbadap pengawasan terltadap pelaksanaan 

jebatan notaris termuat dalam Pasal 67 sampai deugan Pasal 81 Undang· 

undang Jabatan Notaris. 

Pengawasan alas uotaris berdasa:rkan Pasal 67 Ayat (I) Undang· 

undang Jebatan Nolaris dilakukan oleh Manterl, untuk selanjutnya dibentuk 

Slllllu majelis pengawas. Majelis Pengawas Nolaris adaloh suatu badan yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan 

dan pembinaan terltadap notaris. 

Majelis Pengawas yang dibentuk oleb menteri sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal67 Ayat (2) UUJN, terdiri alas: 

1. Majelis Pengawas Daerah 

Majelis Pengawas Dllenoh dibentuk di kohupaten amu kota, terdiri 

alliS unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (3) 

Undang-undang Jebatan Notaris dengan masa jebatan bagi ketua, wakil 

ketua dan anggo1l! Majelis Pengawas Daerah adaloh 3 (tiga) rahun dan 
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dapat diangkat kembali. Kewenangan Majelis Pengawas_ Daerah 

sebagaimana dinyatakan alam Pasal 70 Undang-undang labatan Nolaris, 

antara lain sebagai berlkut : 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Nolaris atau pelanggaran pelaksan&an 

jabatan notaris; 

b. Me!akukan pemeriksian rerbadap proll>kol nolaris se<:ara berkala I 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap 

perlu; 

c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enom) bulan; 

d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperbutikan usu1 no!aris 

yang bersangkatan; 

e. Menentukan tempat penyimpanan protokol nolaris yang pada saat 

serah rerima protukol notaris Ielah berumur 25 (dua pulub lima) 

tahun atau lebih; 

f. Menunjuk notaris yang ukan bertindak sebagal pemegang sementara 

protukol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana 

dimaksud dalom Pasalll Ayat(4) Uodang-undangJabatan Notaris; 

g. Menerima lapunm duti masyarakat mengenai odanya dugaan 

pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalom 

Undang-undang Jaballln Notaris; dan 

h. Membuat dan menyompuikan lapumn sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf !; dan huruf g 

kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

Kewenangan me!akukan pemeriksian rerhadap protokol notaris 

merupukan tugas yang saogat berat bagi Majelis Pengawas Daerah. 

Majelis Pengawas Daerab yang terdiri dati unsur pemerint:al4 notaris, 

dan akademisi harus mengetahui dan memnbauti tugas. huk, dan 

kewajiban duti nolaris. Majelis Pengawas Daeudt sehagai pemetiksa 

harus memahanti peketjaan seorang nntaris dan tentunya harus 

memahami ketentuan Undang-undang Jahatan Notaris sebagai 

lfllldasan bagi notaris dalom menjalaukanjahatannya. 
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Kewajiban Majelis Pengawas Daerab dinya!akan dalam Pasal 71 

Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut: 

a. mencata:t pada buk:u daftar yang termasuk dalant Protokol Notaris 

dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jum lab akta serta jumlah 

sural di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal 

pemeriksaan terakhir; 

b. membuat berita """"' pemeriksaan dan menyampaikannya kepada 

Ml\ielis Pengawas Wilayah setempat dangan tembusan kepada 

nolaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas 

pusat; 

c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 

d. menerima salinan yang Ielah disahkan dari daftar akta dan daflar lain 

dari notaris dan merahasiakannya; 

e. memeriksa laponm masyarakat letbadaP notaris dan rnenyampaikan 

basil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayab dalam 

waktu 30 (tiga puluh) bari, dangan tembusan kepada pibak yang 

melaporl<an, notaris yang bersanglrutan, Majelis Pengawas Pusat, 

dan Organisasi Notaris. 

f. Menyampaikan permohonan banding terhadaP keputusan penolakan 

cuti. 

2. Majelis Poagawas Wdayah 

Majelis Pengswas Wilayah dibentuk dan benkedadukan di ibakota 

propinsi teroiri alas unsur-unsur sebagairnana dirnaksud dalam Pllsal 72 

Undang-undang Jabatan Nolaris, dangan masa jabatan bagi ketua, wakil 

ketua dan anggota MajeHs Pengawas Daerab adalah 3 (tigs) tahun dan 

dapat diangkat kembali. Kewenangan majelis pengswas daerah 

sebagaimana dinya!akan dalam Pllsal 73 Undang-undang Jahatan 

Notaris, antara lain sebagai berlkut : 

a. menyelenggamkan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan alas laponm masyatukat yang disampaikan melalui 

Majetis Pengawas WiJayah; 
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b. mernanggil notaris terlapor unruk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada hurof a; 

c. memberikan ijin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai I (satu) 

Tahun; 

d. rnemeriksa. dan memutus alas keputusan Majelis Pengawas Daerah 

yang menolak cuti yang diajakan oleh notaris pelapor; 

e. memberikan sanksi berupa tegunm Usan alan tertulis; 

f. mengusulkan pomberian sanksi terhadap notaris kepada M'lielis 

Penguwas Pusat berupa : 

I) pemherilerttian semenlanl. 3 (tigu) bulan sampsi dengan 6 

(eeam) bulan; atau 

2) pemberitentian dengan tidak bonnat. 

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruff. 

3. Majellis Peogawas Pasat 

Majelis Penguwas Pusat dibentuk dan berlredudakan di ibaketa 

negara. Kewenangan Majelis Penguwas Pusat sebagaimana dinyatakan 

dalam Pesal 77 Uadang·undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut 

a. Meeyelenggarakan sidaag untuk memeriksa dan mengambil 

Jreputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuban sanJcsi dan 

penolakan euti; 

b. Memaoggil notaris terlapor untuk dilakakan pemeriksaan 

sebaguimana dimaksud pada bnruf (a); 

c. Menjatuhkan sanksi pomberhentian sementara; dan 

d. Mengusulkan pomberian sanksi berupa pombnrhentian dangan tidak 

honnat kepada Menteri. 

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Peaguwas Pusat betsifut 

terhuke untuk umum dimana Nntaris imrhak untuk membela diri dalam 

pomeriksaan dalam sldang Majelis Pengawas Pusal. 
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2.4 Peudirian Perseroan Terbata.'i 

Pewroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu 

badan bukum "mandiri .. (persona standi in judicio) yang memilik.i sifat dan 

ciri lrualitas yang berbeda dari bantuk usaba yang lain, yang dikenal sebagai 

kBrakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: 

I) Sebagai asosiasi mndal; 

2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang 

Pemegang Saham; 

3) Pemegang Saham: 

a. berianggung jawab banya pada apa yang diseroriom, atau 

tanggungjawl!b terbalus (limill:d liability); 

b. tidak beniasggung jawab alas kemgian parseroan (P1) melebihi 

nilai sabam yang U.lah diambilnya; 

c. tidak berianggung jawab secara pribadi alas perikalan yang 

dibuat atas nama perseroan; 

4) Adanya pemisaban fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus ablu 

Direksi; 

S) Memilild Komis&is yang betfungsi sebsgai pengawas; 

6) Kelruasaan tertinggl bemdn pada Rapat Umum Pemegang Saham atau 

RUPS. 

Uutuk meudirikan badan usaha Pewman Terbatas, dibutubkan bebempa 

parsyamtan. Persyamtan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni syamt fonnal 

dan syarat materiil43
• 

a. Syarat Formal 

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan 

akta Notaris, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 Uadang-Undang Perseroan 

Terbatas sebagai herikat: 

(1). Perseroan didirikan oleh 2 (daa) orang atau Jebih deogan akta notaris 

yang dibuat dahun babasa ladonesia; 

.., Sentosa Sembiring, Huktmt Perosahoa:tt lentang Perseroan Terhasas, Cet l, (Bandung: 
Nuansa Aulia, 2006), him. 17-20. 
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(5). Setelah Perseroan memperoleh status badan hokum dan pemegang 

saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang 

saham yang bersangkatan wajib mengalihkan sebagian sahamnya 

kepada orang lain atau Perseroan mengaluarkan saham barn kepada 

orang lain; 

(6). Dalam bal jangka waktu sebegaimana dmaksud pada ayat (5) telah 

dilampau~ pemegang saham tetap lrunmg dari 2 (dua) orang, 

pemegang saham bertanggung jawab set8Ia pribadi atas segala 

perikatan atau kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan 

tersebut 

Benlasartan ketenruan di atas. apabila seseorang hendak mendirikan 

Perseroan Terbatas, barns ada paling sedikit dua orang, karena Peraeroan 

Terbatas didirikan benlasada!n peljanjian. Telah diungkapkan sebelumnya, 

konsep perjanjian dalam hukom penlata paling tidak barns dilakukan oleb 

dua orang atau lebib, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1313 Ki1ab Undang­

Undang Hukom l'erda1R menemngkan babwa "suatu peljanjian adaJah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebib mengikatkan dirinya tedu!dap 

satu orang lain atau lebih".44 Jadi disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian 

dibuat dengan sab membawa kunsekoensi pihak yang membuat peljanjian 

akan terikat satu sama lain. 

Para pendiri yang meugbadap Nutaris antuk membuat ak1a pendirian 

Perseroan Terbatas, akan menjndi terikat satu sama lain setelah 

memmdanmgani ak1a pendirian Perseroan Terbatas tersebut, mereka terikat 

untuk memberikan sesuatu, antuk beri>uat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu sebagaimana yang di atur dan disepakati dalam akta pendirian 

Perseroan Tedu!tas. 

-" Kitah Undang-undang Hulum Perdata (Burgerlqke Wetboe~. loc. cit Ps. 1313, 

UniVersitaS Indonesia 
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b. Syarat MateriiL 

Maksud dari syarat materiil ada.lah dalam pendirian Perseroan 

Terbatas ha:rus ada modal karena herdasarkan definisi darl Perseroan 

Terbatas antara lain berisi bahwa badan hukum merupakan suatu 

perselrutuan modal. 

Roehmat Soemitro mengemukal<an hahwa modal dalam arti ekonomi 

perusahaan, berarti sua!U lrumpulan barang-barang, baik hempa honda, 

onng, maupun hak yang dipersemakan dalam badan usaha guna mencapai 

keuntwlgan.4' Sedangl<an B. Se Smalen mengemukal<an hahwa sero 

(saham) merupakan bagian darl modal hernama dalam perseroan ... Saham 

merupakan bukti hak milik darl pemodal. Modalnya sudah diinvestasikon di 

dalam Perseroan. 

Modal dalam Perseroan Terbatas reroiri darl tigejenis, yaitu: 

I. Modal Dasar atau sering juge disehut sebagei modal statutair yaitu 

jumlah modal yang disehetkan dalam Anggemn Dasar; 

2. Modal ditempetkan atau modal yang teleh diambil yaitu sebagian darl 

modal perseroan teleh disetujui untuk diambil oleh para pendiri, 

dalwn hentuk saham; 

3. Modal disetor yaitu modal yang henar-benar teleh ada dalam kas 

perseroan. 

Di dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Hulrum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.OI·HT.Ol·lO Tehun 2007 tentang 

Tam Cam Pengajuan Pennohorum Pengesehan Badon Hulrum dan 

PersetlliUilll Peruhahan Anggemn Dasar, Penyampaian Pemheritehuan 

Peruhahan Anggemn Dasar dan Peruhahan Data Perseroan (selanju1llya 

disehut Peratunm Menteri) menyebutkan hahwa bukti setor modal 

Perseroan merupekan Dolrumen pendakung yang wajib dilampirir:an dan 

disampeikan kepeda Menteri untuk memperuleb pengesahan sebagai badan 

bulrum darl Menteri . 

.j.5 Rocbmat Soem.itro. Hukum Perseroan Terbatas, Yl.l)'mon. dan Wakqf. (Bandu.ng;: Eresco, 
1993), him. 21. 

<4.6 .8. de Smalen, Parar Modal dan Uang, (Jaknrta.: Pradnya Paramita,. 1997}, hlm. lOS. 
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Adapun ketentuan Pasal 7 buruf d Peraturan Menteri adalab sebagai 

berikut: 

d. bukti setor modal Perseroa.n barupa: 
1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau 

rekening bersama a.tas nama para pendiri atau pemyataan telah 
menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua 
anggota Direksi bersama .. sama semua pendiri serta semua 
anggata Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam 
bentuk uang; 

2) keterangan penilaian dati ahli yang tidal< terafiliasl atau bukti 
pembelian bSI1Ulg jika setoran modal dalam bentuk lain selain 
uang yang disettai pengumuman daJam sunot kabar jika setoran 
daJam bentuk beoda tidal< bergerak; 

3) Petatunm Pemerintllh don/atau surat keputusan Menteri 
Keuangan bagi Perseroan Persero; atau 

4) nemca dati Perseroan atau neraca dati bedan usaha bukan bedan 
hokum yang dima.sukkan sebagai setoran modal. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perseroa.n Terbotas, 

paling sedildt 25% (duapuluh lima persen) dati modal dasar hams 

ditempatktm dan disetor penuh. Modal yang ditempalkan dan dlsetor penuh 

dibuktikan dengan bukti penyetomn yang sah. Bukti penyetoran yang sah 

maksudnyn ndaJah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank 

alas nama Perseroan, data dati laporan keuangan yang !<:lab diaudit oleh 

akuntan, atsu neraca Perseroan yang ditandataugani oleh Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

Akan tetapi berdasarkan Petatunm Menb:ri di atas dimungkinkan 

untuk memheriken bukti penyetoran modal Perseroa.n melalui pemyutaan 

!<:lab menyetor modal Perseroa.n yang ditanda!angani oleh semua anggoto 

Direksi hersama-soma semua pendiri :serto semua onggoto Dewan Komisaris 

Perseroan. 

Modal yang disetorkan ke dalam Per.;eroan, selain dalam bentuk uang 

runai, diperbolehkan juga untuk mema.sukkan modal ke dalam l'er.;eroan 

dalam hentuk lain, tidal< daJam bentuk uang runai, melainkan herupa beoda 

herwujud maupun honda tidak herwujud, beoda yang dapet dinilai dengan 

uang dan yang secara nyata telab dlterima oleh Perseroa.n. Hal ini 

ditegaskan oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

sehagoi herikut: 
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(1). Penyetoran atas modal saham dapat dilalrukan dalam bentuk uang 

danlatau dalam bentuk lainnya. 

(2). Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain 

sebegaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham 

ditentakan betdasarl<an nilai wajar yang diretapkan sesuai dengan 

barga pasar atau oleh ahli yang tidak tetafiliasi dengan Perseroan. 

(3). Penyetonm saham dalam bentuk benda tidak bengerak barus 

diumutakan dalam I (satu) Sural Kabar atau lebih, dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari serelah aida pendirian ditandatangani atau 

serelah RUPS memutuskan penyetoran saham re.sebut47
• 

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak 

bergemk harua diumutakan Sural Kabor udalah agar diketahui umum dan 

membetikan kesempatan kepada pihak yang beakepentingan uutuk depat 

mengajukan kebera!an alas penyetllhan beoda tersebut sebagai setoran 

modal saham, misalnya temyata diketahui beoda tersebut bakan mllik 

penyator."' 

Bukti penyetoran modal merupakan dnkemen pendukung yang 

bersifut wajib, kanena apebila bukti penyetoran modal tidal< dilampid<an 

malta Menteri tidak akan menerbi1kan keputusan tentang pengesahan badan 

hnkem Perseroan. 

Selelah penandalanganan akta pendirian yang relah memenuhi syarat 

fotmal dan materill di atas, selanjutnya akta pendirian rersebut diminrekan 

pennobunan pengesahannya sebagai budan hnkem kepada Menteri Hnkem 

dan Halt Asasi Manasia Republik ludnnesia (selanjutnya disebut Menteri) 

melalui jasa rekeologi infon:nasi sisirem administmsi badan bukum secara 

elektronik kepada Menteri." Pennohonan untuk memperoleh keputuslln 

Menteri. horus diajakan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari 

-47 Indonesia. Uru:lang:-(]ndang Pmeroan Terbatm, op. cit., Ps. 34. 
48 Ibid., penjelasan 'Ps. 34 ayat (3). 
•
9/bid, Ps. 9. 
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terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. dilengkapi dengan 

keterangan mengenai dokumen pendukung.50 

Apabila format isian dan kererangan mengenai dokurnen pendukung 

telah sesuai dengan ketentuan perundang~undangan, Menteri langsung 

menyalakun tidak keberalan a!JIS perrnohonan yang bersangkutan seoara 

elektmnik, dan dalam jangku waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

rerhitung sejak tanggal pemyataan tidak berkeberatan, pemobon yang 

bersangkutan wajib menyampaikan fisik sural permohonan yang dilampiri 

dokumen pendukung. kemndian dalam jangku waktu paling larnhar 14 

(empat belas) hnri apabila semua pernyamtan relah dipenuhi seoara lengkup, 

Menteri meneroitkun keputusan renlang pengesaban badan hokum 

Perseroan yang ditandalangani seoara elektmnik.'1 Selanjutnya aktu 

pendirian Perseroan Terbatas yang telah mempero!eh pengesalum sebaglii 

badan hokum tersebut dibawa ke KaniOr Pen:etakan Negara untuk 

kemudian diumumkan dalam Tambaban Berita Negara Republik Indonesia. 

%.5 Pembubaran Perseroan Terbalas berdasarkan Penetapau Pengadllan 

Hal yang sangat diharapkan oleh para ~ adalah suatu 

Perseroan Terbatas yang relah didirikan terus berjaian. Sebagaianmn 

diketahui, ideainya salah satu ciri utama dari suatu perusahaan adalah 

aktivitasnya dilakukan secara terus menerus. Namun pada kenyalannnya 

yang sering te!jadi antara harapan dengan kenyataan berbeda di lapangan. 

Demikian juga hainya dengan Pemroan TerbaUIS, hampir dipastikan tidak 

ada sedikitpun dibenak para pandiri Perseroan Terbatas, yang berruat 

membuharkan Perseroan Terbatas yang telah didirikannya. akun tetapi hal 

itu teljadi. 

Namun demikian, untuk mengantisipasl kemungkinan teljadinya 

pembuharau Perseroan Terbatas pembeatuk Undang-Undang 

mencantumkan ketentuan rentang pembuharau Perseroan Terbatas. 

fi.IJbid,Ps. lOayat(l). 
Sl Ibid, Ps. 10 ayat (3), (5), (6). 

llnl-lndoneoia 
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Pembubaran Perseroon Terbatas terdapat di dalam Pasall42 ayat (I) 

Undang-Undang Perseroan Terbalas, yang berbunyi sebagai barikut:" 

(I). Pembubaran Perseroan leljadi: 

a. bardasarkan keputusan RUPS; 

b. karena jangka waktu bardirinya yang dite!J!pkan dalam anggaran 

dasar telah berakhir; 

e. berdasarkan penetapan pengadilan; 

d. dengan dieabutnya kepailltan berdasarkan pulusan pengadilan 

niaga yang telah mempunyai kelnmmn huknm tetap, barto pail it 

Perseroan tidak cukup untnk mombayar biaya kepailitan; 

e. karena barto pailit Perseroan yang Ielah dinyatakan pailit -

dalam keadMll lnsolvensi sebagaimana diatur dalam Undang­

undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang; etau 

f. kanena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan 

Perseroan melukukan lilruidnsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana diuraikan di etas, bahwa pembubaran Perseroan 

Tetbatas dapat terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 146 ayat (I) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menguraikan:" 

(I). Pengadilan Negeri dapat membubarl<an Perseroan atas: 

a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perneroan melanggar 

!;epentiagan umum eten Perseroan melukukan perbuatan yang 

metenggar peraturan pemadang-undangan; 

b. pennohonaa pibak yang berl<epenringan berdasarkan alasan 

ndanya cacat huknm dalam aktu pendirian; 

c. pennohonan pemegang saham. Direksl atau Dewan Komisaris 

berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkln unlnk dilanjutkan; 

"lbld,Ps.l42ayot(l) 
nlbld., Ps, 146 ayat(l) 

Unlverattaa Indonesia 
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Selanjutnya pada penjelasan Pasal !46 huruf c Undang-Undang 

Perseroan Terbatas diterangkan yang dimaksud dengan "aJasan Petseroan 

tidak mungkin dHa.njutkan", antara Jain:54 

a. Perseroan !ida!< melllkulom kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) 

tahun alllu lebih, yang dibuktikon dengan surat pemberitahuan yang 

disampaikan kepada instansi pajak; 

b. dalarn hal sebagian besar pemegang saham sudah tidal< diketahui 

alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Sll111l Kabar 

sehingga tidal< dapat dilalwkan RUPS; 

e. dalam hal perimbangan pemiliklm saham dalam Perseroan demiklan 

rupa sehingga RUPS tidal< dapat mengambil keputusan yang sah, 

misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 

50'/o (limapulub persen) saham; atau 

d. kekayaan Perseroan telah betkurang demiklan rupa sehingga dengan 

kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjtulom 

kegiatan usahanya. 

Pengajuan tuntutan pemba1alan akta Notaris melalui Pengadilan 

Negen dapal diajnkan dangan tam cara sebegai berikut: 

I. Ougatan barns diajulom dengan surnt penninlaan atau disebut juga 

surat gugatan, yang dilnndall!ngani oleb penggugat atau kuasanya. 

Bagi mereka yang bata huruf dapal mengajulom gugamn secara lisan 

kepada Ketua Pengadilan Neguri yang berwenang dan mohon agar 

dibuaiklm sum! gugutan. Poda pasal 8 ayat (3) Hokum Acam Perdata 

disebutkan haltwa sural gugatan barns memuat 

a. Tanggal; 

b. Jdantitas pam pihal< yaitu keterangan yang lengkap dan pihal<­

pihak yang bersengketa, yaitu: nama, alama~ pekeljaan, umur, 

status perkawinan; 

S4 !hid, penjelasw1 Ps. 146 ayat (1) huruf' c 

Untvershaa tndoneala 
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c. Fundamenturn petendie (posita) adalah dasar dari gugatan yang 

memuat tentang adanya hubungun hukum antara pihuk-pihak 

yang berperkara, yll!lg terdiri atas dua bagian: 

i. tentang kejadian~kejadian atau peristiwa-peristiwa yakni 

penjelason mengenai duduk perkara Ylll18!eljad~ 

ii. uraian tentang hukumnya yaitu hubungun hukum yang 

menjadi dasar yuridis gugatan. 

d. Petitum adalah apa yang dituntut supaya diputuskan oleh 

pc:Dgadilan. Dalam praktek petitum dspat berupa tuntutan ufl!mll 

(pelitum primalr) dan tuntutan pengganti (petitum subsidair) dan 

tuntutan tambahan atau pelengkap tuntutan pukok. Tuntutan 

penggunti dimuksadkan untuk menggunti tututan utamn hila 

tuntutan utanna ditolak oleh pengadilan. Tuntutan tambahan 

dspat berupa tuntutan 11g11t tergugat membayar ongkos perkara 

a!Jiu uang paksa (dwangsom), atau tuntutan agar putusan 

dinyatskan dapat dHaksanakan lebih dulu (ult voerbaar bij 

VOO>Taa4), 

2. Gugatan kemadian diajukan kepada panitera pengadilan uegari 

dengun membayar biaye perkam. 

Pada dasarnya setiap onmg yang memsa huk perdatauya ditogikan 

dengun adanya akts Notsris tersehut dapat menuntut pembatslan akts 

No!Jiris, kecuaH OO!llg""""'l! yang dinyatskan tidak cekep (onlrekwoam) 

yaitu omng yang belum dewasa dan a!Jiu tidak sehat ukal pikitannya. 

Otang yang menuntut pembatalan akts Notsris melalui peradilsn 

dha:hut penggugat. Penggugat l<>nlebut harus mempunyai kepc:Dtingun 

langsung di dalam perkara yang bersangkutan atau dapat disehut pihuk 

matsril dan bila penggugat beracara sendiri di depan pengadiian untuk 

kepentingan sendiri, juga disebut pihuk formil. Akan l<>tspi seseomng dapat 

merupakan pihak furmil dan berlindak sebagai pc:Dggugat tanpe mempunyai 

kepentingun secara langsung dalam perkara ~<>~Bpi untuk kepentingun orang 

lain yang diwakilinya seperti seomng wali alaU pengarapu. 

Un1versltas Indonesia 
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Pihak yang ditarik atau digugat ke depan pengadi!an !<arena dirasakan 

sebagai pihak yang merugikan hak perdata penggugat disebut pihak tergugat 

(gedaagde, defendam), yang digugat 

2.5.1. Alasan Menuntat Pemhutalan Akla Notaris Melalni Pengadilau Negeri 

Akta Notaris adalah sumt yang sengaja dihuat untuk dijadikan alat 

bukti. Sebelum akta tersebut dibuat, para pihak terlebih dahulu Ielah 

melakukan perundangan atau kumpromi sehingga sepakat untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum yang akan dinyalakan dalam suatu ekta. Apabaa 

akta tersehut dihuat dibadapan Nutaris maka akan berupa akta otentik yang 

mempunyai kekuabm mengikat di...- para pihalL Meskipun demikian 

atas kesepakatan para pihak akta Notaris yang merupakan akta otentik 

tersebut dapal dibatlllkan o!eh para pihak dengan cara memhuat akta 

pembatalan atau akta pembetulan di hadapun Notaris dengan 

mengemukakan alasan-alasannya, Namun bila salah satu pihak tidak 

bersepakat maka cara untuk memballllkan akta Notaris adalah dengan 

melakukan gugatan ke peogadilan, di mana dalam gugatan hurus berisi 

alasan-alasan yang meqjadi dasar pemhu1111an darl akta Notaris ietsebut. 

Notaris tidak dapal membuat akta pemhu1111an suatu persetujuan banya atas 

peomintaan salah satu pihak saja. 

Alasan-alasan yang dapai digunakan untuk membatalkan suatu 

pe!janjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris menurut pasal 1321 

sampai dengan Pasa1 1328 Kilab Undang-Undang Hukum Pe:rdalll dapat 

berupa tiga sehub yaitu: 

L Adanya kekhilafim yang pun111S (""""hoonbare dwaling). 

Kata khilaf berasal darl bahasa Amb yang artinya gawal, silap, atau 

salah. Dalam bahasa Belanda disebut dwaling den dalam bahasa 

lnggris adalah ermr/mistake. Kekhilafan dapat berupa salah 

pengiman., salab paham~ keliru atau kesesatan. 

Salah pengiraan teljadi bila subyek hukum yang mengadakan suii!U 

pernyataan didasarkan alas suii!U gambaran a111u !IJlggapun yang tidak 

benar atau salah yang dapai mengenal: 

a. pokuk makand atau intisari darl obyek persetujuan; 

Universitas Indonesia 
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b. kedudukan subyek hukumnya; 

c. hak dari subyek hukumnya; 

d. peraturan bukumnya; 

e. hak kakuasaan sendiri. 

Salah pobam dapat berupa salah pihak mengenai orangnya dao sa!ah 

pobam mengenai obyeknya. Menurut Kitah Undang-Undang Hukum 

Perdata kekeliruan atau kekhilalim tiduk mengakihatkan suatu 

perjanjian batal tetkecuali hila salah penginlan tersebut mengenai 

pokok maksud atau intisari dari obyek persetUjuan. Kitab Undang­

Undaog Hukum Petdata sendiri tiduk memberikan pengertian 

mengenai kekhllafun tersebut. 

2. Adanya paksuan (dwang) yaitu adaoya perbuatan yang 

sedemiklan rupa sehingga dapat menukutkan orang yang 

betpiklr sehat atau merupakan ancaman hagi kese!amatan 

maupun kekayaannya. Paksuan tersebut dapat bera.sal dari pihak 

lawan maupun dari pihak ketiga. 

3. Adaoya penipuan (f;edrog) yaitu pemyataan yang tiduk benar 

lentang suatu kanyataan yang ada pada waktu pemy.-, 

itu dibuat. 

Paksuan itu dapat dilukukan teriladap: 

a. Orang atau pihak yang buat perjaqjian sebagahaana dinyatakan 

dalam pasal 1323 Kicab Undaog-Uadaog Hukum Perdala; 

b. Suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanuk keluarga dalam 

gatis keatas maupun kebawah sebagahaana dinyatukan dalam 

pasall325 Kicab Undang-Undaog Hukum Perdala. 

2.5.2.1enls Aida Notarls Yang Dapat Dibatalkan Oleh Pet~gadilan Negeri 

Suatu akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan 

pembaktiao yang sempurna, yang artinya haklm hams mempercayai apa 

yang tertulis dalam akta lersebut selama ketidukbenarannya tidak dapat 

dibuktikan. Demikian akta otentik tidak mempunyai kekuatan pemhaktian 
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yang mutlak karena akta tersebut dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan 

sebaliknya. 

Hakim secara ex officio pada dasamya tidak dapat membatalkan akta 

Notaris bila tidak dimintakan pembatalannya. Akta Notaris dapat dibatalkan 

oleh hakim apabila ada bukti lawan.55 

Menurut pasal 41 dan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, 

pambuatan akta Nolaris yang tidak mengiku6 ketentuan dalam Undang­

Undang Jabatan Notaris mengakibatkan akta baaya mempanyai kekualan 

sebagai akta dibawah IBngBn atan band demi bakum akibat dari kesalaiuto 

Nntaris, maku pihak yang menderita kurugian dapat menuntut penggantian 

biaya ganti kurugian dan baaga kepada Nolaris tersebut. 

Suatu akta dapat diayatakan dapat dibataikan danlatau batal demi 

bakum. Akta diayatakan dapat dibataikan yaitu apabila syarat subyektif dari 

pe!janjian tidal< terpenahl, misalnya adanya kesepakatan yang tidak mumi, 

yaitu kesepakatan yang dl'berikan karena kekhilafan (pasal 1322 Kitab 

Undang·Undang Hukum Perdala), pakuaan (pasal 1324 dan 1326 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata), atau penipuan (pasal 1328 Kitub 

Undang-Undang Hukum Perdata) maupun karen& para pengbadap danlahul 

saksi belum eukup umur danlatau ~dak eakup melakukan perbuatan hukum, 

menyebabkan aktanya dibatalkan. Dalam hal ini diperlukan pihak yang 

menyatakan keberatan dan meminta pembandan atas akta tersebuL Selama 

akta belum dibatalkan oleh pihak yang berweoang, maku akta tersebut tetap 

berlakn bagi para pihak. Selama tidak dimintakan pembandannya maka akta 

itu berlakn dan salt,,. sebagaimana dinyatakan daiam pasal 1449 sampai 

1454 Kitab Undang-Undang Hukum PerdaiB. 

Sedangkan suatu akta dinyatakan band demi hukum yaitu apabila 

syarat objektif dari pe!janjian tidak terpenuhi, misalnya akta tidak memuat 

suatu hal tertentu dan/a!Ou akta dibuat berdasarkun hal-hal yang 

bertentangan dengan ketentuan undang·undang, ketertibaa umum, 

kesusitann dan kepatutan. Dalam hal ini akta tersebut dianggap dari semula 

$S Sudlkno Mettokum.tm~op.til .. hal 125. 
~ Sud.iblo Mertokumno. op. cit,. hal. 126 
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tidak pemah ada, jadi tidak diperlukan tindakan apapun untuk membatalkan 

aktalpeljanjian tersebut. Karena dianggap dari semula akta tersebut tidak 

pemah ada malo! tiada dasar untuk saling menuntut di badapan pibak yang 

berwenang. jadi kebatalan tersebut tidak perlu diputualo!n oleh haldm. 

Namun bila terdapet sengketa pada akta tersebur malo! kebatalan perlu 

diputuskan oleh haldm dan saat batalnya berlaku suruL 51 

Namun bila Notatis berbuat salah mengenai isi akta kerena infonnasi 

yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja dari para pihak, make hakim 

lrunmg tepa! untuk membatalken aktanya mengingat bahwa Notatis pada 

dasarnya hanya meneall!t apa yang dikemukaken para penghadap dan tidak 

berwenang untuk menyelidiki kebenanut materil isinya, sehingga kesalahan 

tersehut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Notaris. 

Menurut psaat 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lresalahan 

pembuatan salinan akta oleh Notaris dapat mengakibalken salinan tersebut 

tidak mempuoyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, oleb karena 

kelruatan akta otentik terletak pada akta aslinya. 

Pasal 1682 dan psaat 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perduta, 

menentukan suatu akta Notatis menjadi prasyamt nntak sahnya suatu 

perbuatan hokum dan tidak dipannhi, misalnya pada hipntik dan hihah, 

apabila tidak dibuat dalam akta Notaris make isi dan aktanya batal 

Deogan demikian bentuk pembatalan akta Notatis oleh Pengadilan 

dapat betupa: 

I. Pembatalan tak mutlak (relatiej), yang tetiadi bila diminlakan oleh 

otani'Oreng tertentu dan hanya berlaku rerbadap oreng-<>rang tertentu 

..ya, yang diberlakan menjadi dua ma<am yakni: 

a, Pembalalan atas kekuatan sendiri, dimana hakim dalam 

kepetusannya menyalakan batal sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal I 446 Kitah Undang-Undang Hokum Petdata; 

b. Pembatalan belake oleh hakim, di mana hakim membatalknn, 

kerena peljanjlan terbentuk secara pakea, adanya kekeliruan atau 

57 Sodikno Mertokusumo, op. ell., hal .126 
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penipuan sebagaimana dinyatakan dalarn pasal 1449 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Pembatalan mut!ak (absolute neiligheid) atau batal demi hukum, yang 

tetjadi bila petjanjian diadakan dengan tidal< mengindahl<an earn yang 

dikehendald undang-undang secan1 mutlak. atau kausanya 

hertentangan dengan l<esusilaon otau ketertiban umum. 

2.5.3. KewenOJiflllll lbklm dalam membatalkan Akla Notaris 

Dalam pengertian seheri-hari yang dimaksud dengan lmkti adalah 

segala sesuaru yang dapat dipetgtmal<an untuk meyakinkan orang lain 

tentang kehenaran sualu pendapat kaadaan, dalil atau peristiwa_ Menurot 

pengertiao lnl setiap orang dapat mengutarakan alat-alal lmkti untuk 

memhenaritan pendapatnya dengen tiada pembatasan terbadap alat-alat 

lmkti, atau dengan kola lain pemlmktian dalam pengertian ini adalab 

pemlmktian hebas dalam arti setiap 01ll!lg dapat mengutarakan bukti·bukti 

yang dianggepnya dapat memheri keyakinan 01ll!lg lain tenoang kehenaran 

pendapatnya oanpa adaeya suatu pembatasan terbadap alat-alal bulrti yang 

dipergenakan. 

Menurot ilmu hukwn yang dimaksud dengan lmkti adalah keseluruhan 

alat yang telab ditelapkan oleh undang-oodang, yang dapat dipergunakan 

untuk meyakinkan hakim tenlllng kehenaran dalil-dalil atau peristiwa yang 

dikemukakan oleh pihak-pihak berpekara di dalant suatu perSengketaan di 

depan pengadilan. 

Pada dosamya hulrtun acara pendata menganut bahwa inisiatif untuk 

mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang 

herSengketa. Apabila ada suatu perkara pihak yang berSengketa yang 

menentukan perkara terSebut mau diajukan ke pengadilan otau tidak, dan 

apabila perkara itu diajukan ke pengadilan. maka hakim wajib memeriksa 

dan mengadilinya. Hakim tidal< dapat menolak suatu perkara dengan ainsan 

tidal< tabu atau kunmg jelas tentang hukanmya. Dalam bel ini hakim 

dianggap sudab mengelahui peraturan-peraturan tertulis maupun yang tidal< 

tertulus. Hakhn diwajibkan untuk menggali, memabami dan mengikati 

nilal-nitai yang hidup dalam mnsyamkat. 
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Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 

pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian. Ditentukan bahwa 

barang siapa mempunyal sesuatu bak atau guna membantah hak orang Jain 

menunjuk peda suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal< atau 

peristiwa ter.<ebut 

Dalam hal pembuktian, apabila salah satu pihuk diberi lrewenangan 

untuk membuktikan sesuatu hal dan temyata tiduk dapat membuktikan 

muka pihuk yang riduk dapat membukrikan itu dikalahkan. 

Dalam praktek, apabila ada suatu peristiwa yang menimbulkan 

sesuatu hak, muka pihuk yang menuntut huk itu harus membuktikannya, 

sedangkan apabila terdapat saatu peristiwa yang mengbapuukan huk muka 

pihuk yang menyangkal pengbapusan hal< itu yang harus membuktikannya. 

Hakim merupakan peluku inti yang seeara fungsional melaksanakan 

kekaasaan kehuklman. Dalam melaksanakan kekeasaan kehuklman tersebut 

bakim haros memahami ruang lingkup tugas dan kewenangannya 

sebagahnana Ielah dlatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami 

tugas dan kewenangannya selanjutnya hakim barns berupaya secara 

professional dalam menjalanken dan menyelesaikan pekedaannya. 

Bebempa tugas bakim yang diatur dalam Undang·Undang Nomor 4 

Tahun 2004 t<mtang Kekaasaan Kehakiman adalah:" 

a. Tugas pokok dalam bidang pemdilan (teknis yudisial) diantMmya 

adalah: 

I) menerima, memeriksa, mangadili serta menyelesaiken seliap 

perkata yang diajukan kepadanya; 

2) mengadili menurut hukam dengan tidak membedakan orang 

(Pasa15 ayat I); 

3) membantu pam peneari keadilan dan berusaha sekelas-kerasnya 

mengatasi segala hamhatan dan rintangan demi tercapainya 

pemdilan yang sedeahana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 

nyat 2); 

58 Bambang Sutiyos:i, dan Sri Hastuti Puspilasari, Aspefc-Aspek Perhunbangan Kekuasaan 
Kehaldman di indonesia, (YOgyakal'la: Ull Press, 2005). him. 125-126 

~---
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4) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkam yang diajukan dengan dafih hahwa hukum tidak tahu 

kurang jeJas rneJainkan wajib memeriksa dan mengadi1inya 

(Pasal16 ayat 1). 

b. Tugos yaitu memberi ketenmgan, pertimbangan dan nasihot-nasihat 

tentang soal-soal hukum kupeda lembaga Negam la.innya apabila 

diminta (Pasal27); 

c. Tugos akudemis atau iimiah dalam melaksanakan tugas pokoknya 

yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hokom dan rasa knadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 

ayat 1). 

Beberapa sagana hukum ada yang berpendapat hahwa Notaris dalam 

metahuatakla tidak mungkin bisa disalahkan karena rugos Notaris itu hanya 

sehagai sekretaris dari masyarakat yang menghendakinya. Noll!ris hanya 

mengknnslatir alas apa yang leljadi apa yang diberiknn kupadanya. apa yang 

dilihat dan dialaminya saja dan mencatatnya dalam suatu ak!a. 

Notaris berkewajihan untuk mengetahui peraturan yang berlaku dl 

Negara kita hahknn lebih jaah peraluran yang berlaku di Negam lain 

(betsifilt inlemasinnal). Notaris ha.rus mnegetahui hokom apa yang beriaku 

pada pam pihak yang meminta bantuannya untuk membuat ak!a. 

Pembatalan yang diputuskan oleh seorang hakim atas suatu akta 

Notaris dapat berbentuk batal demi hukum atau dapat dibatalknn. Apabila 

suatu akta Notaris dibatalknn oleh suatu putusan bakim, dapat dilihot 

terlebih dahulu akibat yang timbul kamuonya. Jikn temyata perabatalan 

(baik yang dibatalkan maupan yang batal demi hokom) menimbuikan 

knrugian bagi para pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan 

akta tersebut maka notaris dapat di hukum untuk membayar ganti kerugian 

tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terlelak pada Nuturisaya)."' 

Keberadaan akta otentik hanya mungkin terwujud apahila: 

$9 Mudofir Hadi, "'Pembatalan lsi Akta Notaris deogan Putusa.n Hakim", Varia Perndilan, 
No. 72 (September 1991), h.t 142. 

Unlversltaslndcnesla 
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a. untuk perbuatan hukum tersebut Undang-Undang mewajibkan 

dibuamya dalam bentuk otentik; 

b. adanya permintaan dan dikehendakinya oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalarn 

bentuk otentik. 

Suatu akia otentik yang dibuat atas pennintaan para pihak yang 

berkepentingan, apabila tetiadi pelangganm maupun penyimpangan dari isi 

akea terlu!dap ketentuan perundang.undangan, maka dapat menimbulkan 

konselruensi hukum batalnya isi akia otenfik tersebuL 

Pasal 1335 Kilab Undang-Undang Hakum Perdata mengatakan "suatu 

persetujuan lanpa sebab yang telah dibuat kan:na sesuatu sebah yang palsu 

alau terlanmg fidak mempunyai kekualan". Berdasarkan Pasal tersebut dapat 

diartikan bahwa sualu persetqjuan yang dibuat dengan sebub-sebab palsu 

maka dapat dimintakan pembalalan alaupun batal demi hukum. Dengan 

batalnya suatu perbuatan hakum itu maka m.,Yadikan tldak mempunyai 

akibat bukum.. balk terlu!dap orang tertentu maupun terlu!dap semua pihak. 

Sebagai suatu perjanjlan maka akia Notaris tuaduk pada syarat-oyarat 

petianjlan sebagaimaoa dahun ketentuan Pesal !320 Kilab Undang-Undang 

Hukum Perdala tentang syarat sabnya petianjian, sebagaimana telah 

disampaikan sebelwnnya yaitu: 

a. syarat subjek.ti~ yaitu ndanya kala sepakut antara mereku yang 

mengikatkan diri dan keeakapan untuk membuat suatu perikatan; 

b. syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebeb yang halal. 

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu sebah yang halal dapat 

disimpulkan dari Pasal 1337 Kilab Undang-Undang Hokum Perdalll yaitu 

"suatu sebab adalah terlanmg apahila dilanmg oleh undang-uudang alan 

berlawanan dangan kesusilaan baik atau ketertiban umum" 

Dari Pasal itu dapat disimpuikan yang dimaksud dangan sebub yang 

balal adalah yang fidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak 

bertenlangan dengan lresusilaan baik atau ketertiban umum. 

Konsekuensi hukum atas tetiadinya pelanggaran terhadap syarat 

tersebut adalah: 

Unlvenllias Indonesia 
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a. pelanggaran ata.s syarat subjektif menimbulkan konsekuensi hukum 

bahwa perjanjian tersebut dapat dibata.lkan; 

b. pelanggaran atas syarat objektif menimbulkan konsekuensi hukum 

bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. 

2.6. Pertimbangan Buknm yaag mempengaruhi Pembatalan Ak1a 

Pendiriaa Perseroan Terbatas oleh Pengadilau Negeri, dan Taoggung 

Jawab Notarls terbadap balalaya Ak1a Pendlrisn Perseroan Terbatas 

yang Ieiah diboataya. 

(Aaalioa kasus terltadap Pntu!lllll Pengadilan Negeri Cibioong Nomor: 

139/Pdt.G/2007/PN.Cba.) 

2.6.1. Kasus P .. isi 

Kasus ini berawal dengao didirikannya Perseroan Terbatas PT 

GOLDEN LOBSTER, beri<edudukan di Bogor, berdasarlam Aleta 

Pendirian nomor 3 l!:rtanggal 22 Juni 2007, yang dibuat di badspao R. 

SIARIEF BUDIMAN, Sarjana Hulrum, Notarls di kola Depek, 

(selanjutaya PT GOLDEN LOBSTER, beri<edudukan di Bogor disebut 

PERSEROAN). Bahwa peodirian PERSEROAN adalah sebagai 

kelaojutan dari perjanjian kerjasama yaog ditulUlgkan dalam akta nomor 2 

tertanggal 22 Juni 2007 yaog dibuat dibadapao R. SIARIEF BUDIMAN, 

Sarjsna Huknm, Notarls di kota Depek, antara Tuan AND! HARTAW AN 

SARDJITO (PENGOUGAT I) dan Tuan TBUKU ANWAR 

DJOHANSYAH (TURUT TERGUGAT Ill) deogao Tuan JOHANNES 

WIDJAYA (TBRGUGAT I) dan Nyonya INEKE WIDJAYA 

(TBRGUGAT ll). 

PERSEROAN telah memperoleb peogesahan dari Menteri sebagai 

badan hukum sebagaimana temyata dari Surat Keputusannya tertangga127 

Agustus 2007, nomor WS-02.464 HT.Ol.OI-TH. 2007. Babwa 

sebagaimana temyata dari Anggaran Dasar PERSEROAN, 

untversltn Indonesia 
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a. Modal Dasar PERSEROAN adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,­

terbagi atas 10.000 saham, masing-masing bemilai nominal Rp. 

1.000.000-

b. Dati modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pendiri 

sebanyak 3.000 saham atou sebesar Rp. 3.000.000.000.dan disetor 

penuh dengan uang tunal oleb; 

(i). Tuan AND! HARTAWAN SARDJITO (PBNGOUOAT 1), 

sebanyak 900 saham, dengan nilai nominal atou sebesar 

Rp. 900.000.000,-

(ii). l'T Putem Bersaudara Mulia, sahanyak 900 saham 

(PBNGOUOA T II) , dengan nilai nominal atou sebesar 

Rp. 900.000.000,-

(iii). Tuan JOHANNES WUA Y A , sebanyak 900 saham, dengan nilai 

nominalatou sebesar Rp. 900.000.000.-

(iv). Nyonya INEKE WIDJA Y A, sebanyak 300 saham, dengan nilai 

nominal atou sebesarRp. 300.000.000,-

Dalarn jawaban alaS gugatan, Tuan JOHANNES WUA Y A 

(IEROUOAT I) dan Nyooya !NEKE WIDJAYA (TERGUGAT II), 

selaku pendiri PERSEROAN dan para pihak di dalarn akto pendirian, yang 

sakutigus juga bertindak sebegai parailik dan Pemegang Saharn dalarn 

PERSEROAN tersebut di alas, menyatalom bebwa mereka membantoh 

Ielah menandatongani akto nomor 3 tertangga122 Juni 2007, yang dibuat 

di hadapan R. SJARJEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kolll 

Depok, mengenai pendirian PERSEROAN; dan menyalllkan hahwa 

Penggugat II selaku pemilik dan pemegang 30% (tigupuluh persen) saham 

dalam PERSEROAN atou senilai dengan Rp. 900.000.000,- dan 

Penggogat l, selaku pemilik dan pemegang 30% (tigapoluh person) saham 

dalam PERSEROAN atou senitai dengan Rp. 900.000.000,- tidak pemah 

melakukan penyetoran modal secam penuh ke dalarn PERSEROAN; 

Di dalam persidangan terbukti bahwa Penggogat II baru 

melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 225.000.000,- dan Penggogat I 

baru melakukan penyetoran modnl sebesar Rp. 32.500.000,- dari 

Universitas lndoneala 
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kewajiban penyetoran modalnya masing-masing sebesar Rp. 

900.000.000,-

Dalam gugatan Rekonpensi, Tergugat I dan Tergugat !! memohon 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang wilayah kedanya meliputi 

tempat kadodukan PERSEROAN, untak menyatakan batal dan tidak 

barlrekuatan hukem !edtadap Akta nomor 2 rertangga! 22 Juni 2007 

ten1l!ng Peljanjian KOljasama dan Akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007 

tentang Pendirian PERSEROAN herdasarkan pada dalil-dalil herikut: 

i. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa mereka tidak 

pemah menandatanganl Akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 rentang 

Pendirian PERSEROAN, yang dibaat di badapan R. SJARJEF 

BUDJMAN, Smjana Hukem, Notaris di kota Depok. 

ii. tidak dilakukannya penyetonm modal oleb Penggugat II dan 

Penggugat l, sebagaimana !ertuang di dalom Akta 

Pendirian/Anggunm Dasar Perseroan; 

iii. tidak odanya lagi biaya opemsional untak menjalankan 

PERSEROAN. ; 

Majelis Hakim Peagadllan Negeri Cibinong dalam Putussanya 

Nomor 1391Pdt.0/20071PN.Cim, meogahulkan gugatan rekonpensi 

Tergugat I dan Tcrgugat II dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum rnengiket Akta nomor 2 !ertangga122 Juni 2007 !entang Peljanjian 

Keljasoma dan Akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007 tanlllng Pendirian 

PERSEROAN. yang dibuat di badapan R. SJARIEF BUDJMAN, Saljana 

Hukem, Notaris di kota Depok. 

Atas putusan Majelis Hakim Pengodilan Negari Cibinong di atas 

Ielah dilalcukan Banding, yang sompai pada saat diselesaikarmya tulisan 

ini lll8Sih dalam proses pemeriksaan di Tingket Banding dan helum ada 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengodilan Tinggi. 

Selain mengajuken gugatan rekonpensi di Pengadilan Negeri 

Cibinnng, Tuan Jobanes Widjaya dan Nyonya lnake Widjaya selaku 

Tergugat I dan Tergugat II pada perla!ra di atas, telah menll'liukan laponm 

kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris JaWl! Barat !edtadap R. Sjarief 
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Budiman, SH, Notaris di Depok (Terlapor) dan telah memperoleh Putusan 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nornor 226/MPW­

Jabar/2008. 

Putusan Majelis Pengawas Wilayah dalam tulisan ini merupaka.n 

tambahan, karena yang menjadi Pokok Pennasalahan dalam rulisan ini 

adalah mengenai Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Namun 

dari penelitian yang dilakukan, didapatkan data sekunder yang didapat 

Penulis dari Majelis Pengawas Pusat terkait dengan Putusan Pengadilan 

Negeri Cibinong 1391PdLGI20071PN.Cbn. Oleh karenanya uraian 

mengenai Putusan Majelis Pengawas Pusat tersehut diuraikan hllnya untuk 

mengelahui tmlgg!mgjawab Nolaris dan sanksi yang timbul dari Undang­

undang Jaballin Notaris. 

Dari potusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Bani! di alas, 

diumikan bahwa dari pemeriksaan dan klarilikasi yang dilakukun oleh 

Majelis Pengawas Wilayab Jawa Barat, Terlapor terbukti: 

I. Telah melijahulkunjaballin dangan melanggar Pasall6 ayat (I) huruf a 

dan huruf I Undang-Undang Jaballin Notaris. yaitu membaeakan akta 

dengan tanpa dibadiri oleh saksi dan Pesal 44 Undang-undang Jahatan 

Nolaris; 

2. Malanggar lretentuan Pasal 3 Kode Etik Nolaris tentang kewajihlln 

bertindak jujur, maodiri, dan tidak betpihak, penuh rasa tanggung 

jawab benlasarkan pe!l!IUnm penmdang-undangan dan isi Sumpah 

Jabatan Notaris, menghonnati dan menjunjung tinggi hark.at dan 

martabat Jabatan Notaris; 

3. Melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang melakulren 

perbuatan-perbuatan lain yaitu pelangganm teriladap Undang-undang 

Jabatan Nolaris isi Sumpah Jabatan; 

4. Telah melanggar ketentuan Pass! 16 ayat (S) Undang-undang Jahatan 

Notaris tidak dibacakan akta seeara sempuma (keseluruhlln) tanpa 

dinyatalren dalam penulllp akta serta diparaf pada setiap balaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (&) Undang-undang 

Jabatan Notaris. 

Universitas fndonesla 
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Dalam Putusannya, Majelis Pengawas Wi1ayah Notaris Jawa Barat 

Nomor 226/MPW/Jabar/2008 memutuskan: 

I. Mengasulkan diberikan sankai berupa teguran keras dalam benruk 

tertulis; 

2. Mensusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar Terlapor 

diberikan sankai skorsing 3 bulan. 

2.6.2. Allali.!a Kasu• 

2.6.2.1. Per!lmbangan Buknm yang mempengarubi Pembalalan Alml 

Pendirian Peneroan Terbatas oleh Pengadilao. 

Sesuai dengan uraian di atas babwa Penulis banya akan membabas 

dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong telkait dengan Pokok 

Permasalaban yang diangkat yaitu mengenai pernbatalan skta pendirian 

perneroau terbalas oleh pengadilan. 

Passl 7 ayat (4) Umlang-Undang Perseroan Tedlalas menyatakan 

babwa "Perseroan momperoleh status badan hukmn pada tanggai 

diterbitkannya Keputusan M~ menganai badan hukmn Perseroan". "' 

Menteri menerbitkan Keputusan berdasari<.an furmat isian dan keO:rangan 

mengenai dukmnen pendukeog yang teleh disampaikan kepada ~. 

Dengan diterbitkannya Sumt Keputusan, herarti segala persyamtan yang 

dibutuhkan oleh Menteri teieh dipenehi, dan dalam Undang-Undang 

Perseroan Tedlalas teleh ditegasken babwa modal menjadi salah sa!u syarat 

u.nruk mendapatkan pengesahan sebagai badan hulrum. 

Telah diuraikan babwa peJjanjian tidak sah apabila dilakakan tidak 

berdasarkan kesepakatan pibak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, 

sernua peJjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya, dan suatu peJjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihalr. atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyarakan cukup unruk itu, suatu peJjanjian 

hams dilaksanakan dengan itikad balk. 

61> Ibid. Ps. 7 e.yat(4) 
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Pada k.asus in~ yaitu akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang 

Pendirian PERSilROAN, yang dibuat di hadapan R. S!ARIEF BUD!MAN, 

Sa!jana Hukum, Notruis di kota Depok, telab dinyatakan oleh Majelis 

Hakim dalam putusannya tidak mempunyai kekuamn hakum mengikat. 

Pertimbangan hakum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah 

ketentuan yang terdapat pada Pasal 4S Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

yang selurulmya berbunyi sebagai berikut: 

(I). Saham Perseroan dikeluarkun atas nama pemiliknya; 
(2). Persyaratan kepemilikan saham dapat ditehlpkan dalam anggaran 

dasar dengan memperbatikan persyatatan yang ditetapkan oleh 
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratunm 
penmdang-undangan; 

(3). Dalam bal persyatatan kupemilikan saham sebagahnana dimaksud 
pada ayat (l) telah ditempkan den Udak dipenuhi, pihak yang 
memperoleh kupemilikan saham terseimt tidak dapat ~ hak 
selakn Pamegang Saham, dan saham tersebut tidak dlpemitungkan 
dnlam kourum yang banos dicapai sesuai dengan ketentuan Uadang­
Undang PetSeroan Tetbatas danlatau anggaran dasar.61 

Dengan tidak disetorl<annya modal PT Putera dan Tuan AND! 

sebagaimana tertuang di dnlam anggaran dasar PllRSEROAN, maka pendiri 

yang tidak melakukun penyetoran tersebut tidak betbak mendapatkan hak­

hak yang meleknt pada saham tersebut. 

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan babwa: 

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 
a. menghadiri dan meogcluarkun suara dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham; 
b. menerima pembayaran deviden dan sisa kukayaaan imsillikuidasi; 
c. menjaluaitan hak lainnya berdasarken Undang-Undang62

• 

Sehingga bertla.sarlom ketentuan Pasal 48 dan 52 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas., maka PT Putera dan Tuan AND!, tidak berbak 

menjalankan haknya sebagai Pemegang Saham dalam PERSEROAN. 

Bahwa Majelis Halcim dalam pertimbangannya menitilcberatkan pada 

belum disetor seeara penub modal PERSEROAN oleh PT. Putera dan Tuan 

ANDI, sebagaimana dlmaksud dalam Anggaran Dasar PERSEROAN, dan 

41 Ibid, Ps. 48 
" Ibid., l's. 52 ayal ( l ). 
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oleh karenanya Akta Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat 

dihadapan R. SJARJEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota 

Depok, mengandung cacat hukum karenanya menurut Mejelis Hakim, akta 

tersebut adalah merupakan akta yang tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat 

Mengenai hal in~ Penulis herpendapat hahwa mengenai bukti setor 

modal sangat berkaitan dengan mta Cll11l pangajuan pengesahan badan 

hukum yang diatur dalam Pemtumn Menteri di atas. Peratumn Menteri 

te ... but anllllalain mengatur hahwa: 

bukti setor modal Pe...roan berupa slip setoran atau keterangan bank 
atas nama Perseroa:n atau rekening bersama atas nama para 
pendirl atau pemyataan Ielah menyetor modal Perseroan yang 
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua 
pendiri ser1a semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jiku setoran 
modal dalom benluk uang 

Sosialisasi terhadap isi dari Peratumn Menteri ini terkail eta! dengan 

fungsi dan peranan Notaris dalam pendirlan Perseroan Terbatas, yaitu 

hahwa peranan Notaris adalah: 

I. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalam.nya 

peljanjian-petjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang 

bendak melekukun keljasama; 

2. memherikun advis den penyuluhan hukum kepada para pihak 

mengenai langkah-langkuh yang horus ditempuh oleb para pihak 

dalam pandirian perseroan terbatas. 

Sehingga ben:lasarkan fungsi dan peranan Notaris di atas, sudah 

selayakeya Notaris menerangkan hahwa demi keamanan den kepentingan 

kedua belch pihak, diharapken agar para pendiri memberiken bukti setor 

modal Perseroan berupa slip setoran ke dalam rekening Perseroan dari bank 

tertentu. Hal di ams mengaeu kepada ketentuan PasaJ 33 ayat (2) Undang­

Undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa modal ditempatkan 

dan disetor penuh dibuktiken dengan bukti penyetoran yang sah. 

Ketegasan sikap Notaris dalam menentuken syarat bukti setor yang 

dikehendaki yaitu berupa bukti setor modal Perseroan berupa slip setoran ke 
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dalam rekening Perseroan pada bank tertentu tidak menyalahi peraturan, 

karena meskipun terdapat alternatif cara penyetoran modal lain yang 

terdapat di dalam Peraturan Menteri. Nolllris dapat menyampaikan bahwa 

ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang mempunyai kekuatan 

berlaku lebih ringgi dibanding dengan Peraturon Menteri, sehingga lebih 

baik dan pa.sti apabila bukti penyetoran modal berupa slip setoran ke dalam 

rekening Perseroan daripada menggunakan swat pemyataan telsh menyetor 

modal Perseroan yang ditandatangani oleb semua anggota Direksi bersama­

sama senum pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Petseroan. 

Dalam peratumn Menteri di alas, dinyatakan secam togas dalam 

Pasal 2 bahwa pengajuan permohonan peogesaban badan bukum perseroan 

dilalrukan oleb Notaris sebagai kuasa dari pendiri. Dari kotentuan ini, 

terlibal tanggung jawab Notaris agar pend irian perseroan terbaW memenuhi 

pemturan yang berlalru sehingga dapat memperoleh pengeseban dari 

Menteri. Pengesaban ini merupakan saat diperelebnya S1alus badan hukum 

Indonesia dan pendiriannya telsh memenuhi peraturon yang berlalru. 

Menganei bakri setor modal, diatm dalam Peraturon Menteri Pasal 7 

bahwa bukti setor modal merupakan salsh satu dnkmnen pendukung bagi 

pengesaban badan bukum perseroan yang dapat berupa slip setomn atau 

keterangan bank a.tas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para 

pendiri atau pereyataan telah menyetor modal Perseroan yang 

ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri 

serta semua anggnta Dewan Komisaris P """""""· jiks setoran modal dalam 

berunk uang. 

Bahwa terbukti dalam persidangan, !'f. Patera dan Tuan AND! tidak 

menyerorlmn modalnya seea~a penuh ke PERSEROAN, akan tetapi 

PERSEROAN telsh mendapet pengesahan sebagai badan bukum, berarri 

secara nyata, Notaris telah melampirkan seluruh dnlrumen pendukung 

sebagai persyamtan disahkannya PERSEROAN sebagai badan hukum 

termasuk diantmanya bukti setor modal ke dalam Perseroan. 

Peraturan Menteri tetsebut pada prinsipoya hendak mempermodah 

dan memperlancar semua pihak yang ingia barusaha, akan tetapi pada 

Unlverattaelndonesta 

•···--
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prakteknya, peraturan tersebut banyak disalahgunokan, padabal dikomudian 

had apabiJa terbukti tidak dipenubinya kewajiban penyetoran dapat 

merugikan para pihak yang terkait sendiri. 

Selain hal di atas, akta Notaris sebagai produk dati P~ahat Publik, 

makn penilaian terl!adap akta Notaris hams dilaknknn dengun asas praduga 

soh (Vermoetkn van Rechtmaiigheid) atau Presumptio lll3tae Causa. Asas 

ini dapat dipergunaknn untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris horus 

dianggap sah sampai ada pihak yang rnenyatakan akta ternebut tidak sah. 

Untuk menyatakan atau rneoilai akta Notaris tersebut tidak sah hams dengan 

gugatan ke pengadilan umum. Selarna dan sepanjang gugatan be!jalan 

sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mernpunyai keknatan hokum 

tetap, rnakn akta Notaris tetap sah dan rnengikat para pihak atau siapa S<\ia 

yang berirepentingan dengan akta tersebut. 

Dalam gugatan untuk menyataknn akta Notaris tersebut tidak sah, 

rnakn hams dibuktikan ketidakabsaban dati aspek lahiriab, fonnal dan 

rnateriil akta Notaris. 

Bendasarlam Pasal 1869 Kitab Undang.Undang Hokum Perdata 

tersebut tenlaput bebenlpa beberapa caoat yang daput menuntukan derajat 

dan bentuk akta otenti.k menjadi akta di bawab Iangan yaitu: 

1. Akla dibwot oleb P<\iahat yang Tidak berwenang make: 

a. akta li:rsebut tidak daput diperlaknknn sebagai akta otentik; 

b. tetapi banya kernbali sebagai akta di bawab tangan dengan 

syaratapabila para pihak rnenandatanganinya. 

2. Bentuknya cacat 
a. akta tersebut tidak daput diperlaknknn sebagai akta otentik; 

b. tetapi banya kernbali sebagai akta di bawab Iangan dengun 

syarat apabila para pihak rnenandatanganinya. 

Maknud dati cacat bentuknya adalah apsbila pembuatan akta itu, 

tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Mengenai akta 

otentik yang dianggap caoat bentuknya, anttua lain disebahknn 

oleh hal·bal sebagai berikut: 
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i. Pemblllltan alW> tidal< dilakulam di hadapan pejabat 

yang bersangkutan; 

ii. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau 

saksi yang hadir hanya satu orang maupun sama 

sekali tidal< dibadiri saksi; Atau saksi yang hadir 

terdiri dari lreluarga sedarah atau semenda dari noteris 

atau para pengbadap; 

iii. Akta tidal< menyebut secara lengkap identitas noteris 

(P'liabal) atau para pihak maupun identitas para saksi; 

iv. di dalamnya tidal< ten:antum, tompat bari, bulan, dan 

tahun al<!a; 

v. Hal lain yang menjadikan bentuk alW> """"" apabila 

tidal< ditanda tangani semua pibak. 63 

1ika dalam pembuatan alW> otentik, Noteris tezsebut berwerumg untuk 

membuat akta sesuai dengan keinginan para pibak, dan secara tahiriah, 

formal, dan materiil telah sesuai dengan atumn hulrem tentang pembuatan 

akta otenlik; maka akta otentik ynug dibuat oleh Noteris te!Sebut barus 

dianggap sah. 

Dari putusan yang ada, menurut Penulis bahwa unsur·unsur dalam 

Pasal 1869 Kltah Undang-Undang Hulrem Perdata telah !elpenubi dan 

pettimbangan Majelis Hakim yang membatallam atau tidal< mempunyai 

kaklllltan hulrem yang dibual oleh Noteris alas Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas adalah suatu putusan dengan pertimbengan ynug kunmg tepa!. 

Penulis berpendapa bahwa dengau relah disahlamnya Akta Pendirian 

Perseroan Terbotas oleh Menreri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka 

seluruh prosedur Ielah dijalaakan oleh Noteris sesuai dengan pemtumn 

penmdangan yang ada. Bahwa mengenai pernyataan setor modal barusnya 

disilmpi oleh Majelis Hakim dengan memberikan pertimabangan dan 

pnh,sannya berupa perintah agar Penggugat I dan Penggugat ll untuk 

membayar dan menyetor penuh seluruh kewajibannya sesuai dengan yang 

.roM. YahyaHarabap, op.cit. hal. 583 
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tereantum dalam ak!a pendirian perseroan terbatas, buklln dengan 

membatalkan akta pendiriannya. 

Atas putusan ini, Penulis berpendapat bahwa j ika dikemudian hari 

putusan ini tetap dimenangkan atau dikuatkan, maka akan teJjadi 

ketidakpastian hukum dalam setiap pendirian perseroan terbatas. Bahwa 

atas putusan ini, perlu dilakukan eksantinasi putusan. Secara umum yang 

dimaksud eksaminasi adalah menguji kembali putusan hakim dengan 

melihat isi alltu materi tiari putusan tersebul Melalui eksaminasi, 

masyarakat bisa mengellthui dasar pertimbangan seorang hakim dalam 

rnengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apukah putusan hakirn 

tersebut diambil dengan cara-cam yang semestlnya atau malah sanot dengan 

nuansa kolusi, korupui dan nepoti.sme (K.KN) dan tidal< berdasar pada 

pertimbangan-perlimbangan hokum yang tepa!. 

:Z.6.Z.l. Taaggung Jawab Nolaris terbadap batalnya Akta Pendlrian 

Perseroan Terbatas yang Ieiah dlbuatoya 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan ak!a partljj, Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas berisikan suatu ketenmgan tiari apa yang 

teJjadi kerona perbuatan yang dilakuken oleh para pendirl di hadapan 

Notaris, artinya yang ditenmgkan atau dicertiakan oleh par.l peudiri kepada 

Notaris dalam menjalankan jabotannye dan untuk keperluan mana par.l 

pendiri itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberiklln keterangan 

itu atau melakuklln perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau 

perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas. 

Penandatangamm di dalam ak!a partij merupakan suatu keharusan 

bagi otentisitas tiari ak:ta, apabila - pihak tidal< menandatanganinya mw 

akta kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang 

tidak dapat menandatangani ak!a makJ> di dalam ak!a barns diterangklln apa 

yang menjadi alasan tidak ditandalanganinya akta itu oleh pihak yang 

bersanj!ketnn. sebagai contoh salah satu pihak Iangan kllnannya sakit, makJ> 

keterangan mengenai sakitnya Iangan salah satu pihak yang mangaltibatkan 

pihak tersebut tidal< dapat menandalangani ak!a barns dicantumkan oleh 

Pembatalan Akta..., I Novant A, FH UI, 2009



72 

Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda 

tangan atau surrogaat tanda tangan64
. 

Kebenaran isi dari akta partij dapat digugat isinya dengan jalan 

menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam akta 

merupakan keterangan yang tidak benar. 

Berdasarkan keterangan di atas, penandatanganan Akta Pendirian 

PERSEROAN adalah harus dilakukan, sedangkan pada Akta nomor 3, 

langgal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di 

hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sa!jana Hukum, Notaris di kola Depok, 

Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE ter.;ebut selaku pendiri PERSEROAN 

membantah bahwa mereka pemah menandatangani Akta nomor 3, tanggal 

22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di badapan R. 

SJARIEF BUDIMAN, Sa!jana Hukum, Notaris di kola Depok ter.;ebut. 

Pada kasus ini yang menjadi pertimbangan baldm dalam membalalkan 

Akta Pendirian Per.;eroan yaitu karena tidak dilakukannya penyetoran 

modal secara penuh ke dalam Per.;eroan, bukan mengenai tidak dilakukan 

penandatanganan akta oleh beberapa pihak. 

Namun apabila hakitu dalam pengadilan mempertimbangkan 

mengenai bantahan dari Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE ter.;ebut yang 

menyatakan tidak pemah menandatangani Akta Pendirian Perseroan, dan 

hal ini kemudian terbukti di persidangan, maka nyatalah bahwa mernang 

Notaris telah melalaikan kewajiban dan telah rnelakukan pelanggaran 

terhadap larangan yang Ielah ditentukan di dalam peraturan perundang­

undangan dalam menjalankan jabanmnya sebagai Notaris, yaitu: akta tidak 

ditandatangani oleh semua pihak. 

Dengan tidak ditandatangani akta oleh semua pihak, maka akta yang 

dibuat di hadapan Notaris bentuknya rnenjadi cacat. Maksud dari cacat 

bentuknya adalah apabila pembuatan akta itu, tidak memenuhi syarat formil 

dan materiil. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1867 Kilab 

M G.H.S. Lumbon Tobing. Peraturan Jabatan Nolaris,loc.cil., hal. 52. 

Universitas Indonesia 
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Undang-Undang Hukwn Perdata, suatu akta otentik yang dianggap cacat 

bentuknya, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan akta tidak. dilakukan di hadapan pejabat yang 

bersangkutan; 

u. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir 

hanya satu orang maupun sama sekali tidak dihadiri saksi; Atau 

saksi yang hadir terdiri dari keluarga sedarah atau semenda dari 

notaris atau para pengbadap; 

iii. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau 

para pihak maupun identitas para saksi; 

iv. di dalamnya tidak tercanbun, tempa~ hari, bulan, dan tabun akta; 

v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta caca~ apabila tidak ditanda 

tangani semua pihak. 

Dikarenakan Akta Pendirian PERSEROAN tersebut tidak 

ditandatangani oleh semua pihak, maka Akta Pendirian PERSEROAN: 

a. tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik; 

b. tetapi berlaku hanya sebegai akta di bawah tangan dengan syarat 

apabila para pihak menandatanganinya dan mengakai babwa benar 

yang bersangkutan telah menandatangani dan tanda tangan tersebut 

adalah benar tanda tangannya. 

Pada kasus ini, para pendiri yaitu Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE 

tersebut telah menyampaikan bantabannya babwa yang bersangkutan tidak 

ikut serta menandatangani Akta Pendirian PERSEROAN, sehingga hal ini 

mengakibatkan Akta Pendirian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukurn mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat dikatagorikan sebagai 

akta otentik maupun akta di bawah tangan, karena Tuan JOHAN dan 

Nyonya INEKE tersebut tidak ikut menandatangani Akta Pendirian 

PERSEROAN. 

Apabila teljadi hal sebagaimana terdapat pada kasus ini, maka 

pertanggung jawahan Notaris, selaku pejabat yang mengkonstatir kehendak 

para pihak harus dimintakan, karena beberapa hal yaitu: 

Universitas Indonesia 
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a. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak melaksanakan syarat 

otentisita.s akta yang harus dipenuhi, yaitu tidak membacakan akta di 

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris; 

b. tidak bertindak jujur, seksama. mandiri, tidak berpihak:, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hakum; 

c. tidak memberikan pelayanan hakum kepada ldienlmasyarakat yang 

memerlukannyadangan sebaik-baiknya; 

d. tidak memberikan penyaluhan hakum agar masyarakal menyadari hak 

dan kewajibennya sebagai warga negara dan sebagai JDliS)'Ill'!lkat 

Pertanggungjawuhan alas hal-hal di alas horus dimintakan mengingat 

perbuatan yang teluh dilakakan oleh Notaris teluh merugikan 

masyarakat khususnya para penghadap di dalam Akta Peodirian 

Perseroan, merugikan nama baik dan citra Notaris. serta menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat terbadap Notaris dan Akta Notsris 

sebagai akta otentik. 

Per1lmggungjawaban Notaris terltadap Akta Peodirian PERSEROAN 

yang telah dibatalkan tersebut dapat berupa: 

a. Notaris mendapat sanksi berupa tegaran keras dalam bentuk tertulis; 

b. Notaris meodapal sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan untuk 

tidak meojalankanjabatannya sebagai Notsris; 

e. Membataiknn Akta Peodirian PERSEROAN yang teluh dinyamkan 

lidak memponyai kekantan bakum mengikat oleh Peogadilan Negeri; 

d. Membayar biaya. ganti rugi dan booga (apabila para pendiri yang 

merasa dirugikan deogan adaoya Akta Peodirian PERSEROAN 

meogajakao tuotutan gaoti rugi, dan tuntutan tersebut dikabuiknn oleh 

Pengadilan). 

Univer&itaa Indonesia 
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I. Pertlmbangan hukum yang mempengaruhi diball!lkannya Akta 

Pendirian PERSEROAN oleh Pengadilan adalah tiduk disetorkan 

seoara penuh modal PERSEROAN o!eh PT. Putera dan Than AND!, 

sebagaimana dimaksud dalam Angguran Dasar PERSEROAN, dan 

oleh karenanya Akta Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 yang 

dibuat dihadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sa!jana Hukum, Noll!tis 

di kota Depok, mengandung cacat hukum karenanya menurut Meje!is 

Hakim, aktJitersebut adalah merupakan aktJI yang tidak sah dan tiduk 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Meskipun kenyamannya PERSEROAN te!ah disahkan sebagai badan 

hukum o!eh Menteri, akan tetnpi dikarenakan kemudian dikell!ltui 

bahwa terdapat pendiri!Pemegang Saham yang tiduk menyetorkan 

modal yang menjadi bagionnya sesuai dengan pernyall!an yang 

dibuatnya, maka bat ini tetap menjadi pertimbangan bagi bakim uMlk 

membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN. 

2. Tanggung jawab Noll!tis tiduk terlepes dari peranan Noll!tis dalam 

pendirian Perseroan Terbatas, yaitu: 

a. menampung semua kebenduk dari para pihak termasuk di 

dalamnya peljanjian-peljanjian yang diajakan oleh masing­

masing pihak yang henduk melakukan ketjasama selama 

kehenduk tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-uudangan yang ber!aku; 

b. memberikan advis dan penyu!uban hukum kepada para pihak 

mengeoai langkah-langkeb yang harus ditempuh oleh para pihak 

dalam pendirian perseroan terbatas. 

Tanggung jawab Noll!tis apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan lamya dapat diherikan 

jika secara nyata dan terbukti bahwa Notaris te!ah me!anggar 
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kewajiban sebagaimana diarur dalam Undang~Undang Jabatan 

Notaris, yang sanksinya dapat berupa: 

a. Notaris mendapat sanksi berupa teguran keras dalam bentuk 

tertulis; 

b. Notaris mendapat sanksi berupa skorsing untuk tldsk menjalan­

kan jabatannya sebagai Notaris; 

c. Membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN yang Ielah 

dinyat.akan tidsk mempllllyai kekuatan bukum mengikal oleb 

Pengudilan Negeri; 

d. Membayar biaya, gantl rugi dan bunga apabila para pendiri 

yang merasa dirugikan dengan adanya Akta Pendirian 

PERSEROAN mengajnkan tuntumn ganti rugi, dan tuntutan. 

Peluang tetjadinya pemball!lan akta Notaris tentang pendirian 

PeJseroan Terbatas pada kasus yang dijadikan penelitian dalam tulisan ini 

dikarennkan adanya penllUian mengenai bukti setor modal, sebagaimana 

diatur dabun Pasal 7 Peratunm Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Repablik Indonesia Nomor: M-01-Hf.Ol-10 Tabun 2007 tenlang Tata Cam 

Pengajuan Pennobonan Pengesaban Badan Hukum dan I'ersettliuan 

Perubaban Anggar.>n Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubaban 

Anggar.>n Dasar dan Perubaban Oata Perseroan. 

Babwa dari kelentuan Pasal 7 Pemturan Menteri di atas, bukti setor 

modal merupakan selah satu dokemen pendukung yang wajib dilampirkan 

dalam rangka memperoleh pengesaban sebagai badan hukum Perseroan. 

Bukti setor modal tersebut dapat berupa slip setoran atau keterangan bank 

atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau 

peroyataan telab menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleb semua 

anggota Direksi bersama-.sama semua pendiri serta semua anggota Dewan 

Komisaris Perseroan,jika setoran modal dalam bentuk uang. 

Dengan dimungkinkan oleh Peraturan Menteri di atas untuk 

memberikan bukti setor modal berupa Surat Pemyataan Setor Modal yang 

Un~lndonesm 
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ditandatangani oleh Pemegang Saham bersama-sama dengan semua anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. maka pada 

pelaksanaannya terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan altematif 

tersebu~ yaitu tidak di!akukan penyetoran modal ke dalam rekening 

Perseroan meskipun sernua anggota Direksi dan anggota. Dewan Komisaris 

P""""""" telah menyatakannya di dalam Surat Pemyataan Setor Modal. 

Berdasarkan hal terseb~ maka Penulis menyarankan demi untuk 

kepostian hukurn, dan mengurangi kemungkinan dibatalkannya Aleta 

Pendirian Perseroan Terbatas yang disebahkan oleh tidak dilakukannya 

penJieteran modal ke dalam Perseroan, rnaka Peraturan Menteri mengenai 

ketentuan Surat Pemyataan Seter Modal di atas hendaknya diatur sama 

dangan ketentuan yang terdapat di dalarn Uodang-Uodang Perseroan 

Terbatlls yailu modal ditempatkan dan disetor penult dihaktikan dengan 

bukti penJ1eteran yang sah yailu bukti setoran Pemegang Saham ke dalam 

rekening hank atas mtma Perseroan. 

Atas putUson Pengadilan Negeri Cibinong Nornor 139 

/Pdt.G/2007/PN.Cbn perlu dilakakan eksaminasi putUson.untuk menguji 

kembali putusan haldm dengan melihat isi atau materi dari putusan tersebut. 

Melalui eksaminasi, bisa diketahui dasar pertimbangan seorang haldm 

dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apakah putusan 

haldm tersebut diambil dengan cam-<:ara yang semestinya atau maluh sarat 

dengan nuansa kolus~ korupsi dai1 nepotisme (KKN) dan tidak berdasar 

pada pertimbangan·pertimbangan hukum yang tepat. 
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PUTUSAN 

Hor,lQf; 'i3'J/PdtGI2007/F'N,Ct-n. 

Pengad1lan Negeri Cibinong yang mengadlli perkara-perkara perdat3 f:leda 

1. TUAN AND I HARTAWAN SAROJtTO, beralamat. di Jalan S1:mb&WZ1 No. 

3 Rt. 0041004, Kelurahan Gondangdla, Kect:tmatan MentenH. J::~!tr:lf":a 

Pusat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dil'1 sa!aku ~·emegmm 

saham serttl Komisaris ?T. GOLDEN LOBSTER, salanjutr.~~tli d!s~btJ! 
' 

PEIIGGUGAT I; 

2. PT. PUTERA BERSAUOARA MUUA. berkedudukan di Jakcrto, del3m 

hal melaku!<an Perbuatan Hukum ini diwakili oleh TUAN TOMl.,iY 

OJOHAN selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Karang i\<;em 

Utara BfoK C5 N~. 3 Rt. 0071002, Kelura.han Kuni~1gan Timur, ? 
Kecamatan ~etiabudi Jakarta Selatan, se!aku Pemegar.g St-... :,am PT. 

GOLDEN L06S1 ER, selanjutnya diaebut FENGGUG1'1T H; 

Daiam hal lni keduanya diwakili oleh kuasenya ; 1. DR. Gagan Prawira 

Subatjsh, SH.. 2. ·R. VVawan Darmawan, SHJ·.t,Hum. 3. D.:.lnde·n 

Kusdani, SH. 4. Ton1 Soplyan, SH., Advoka. d';\ti renasehat Hukum 

pada Kantor Atlorn~y at law, Private Investigation, Security Adviser a.nt.l 

Coorpcrale ·lnte!ligenci .. GAGAN PRAWIAA & PARTNERS~. ber::~lamn\ 

di Ja!an Cibeu~wing Permai Raya: No. 39 Bandung Jawl:l. Rarat dan 

Pusat Perk1.1rttoffin Asosiasi Jalan TE. Sueb Kavllng 128 - 14 Seran.g 

B<lnton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertangga! 12 Nopember 

2007' 

LAW AN 

1. TUAN JOHANNES WIDJAYA, beralamat di Kampung Kandang, Rt 

01/05, l<elurahan Cogreg, Kecamatao Perung, KabupateJ Bogor, 

selaku P.erilegang saham PT. GOLDEN LOBSTER, selanjutnya dise.but 

TERGUGATI; 

2. NYONYA INEKE WIOJAYA, beralamat di Vil!o Dauo Blok C-9 No. 1, RL 

03/20, Kelurahan Banda Baru, Kecam1'!tar: Pamu!ang Tangerang, 
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selaku pemegang saham PT. GOLDEN LOBSTER. selanjutnya <.lisebu~ 

Tt;RGUGAT II; 

PT. GOLDEN LOBSTER, beralamat di Rukan Smpong Town Squaro 

(SEtos) Blok B-1, No. 5, Jalan M.H. Thamrin Km. 7 Cipondol1 

Tangerang, selanjutnya disebut IERGUGAT Ill ; 

4. R. SJAFUEF BUDIM4N, SH., Notatis, beralamat di Jaian Tole Iskandar 

Komplek Lembah Griya Depok, Blo~ B~ 1 No. 1 Kota Oepok, selanjutnya 

disebut TURllT Ti:RGUGATI;. 

5. BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH., Notaris dan Pejaba! Pembuat 

Ald:a Tanah, beralamat dl Ja!an K!samaun No. 151, Kota Tnngerano. 

se!unjutoya disebut TURUT TERGUGAT II ; 

6. TLIAN TEUKU ANWAR DJOHANSYAH, beralomat di Jalan Karang 

Asem Uta.a Blok C5, No. 3, Rt 007/002, Kelurahan Kunlngan Timur, 

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjulnya dlsebut TURUT 

TERGUGAT Ill; 

7. PT. !li\NK NEGARA INDONESIA, Tbk, Sentra K<eclit K'•cil Molawal 

Raya, berabmat di Jalan Melawai Raya No. 1, Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan, selanjutnya disebut TURUT TE:RGUGA1'1V ; 

8. SUWAND: 81JRYA, beralamat di'Banjar Wljaya A. 201128 f<\. 05111, 

Kelurahan Paris Palariad lndah Cipondoh Tangerang, selanjutnya 

dlsebut TURUT TERGUGAT V : 

._!/,. FX. THEYURO WIRATA, beralamat di Karan~ Anyar Jalan A. GG I 

No. 3 Rt. 012/003, Kalurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar 

Jak;arta Pusat, Se!anjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI i 

Pengadilan Negeri tersebut ; 

Setelah membaca berkas perkara ; 

Setelah meneliti surat~surat bukti yang diajukan dipers1dangan ; 

· Setolah mendengat ketarangan saksi-sai<:si ; 

SetP.Iah mendengar kedua belah pihak; 
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

' 

1. Ballwa pada langgal 22 Junl 2007, Para Penggugat dengan Tetgugat I dan 

Tergugal II telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster. 

berkedudukan di Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 yang dtbuat 

oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notar'is di Kota Depok; 

2. Bahwa sebelum dldin"kan perusa.haan sebagai111ana dimaksud point 1, 

Tergugat I adalah selaku persero diam dengan jabatan Kumisaris CV. Exotica 

Aquar;um, sedangkan Tergugat II ada!ah selaku persero peilgu'rus dengan 

jabatan sebagai Direktur dari karenanya untuk dtn atas nama perseroan 

komanditer(>CV. Exotic3 Aquarium yang didinK:an berdasnrkao Akte Nomor 8 

tanggal 20 Oesember tahun 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris Hondrawan 

Halim, SH. f\1otaris di Jakarta ; 

3. Bahwa CV. Exotica Aquarium selaku badan hokum bergera~ dalam usaha 

budidaya ikan air tawarllobster dan ikan hias, dengan memil!ki asset: 

a. Bidong-b!dang tanah liak tTiilik yang semuanya terdaftar atas nama 

Terguga_t I terletak di Oesa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten 

Bogar, Provlnsi Jawa Barat yang diurai1<:an dalam: 

Sertl1ikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar sltuasl Nomcr 

3729/1997 tnn9ga121 Maret 1997 seluas 1 .SOf M:! ; 

Sertlfikat Hak Millk Nomor 209/Desa Cogreg, gambar sltuasl Nomer 

3728/19f'1tanggal21 Maret 1997 seluas 860M2; 

SertifiJ<at Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar sltuasi Nomor 

3727/1997 tanggal21 Maret1997 seluas 2.600 M2; 

Sertifikal Hak Milik Nomor 211/Desa Cogre9, gambar situasl Nomor 

3726/19971anggal21 Marel1997 seluas 1.945 M2; 

Serlffikat Hak Milik Nomor 213/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

3724/1997 tanggal21 Mare\1997 seluas 2.270 M2; 

Sertifikal Hak Milik Nomor 243/Desa Cogreg, Sural Ukur Nomor 

· 50/Cogreg/1998 lanllgal14 Agustus 1998 se1uas 3.745 M2 ; 
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Sertifika! Hak Mlllk Nomor 250/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

64/Cogreg/1998 tanggal29 Desember 1998 seluas 760M2; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

68/Cogreg/1999 tanggal19 Okiober 19P9 seluas 1.543 M2 ; 

Sertifikat Hak Mllik Nomor 27"5/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

69/Cogreg/1999 tanggal19 Okiober 1999 seluas 1.330 M2, 

Sertiflkat Hak Milik Nomor 276/0esa Cogreg, Surat Ukur· Nomor 

87/Cogreg/1999 tanggat 19 Okiober 1999 sel"as 2.600 M2; 

Sertifikat Hak MiHk Nomor 352/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

169/Cogreg/2002 tanggal 02 Apr!l2002 seluas 2.524 M2; 

Sertifil(at Hak Milik Nomor 184/Desa Cogr<g, seluas 1.295 M2; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Desa Cogreg, setuas 970M2 ; 

Sertffikat Hak Milik Nomor 189/Desa CoQreg. seluas 2.070 M2 i 

Sertifikat Hak Milik Nomor 186/Desa Cogreg, seluas 1.225 M2. 

b. Bang'Jnan~bangunan yang didirlkan di atas tanah sebagaimana diuraikan 

diatas yaitu berupa : 

- Bangunan-bangunan rumah tinggal untuk karyawan ; 

' 
Bangunan Kantor 2 (dua} lantai ; 

1 (satu) unit gazebo type B ; 

2 (dua) unl(gazebo type C ; 

Bangunan msss ; 

- B&ngunan muahola ; 

Gudang se!uas 2.000 (dua ribu) m~ter persegi ; 

- Alat~alatuotuk operasional farm dan inventaris kantor ; 

4. Bahwa Tergugat I selain mempunyal asset-aset sehagaimana diuralknn dlatas, 

Ieiah ,>uta mempunyai hutang kepada : 

a. Turut Tergugat !V, sebesar Rp. 1.600.000.000,~ (3ah.J mi!yar enam ratus 

juta rupiah}, dengan jamin:an ; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

372911997 tanggal2i Maret 1997 selu•s 1.805 M2: ' 
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Sertifikat Hak Mi!ik Nomor 2091Desa Cogreg, gambar slluasi Nomor 

372811997 tanggal21 Maret 1997 selues 860M2; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, garrabar situas1 Nomor 

372711997 tanggal21 Maret 1997 seluas 2.600 M2; 

Seriifi!<at Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

372611997 tanggai 21 Maret 1997 seluas 1.945 MZ; 

Sertlfikat Hak Mllik Nomor 258/Desa Cogreg, Svrat Ukur Nomor 

641Cogregl1995 tanggal29 Desember 19!19 seluas 760M2; 

Sertifikat Hak Mll1k Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

89/Cogreg/1999 tanggal19 'oktober 1999 seluas 1.330 M2; 

b. Pihak Keliga sebesar Rp. 1.400.0QO.OOO,- (Salu milyar emp_al ratus juta 

rupiah); 
. ' 

5. Bahwa dalam kondisi kesulitan keuangan karena terlillt hutang, Tergugat I dan 

Tergugat II Ieiah mengajak Penggugat I dan Turut Tergugat til untuk 

"beke~asama. dirnana dalam kerjasama tetsebut Penggugat I dan Turut 

T ergugat Ill bertindai: selakU investor terhadap blr1ang usaha yang dijalankan 

oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah beberapa kali mengadakan 

perkmuan, kedua belah pihak: sepakat untuk bekerjasama sebagaimana 

d~tuangkan _dalam akta perjanjlan kerjasema Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 

dibuat oleh dan dihadapan Turut T~rgugat I Notaris dl kota Depok, dimana 

dalam perjaojian kerjasama tersebut para pihak hadlr kecuali Turul Tnrgugat Ill 

, diwakili olnh kua.sanya yaitu Freddy Chandra ; 

6. Bahwa oleh karena akta perjanj1an ke~asama antara PenQgUgsl I dan Turut 

Tergugat Ul dengan Tergugat I dan Tergugat U tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasa! 1320 KU:iPerdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal1338 

KUHPerdata surat pe~snji&n ke~asama tersebut mengikat bagl para pihak 

--yang membi1atnya ; 

7. Bahwa da!am •urat pe~anjia;, keljasama tersebut pada intinya disepakati hal· 

halsebagalbenkut: 

a. Ei!dang-btdang tanah dan bangunan serta seluruh asset milik CV. Exotica 

Aquariu!ll dltotapkan dengao r.ilai sebesar Rp. a.ooc.ooo.poo,- (Enarn 

milyar rupiah}, jum\ah tersebut setelah dikurangi jumlah hutang Tergugat I 

k~pada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam 

ratus juta rupiah} dan kepada plhak ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000.-
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(Satu milyar empat ratus juta rupiah) ~ehingga sisanya menjadi Rp. 

3.000.000,000,- (Tiga mifyar rupiah} akan ditetapkan sebagai nilai asset 

Perseroan Terbatas yang akan didirikan : 

Nama Perseroan disepakati dengan nama PT. Golden Lobster, 

berkedudukan dl Bogor dengan komposisi saham : 

1. Turut Tergugat I dengan menunjuk dan menggunakan nama. PT. 

Putera Bersaudara Mu!ia, sebesar 30 % atau senilai Rp. 

900.000.000,- (Sembi!an ratus juta rupiah), akan menyetor berupa 

uang; 

:2. Penggugal I sebesar 30 %'a tau senilfli Rp. 900.000.000,- (Sembilan 

ratus juta rupiah), akan menyelor berupa vang ; 

3. Tergugat : sebesar 30 % atau senilai Rpp. 900.000.000:- (Sembilan 

ratus juta rupiah). yang penyetoran modalnya berupa tanah dan 

asset; 

4. Tergugat II sebe•ar 10 % atau senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus 

juta rupiah), yang penyetoran modatnya berupa tanah dan asset; 

c. Komposisi anggota direksi dan dewan komisarls disepakati sebagai 

berll<ut: 

Komisaris Utama : Tergugat I 

Komisaris • Penggugat I 

Komisaris Diet-y Jaya Putera Johan 

Oire~tur Utama: : Rusli Suriadi 

Qirektur : T ergugat 11 

Direktur : Ffeddy Chandra 

Direktur , : Kusman Lim 

d. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat JV sebesar Rp. 

1.ROO.OOO.OOO,· (Satu milyar enam ralus juta ruploh) menjadi hutaog 

perseroan; 

.e. Hutaog Tergugat 1 dan Tergugal II kepada Plhak Ketiga sebesar Rp. 

1.400.000.000,- (Satu r.Jilyar empat ratus juta rupiah), akan dibayar olell 

Para Penggugat secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,~ (Oetapan 
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ratus tuj1Jh puluh dua jula lima raius rlbu rupiah) diangsur selama 12. 

bulan dan sisanya tetap menjadl \anggungan Tergugat 1 ; 

ahwa Tergugat f selaku j)emegang 30 % saham PT. Golden lobster selain 

iJngkat r.elaku K¢misaris Utama juga dlberi wewenang uotuk mengelola 

udidaya ikan air tawar/lobster dan ikan hias sesuai keahliannya dan karena 

sej:Jl.k awa! tempat tinggal Tergugat I berada di dalam area perusahaan maka 

Para Penggupat masih mengljinkan meskipun rumah tersebut sudah menjadi 

asset perusahaan dengan catatan apabila perusahaan telah berjalan dengan 

baik TergutJ;at I akan diberi rumah diluar area perusahaan, sementara 

Tergugat II selaku pemegang 10 % saham PT. Golden Lobster juga diberi 
' kedudukan selaku Dlrektur yang dalam menjalankan pekeJjaannya dibantu 

oleh adik iparoya bernama Joe Daniel Artanto yang juga merup~kan karyawan 

CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. Golden lobster, seluruh 

biaya operasional Tergugat I dan Tergugat II termasuk fasilitas berupa 

kendaraan .operasional benKut sopir ditanggung o!eh perusahaan diluar gaji 

perbulannya ; 

9. . Bahwa seiring dengan pe!jalanan waktu Para Penggugat mendapat laporan 

dari Tergugat Ill mengena! adanya penyimpangan dalam pengetolaan 

perusahaan dimana pada tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat Ill mendapatkan 

bukti penju31ar: lobster dan !kan hias yang dflakukan o!eh Joe Daniel Artanto 

senllai Rp. 3.700.C~9.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 

2007 lanpa menggunakan faktur yang biasa digunakan perusahaan. hal mana 

diduga dllakulcan seja'k berdirinya perusahaan dllakukan dlluar jar.1 kerja clan 

berdasarkan pengakuan yang hersangkutan saat dlmintai 

pertanggunoJawaban pada tanggal 8 Agustus 2007, perbuata'l tersebut 

,dilakuk.an sepengetahuan serta untuk kepentlngan Tergugat I dan Tergugat 11. 

Sehubungan terjadinya Tindak Pidana Penggetapan dalam p~rusahaan yang 

dilakukan oleh Joe ~Daniel Artanto, untuk memberikan efek jera direksl telah 

melaporkan perbuatan lersebut kapada pihal\ kepolisian sesuai sumt laporan 

polisi Nomor: LPI1SS1/KNIII/20071Res Bogar tanggal16 Agust·Js 2007 ; 

10. Bahwa sehubungan hal dlatas, pada tangga113 Ag•Jslus 2007 Para Penggugat 

menemui T ergugat I untuk mengusulkan beberapa kebijakan menyangkut 

· peru~ahaan supaya .. dap..;t dijalankan' secara profesional dan proporsional, 

yaitu: 

1. Memberhentikan -dengan hormat Tergugat II dari Dewan Direksl ; 
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Memt:erikan kuasa kepada perusahaan unluk mengurus 4 (empat} 

sertlfikat perusahaaf\ yang hilang ; 

Memiut.:'1 Tergugat! tidak bertempat tinggal di farm; 

Melak"'kan perombaka:~ manajemen ; 

':;:;~f' 8ahwa Tergugat I menolak usulan Para Penggugat dan menyatakan lebih balk 

membuharkan perusahaan, aklbat adanra sikap penolakan maka hubungan 

antara pemegang saham dalam perseroan menjadl lidak harmonis. Sehingga 

dalam situasi yong Udak kOndusif tersebut diminta agar Tergugat I dan 

Tergugat !I untuk menyerahkan dan atau mengembalikan modal ke~a serta 

pembayaran hutang kepada Pihak •Ketiga yaitu Turut TergUgat V dan Turut 

Tergugat VI yang f13:lah dilakukan oleh Pam Penggogat; 

12. Bahwa dalam situasi dan kondisi perusahaan yang terganggu operasionalnya, 

Tergugat I dan -t·ergugat If meminta ijln untuk rhenjual hasil budid<>ya tobster 

dan i!<an hias tetapi tidak diijinkan o!eh Para P~ngugat. Walaupun tidak diberi 

ljin Tergugat I dan Tergugat II letup mengeluarkan hasii budidaya dengan 

paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 (empat) mobil. Merasa 

perbuatannya berh·asll pada tanggal 10 September 2007 Tergugal I dan 

Tergugat W bermaksuJ uutuk menguiang! perbuf:!tannya tetapt berhasil 

digag 1\kan oleh Tergugat Ul oengan dibar.tu keamanan sE:tem~t; 

13. Bahwa pad a !anggal 25 Sept amber 2007, tang gal 8 Oklober 2007 dan tanggal 

09 Oktoher 2007 dlreksi dan pemegang saham PT. Golden Lobster telah 

. mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang has:llnya 

dicatatkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Nomor 8, 9 dan Akta Pemyataan Keputusan Rapat No, 11 yang dibuat oleh 

dan (jhadaPan TUrut Tergugat II, NotarlS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Kota Tangerang, dengan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan 

honn<.t Tergugat I selaku koQilsarls ulllma dan Terguga! II selaku Dlreldur 

Pers&roan; 

14. Bahwa oleh karena akta Penctirian PT. Golden lobster dan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dan dilaksanakan sebagaimana 

diuralkan di atas telah sesuai dengan k&tentuan perundang~undangcm yang 

);n~r!sku, maka perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa 

ycmg telah dlbuat dan dilaksanakan ada!a.h sah seeara hokum ; 

15. Bahwa berdasa"rkan uraian tersebut diatas Terguga't I semula selaku Komisaris 

U\ama dan TCrgugat II semu!a se!aku Direk\ur telah melakukan tindakan 
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J:~ 1 <>~ terceia, yang merugikan Para Penggugat selaku investor. Karenanya 

iii $ % erbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan telah 
< " ~ elakukan Perbuatan Meiawan Hukum ; 
~ 

• • \ ~fjf- ahwa akibat Perbuatan Metawan Hukum yang telah di!akukan oleh Tergugat I 

~~A dan Tfirgugat II sangatlah berdampak pada perseroan, karenanya akibat 

perhuatan T ergugat I dan T ergugat II tersebut Para Peng~ugat Ielah dirugikan 

balk secara materil maupun immaterial ; 

Kerugian matec~ : 

Seturuhnya berjurolah Rp. 1.745.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat 

puluh lima iula rupiah), dengan perincian : 

Pra 0Rerasional : 

Tanda Jadi Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; 

Pembayaran kepada pihak ketiga (Andi Suryanta) Rp. 65.000.000,- (Enam 

puluh lima ]uta rupiah) ; 

Operasionat : 

fnvestasi bulan Juni Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga pti!Uh juta ruplah) ; 

lnvestasi bulan Juii Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah); 

1nvestasi buhm Agustus Rp. 180.000.01)0,- (Seratus de1apan pu!uh juta 

rupiah) ; 

lnvestasl bulan September Rp. 150.000.000,- (Seratus lima pu!uh juta 

rupiah); 

lnvestasi bulan Oktober Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ; 

- lnvestasi bulan Nopember Rp. 40.000.000,- {Empat puluh juta ru::tiah} ; 

Kewajiban kepada Pihak Ket~ 

Pembayaran kepada Turut Tergugat V Rp. 345.000.000,- {Tiga ratus empat 

puluh lima juta rupiah); 

Pombayarao kepada Turut Tergugat VI Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta 

rupiah); 

· Keru~ian lmmaterm : 

t 

Bahwa dengan tindakan atau -perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa 

menge\uarkfin hasil budidaya dengan paksa yang dibantu oleh pihak luar telah 

menimbu!kan rasa tldak nyaman kepada Para Penggugnt, bahkan hal te(sebut 
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kehilangan kredibi!itas da!am pergaulan bisnis 

500.000,000~- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan 

seketil<a; 

17, 8ahwa adapun dasar tuntutan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada 

point materi! dan immaterial tarsebut diatas telat'l sesual dengan bunyi 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana setiap perbuatan yang melanggar 
' hokUm dan membawa keruglan kepada orang lain. mewajibkaon orang yang 

menimbulkan -kerugian itu karena kesa!ahannya untuk menggantika_n lterugian 

tersebul Karenanya Tergugat I dan Tergugat Jl haruslah dihukum untuk 

membayar kerunian baik materil maupun Immaterial yang dicierita oleh Para 

Penggugat yang jumlah scluruhnya adalah sebesar Rp. 2.245.000.000,· (Dua 

milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) secan tanggung renteng, tunai 

dan s~ketika ; 

18. Batw.-a: akibat kcrugian terset:;..~ Para Penggugat menggugat Tergugat I dan 

Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh 

kerugian y3ng diderita oleh Para Penggugat untuk seUap t:ulannya terhitung 

-sejak diputuskarinya perkara ini pada Penga.iilan Tingkat Pertama ; 

19. Bnhwa untuk tflenjamin kepastian di!aksanakannya putusan · d·alam perkara ini 

dan kelancaran pt'mbayaran ganti rugi kepada Par;;t Penggugat, maka 

Tergug::at I .dan Tergugat fl dlwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) 

sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta ruplah) untuk setiap tv:trl keterlarnbatan 

· pemenuhan kewajib&l"i terhadap putusan perkara ini: 

20. Bahwa meskipun Tcrgugat J dan Tergugat II tetah dlke!uarkan dari perseroan, 

akan tetapi Para Pulggugat mempunyai kekhawatiran a~an dana yang telah di 

investaslkan karena sampal dengan saat ini sebZtgian besar asset yang telah 

menjadi asset perusahaan masih dalarn pengUasaan T ergugat I dan T ergugat 

II, sedangkan asset tainnya masih menjadi jaminan hutang pada Turut 

T ergugat IV ; 

21. Bahwa untuk menjamin n.odal Para Penggugat da!am perseroan-.dan untu'k 

menjam•n aj:Jar gugatan tidak iiia...sla (illusl.)!r) maka mohon kiranya Majelis 

Hilklm yang memeriksa dan mengadlli perl<ara ini berkenan untuk meletakan 

sita jamlnan atas : ~saham-saham mi1ik Tergugat I dan Tergugat II yang ada dl 

PT. Golden Lobster d3n ass~ milik Jergugat in eks CV. Exotica Aquarium 
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II 

~f,Gl;~/ 
~ <;, ',J:. "'..- ang surat-suratnya masih atas nama lergugat I yang se!engkapnya. akan 

0 1-

~ ~ ra Penggugat sampaikan melalui sural pennohonan tersendirl ; 
• .'lfl 0 

t 2. hwa demi terjaminnya keadilan dan kepastian hokum karen..t gugatan Para 

~) enggugat ini Ieiah didukung buk!l·bui<ti sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 

180 HIR, maka putusan ini cukup beralasan untuk dinyatal<an dapat dljalankan 

terlebil: dahuh.J (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hokum Verzet, 

Banding maupun Kasasi ; 

23. Bahwa segala akibat hokum dari putusan dalam perka;a lni maka sudah 

sewajarnya Para Tutut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan 

dalam perkara ini; 
' 24. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan 

kepada Te<lJuga! I, Terguga! II dan Tergugat Ill ; 

· Berdas.arkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yang terhorrnat 

Ma)elis Ha~lm yang .m~roeriKsa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya 

membe:ikan putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR: 

1. M~ngabulkt-tn gugatan Para Penggugat- untuk seluruhnya ; 

2. Merlyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbljatan Melawan 

Hukur:>; 

3. Menya~akan sa.h: 

Surat Perjar1jian Kerjasama antara Penggugat l dan Turut Tergugat Ill 

dengan Tergugat I da11 Tergugat II yar:g dltuangkan dalam Akt~ Perjanjian 

Kefjasama Nomar 2 tanggal22 Juni 2007 dibuat uleh dan dihadapan Tun.rt 

Tergugat I Notarls di Kohl Depok; 

Akte Pentiirian PT. Golden Lobster dengan Akta Pendiria:n Nomor :3 tanggal 

22 Juni 2007, dlbuat ol.eh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota 

D:apok; 

Akta ~isaiah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden 

Lobster. Nomor 8 tanggal 25 September 2007, Nomor 9 tanggal 8 Ol<!obar 

2007 dan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. Golden lobster Nomor 11 

!a11ggal 09 Ol<!ober 200.7 yang dlbuat oleh dan dihadapun Turul Terguga! II 

Not"ris dan Pejabat PembuatAI<!a Tanah Kola TangerEI'lg; 

4. · Mef!ghukum -Tergugat ! dan Tergugat U membayar i\epada Para Penggugat 

atas kerugian mueril sebesar Rp. 1.745.000.000,- (Satu mllyar tujuh ratus 

empat puluh, lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 

500.000,000;- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan -seketika 
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Pertama; 

Menghukum Tergugat I dan Tergugat ll apabila mereka talai dalam 

melaksanakan isi putusan ini, maka terhadapnya dikenakan uang paksa 

(dwangsom) dalam setiap harl keterlambatannya yaittl sebesar Rp. 1.000.000,­

(Satu juta rupiah) ; 

7. Menyalakan putusan ini dapat dij~lankan lerieblh dahulu (Uit voerbaar bij 

voorraad) mesidpun ada upaya hokum Veu_et, Banding maupun Kasas, : 

8. Menyatakan sah d~n berharga sita jaminan yang telah ditetak:<cln dalam 

perkara ini ; 

9. Menghukum agar Para Turut. Tergugat taat dan tunduk alas lsi putusan 

tersebut diatas ~ 

10. Menghukum Tergu~at I Tergugat II dan Tergugal Ill untuk membayar biaya 

perkara secara langgung renteng; 

SUBSIDAIR 

Apabiia Pengadllan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Manimbang, bahwa pada hart porsidannan yang talah ditentukan untuk 

Ponggugat hadlr kuaaanya 1. OR. Gagan Prawira Subarjah, SH., 2. R. Wawan 

Oarmawan, SH.,M.,Hum. 3. Dandan Kusdanl. SH. 4. Toni Sopiyan, SH., 

bardnsarkan Surat Kuasa Khusu$ tertanggal 12 Nopembsr ?.007, untuk 

Tergugat I, ll harlir kuasanya ThCtmas Abbon, SH., berdasarun Surat Kuasa 

Khusua tartanggal 11 Oesember 2007, untuk Tergugat Ill hadlr kuasanya 

aedangkan untuk Torgugat VII 1an Tergugat VIII tldak pornnh hadlt 

dlperaldangan walaupun telah dlpanggllsocara sah dan patat; 

Menirobang, bahwa sesuai dengan Peraluron Mahkamah Agung Rl Nomor 2 

T a hun ·2003, teng-gsl ~ 1 3eptei'nber 2003. sebelum ditakukan pemeriksaan perkara 

te!ah diupayakan perdamalan antara kedua belah pihak. namun sampai perkara inl 

diputus, antara kedua belatl plhak gagal nelakukan upaya perdamaian ; 
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Menhnbang, bahwa karena up~ya perdamaian gagal maka pemelik.saan 

~ll_e11ifll:ta dimulai dengan pembacaan sural gugatan Penggugat yang isinya tetap 

~fd;iiPF'~~toanl<an oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Terguga\ 1 dan 

"'-,.;;,f!;rgug,,t II menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi 

sebagai berlkut : 

\ 
' 

DALAM KONPENSI 

DALAM EKSEPSI 

A. Para Panggugat Tidak Berwenang l{ntuk Mengajukan Gt;gatan 

1. Bahwa sesuai dengan ke1entuan yang tersebul Ualam UU No. 40 tahun 2007 

tentang Perseraan Terbatas (selanjutnya disebut UU Pl), keabsahan . . 
seseorang menjadi pemegang sa ham pada suatu Perseroan T erbatas 

haruslah dibul<tikan dengan buk\i penye\oran modal ke dalam Perseroan ; 

2. Bahwa dalam kaitahnya dengan maksud pendirian PT. Golden Lobster. pada 

kenyataannya. ba:k Penggugat ( atas nama Andi ~artawan Sardjlto maupun 

atas t amii Turut Tergugat Ill Teuku Anwar Ojohansyah qq PT. Putera 

.aer:saudara Mut;a, tidak pemah metakukan penyt'toran modal ke dalam 

Perseroan. se~nta.ra daiam gugatannya, Para Penggugat menda1ilkan dlrlnya 

beraGa dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Komisaris 

Perseroan; 

3. Bahwa sebagaimzna disepakati dalam Pasal 2 Akte No. 2 tartggal 22 Juni 

2007 tentang Perjanjian Kerjasama, yang dibuat nleh dan dihadapan Turut 

Tergugat I, Pam Tergugat dengan Para Penggugat bennaksud untuk. 

mendi.ikan PT. Golden Lobster dan karenanya dibebani kewajiban untok 

me!akul<an penyetoran modal, namun hingga saat ini, temyata Para 

Penggugat dan Turut Tergugat Ill tidal< pemah melakukan panyetoran modal 

yang dimaksudkan, dan karenanya menurut hokum sesuat UU PT, Para 

Penggugat \idak d 0pa\ dia0ggap sebagal pemegang saham dari PT. Golden 

Lobster dan lebih lanjut PT. Golden lobster harus dianggap li<lak pemah ada ; 

4. Bahwa epa yanq dibenl<an Turut Terguga\ Ill kepada Tergugnt I sebesar Rp. 

225.000.000,- (Oua ratus dua puluh lima juta rupiah) hanya!ah sebagal Ianda 

jadi untuk adanya kerjasama dengan Tergugat I dan II tennasuk sega!a 

pengeluara.n yang telah dike!uark:an Para Penggugat datam menjalankan 
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.. t'~ .,, 
i 'J <>\ erjasama tersebut, yang menurut hokum Hdak dapat. dlanggap sebagai 

• ~ ~ nyet<. ran modal sebagulmana dimaksud dalam UU PT : 
< 0 

I 
I 

l 
I 

~ . } hwa dengan tidak adanya penyetoran modal duri Para Penggug<::~t 
~ bagair.1ana diuraik:an diatas, dengan demikian Para Penggugat bukan 

sebagal pemeganf sahom dan atau PT. Golden Lobster menurut hokum 

dianggap sebaga.i 1idak pernah ada, sehingg:a menurut hokum Para Penggugat 

liaaklah be<Wenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan aquo dengan 

mengatasnamakan sebagat pemegang sa ham dan Komisaris PT. Golden 

Lobster; 

B. Gugatan Kabur (obscuur lr.>el) 

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara aqua, yang 

pada pokoknya mengajukan gugatM perbuatan melawan hokum yang 'd~akukan 

Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat, dapat diketahui bahwa gugatan Para 

Penggugat adalah kabur alias tidak je!as {obscuur libel), yaitu dengan alasan~alasan 

sebagal berikut : 

1. Bahwa sebagalmana dalam gugatannya, Penggugat U p1incipal, PT. Putera 

Bersaudara Mutia, dalam mengajukan gugatan diwakni o!eh Tommy Djohan, 

sedangkan daiam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian 

Kerjasama sebagat dasar hubungan hokum antara Para Pen~gugat dengan 

Tergugall.dan II, Penggugat principal. PT. Pulera llersaudo"' Mutia diwakill 

oleh Teuku Anwar Ojohansyah yang aalam gugatannya justru d~empatkan 

sebagai Turut Tergugat III bersama-sama dengan Penggugat I prineipat Andi 

H~utawari &lrdjito sebagai Pihak. Ke"dua be!'hadapan dengan Para Tt~.,gugat I 

' · dan II sebagai Pihak Pertama ; . 
2. Bahwa mengingal dalarn Pe~anjian Kerjasama dalam Akte No. 2 tanggal 22 

Juni 2007 terscbut, Pihak Kedua adalah Andi Hartawan Sadjlto bersama..sama 

dengan Teul<u Anwar Djohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara 

Mulia, maka menurut hokum, keberadaan Teuku Anwar Djohansyah aaalah 

sebagal Penggugat dan buken sebagal Turut Tefljugal S<?bagalmana dalam 

gugatan Para Penggugat r;,quo, satu dan la!nnya Para Penggugat dalam 

gugatannya tidak ada rneoguralkan peran danfatau perbuatan yang 

baoaimana yang dl!akuk•n Teuku Anwar Djohansyah sebagal Turut Tergugat 

Ill yang mengalctbatken keruglan bagi Para Penggugat; 

3. .B.~])wa dengan ditariknya Teuku Anwar Djohansyah sebagai Tcrul Tergugal 

yaflg se!'larusnya menurut hokum adafah Penggugat sesuai J\kt~ No. 2 tanggal 
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Juni 2007 tmsebut, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi 

\l!!~ur alias Mak jelas (obsctHJr libel) ; 

.&lh~·• dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang menar!k dan 

pihak lain sebagai Turut Tergugat namun dalam posita 

':;::~~''9'''"''"l'" tldak menguraikan peran dan perbuatan apa yang dilakukan oleh 

. ~~.:_a Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian bag• Para Penggugat, 

khusunya perbuatan yang dilakokan oleh PT. Bank Nel)ara Indonesia, Tbk 

sebagai Turut Tt!rgugat IV, Suwadi Surya sebagai Turut Ter!';}ugat V dan FX. 

Theyuro Wirata sebagai Turut Tergugat VI, 'Lelah mengakibaLI:an gugatan P;;ra 

Penggug•t menjadi kabur alias tidak jelas atau setidak-tidaknya telah salah 

\ 
' ' • 

• 
dalam menentukan ~, ergugat (error in persona); 

5. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Peflggugat aquo1 dengan mana 

Para Penggugat dalam kapasitasnya sobagai" demikian sebagai para 

pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster, namun temyata dalam 

gugatannya Para Penggugat juga telah menjadikan PT. Golden lobster 

sebagal Tergugat 111. sei1ingga dengao demikian menurut hokum, Para 

Penggu,at letah menggugat dirinya sendirl, satu dan lainnya terutama dengan 

memperhatikan adanya RUPSLB tanggat 25 September 2007, tanggal 8 

Oktober 2007 dan tanggal 9 Oktober 2007 sebaga:mana dalam Risatah 

RUPSLB No. 8 dan No. 9 serta Akte Pemyataan Keputusan Rapat No. 11, 

dibuat oleh dan dihadapan Tl!f'.!t Tergugat II ; 

DALAM POKOK PERKARA 

.Bahwa apa yang ter~apat'pada ba{.jian eksepsi diatas, mohon diangg~p dirnuat dan 

merupakan bagian yang tidak. terpisahkan dengan pokok perkara lni ; 

1. Bnhwa Tergugat I dan II dengan in! menolakseluruh dalil-<lalil Para Penggugat 

yang terdapat dalam gugatann:ya, kecuali yang secara tegas dlakui 

kebenaf'lnn)<a oleh Tergugat I dan II ; 

2. Bahwa d.dil Para Penggugat yang tersebut pada angke (1) gugatannyn )<ang 

pada pokoknya mendalllken" bah~ pada tanggal ~2 Junl 2007, Para 

Penggugat dengan Tergu:gat ·1 dan II telah mendirikan PT. Golden Lobster 

adalah Galil yang tidak benar dan harus ditolak, dengan at~san-alzsan sebagat 

berlkut : 

a. Bahwa htngga g~gatan inl d!ajukan, temyata PT. Gok.len lobster secara 

< tio~um Udak pemah ada karena sesual Akte No. :~ tangga122 Juni 2007, 

Para Penggugat dengan Tergugat I dan !! baru berkehendaklbermaksud 
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akan mendlrikan PT. Golden lobster akan tetapi para pihak, khususnya 

Para Penggugat tldak pernah me!akukan penyetoran modal sek~llpun 

diwajib~an sesuai Akte No. 2 tersebut, selain itu Tergugat l dan U 

pemah menandatangani Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang 

Go!Ccn Lobster, yang dibuat ol~~h dan dihadapan 

TurutTergugat l; 

b. Bahwa hingga saal ini, temyata PT. Golden Lobst<:;l tidak p~mah terdaftar 

dan diu.~umkan dalam Be rita Negara Republik lndonesla ; 

3. Bahwa adalah benar bahwa CV. Exotlca Aquarium sebagai badan usaha yang 

tidak berbadan hokum (bukan baqari hokum sebagaimana dldali\kan Para 

Penggu~at pada angka (3) gugalannya) yang memiliki asset sebagaimana 

dluraikan Para Penggugat pada angka 3.a s/d 3.b gugalannya; 
. 

4. Bahwa dalam rangka pengembangan dan perluasan usahn. Tergugat I dan II 

berrnaks td mengadakan kerjasama denga11 Para Penggugat yang untuk 

segala 63suatunya dituangka:n dalam suatu Perjanjiun Kerjasama, 

.sebagaimana tersebut dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan 

dlhadapan Turut Tcn;ugat I yang sebelumnya secara berturut~turut untuk hal 

yang sama secara d,bawah Langan tetah ditandatangani pada tanggal 27 April 

2007 dan pada tanggat 20 Juni 2007 ; 

5. Bahwa dengan memperhatikan isi dan materi keseluruhan Petjanjian 

Kerjasarna_yang-pernah d!(andatangani terse!>ut, yang terakl:lir denga Akte No. 

2 tanggal22 Juni 2007, dapat diketahui bahwa keberadaan Akte No.2 tanggal 

22- Juni 2007 adalah cacat hokum dan berdasarkan Pasa~ 1335 dan Pasal 

1337 KUHPerdata serta asas misbruik van omstandingheden (penyalah 

gunaan kedudukan dan keadal\ln ekonomi yang lebih kuat), Akte tersebut 

beralasan 11okum untuk dibatalkan, ya1tu dengan alasan..alasan sebaga! 

berlkut : 

Penltaian asset mllik Tergugat I dan U telah dilakukan tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, karena berdasaOOm lapomn Penilaian Asset 

(Shot Form Refonn) dari ~erusahaan Jasa Peniiai PT. Tridharma Jaspindo 

Utama pada lahun 2000. asset petemakan lkan · mllik Targugat I dan II 

adalah kurang tebih Rp. 10.000.000.000,- . (Sepuluh !T'ilyar rupiah), 

:sementara da!am Akte No. 2 tersebot hanya dinilal sebesar Rp. 

6.000.000.000,--(Enam mllyar rupiah) yang kemudian setelah dikurangi 

hulang-hutang menjadi Rp. 3.000.000.000,- (liga milyar rupiah) ; 
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Ketentuan yang membebankan hutang perseroan yang akan dtdirikan 

menjadi·be.ban dan tanggung jawab Tergugal I dan II yang menurut hokum 

adalah .menjadi be ban dan tanggung jawab Perseroan yang akan didiri~n, 

termauk dan tidak terkecuali membayar pesangon atas selmuh ~ryawan .. . 
· ·---yang akan dibefhentikan atas permintaan dan keheodak para Penggugat ; . ' 

6, eahwa dengan rriemperhatikdn substansi pengaturan Perjanjian Kerjasama 

dalam Akle Nci. 2langgal22 Juni 2007 tersebut sebag,.imana diurail<ap diatas, 

ternyata apa yang terdapat dldalamnya e1dafah merupakan suatu causa 
' 

(sebab) yatig.tidak benar dan be::,;...antangan dengan keadaan yang sebenarnya 

s.e~ingga sesuai Pa.~al 1335 dan Pasal1337 KUHPerdata serta asas misbruik 

van omstandingheden, Perjanjian Kefjasama dalam Akte No.2 tanggal22 Juni 

2007 tersebut bera.lasan hokum untuk d!bSta!:<an dan tidak memiliki kelmatan 

ho~um; 

7. Bahwa adalah lki'ak benar Can harus dltolak dalil Para Penggugat yang 

tersebut pada angka (~) gugatannya karena Sdr. Joe Daniel Artanlo tidak 

pernah menjuallobSter dan ikan hias untuk kepentingan Tergugat I, semetara 

Laporan Pidana No. LP/15B1/KNIH/20071Re•.Bogor, tanggal16 Agustus 2007 

terhadap. Sdr. Joe Daniel Artanto sekarang ini masih dalam tahap penye:'tdikan 
• 

dan penykllkan ; 

8. Bahwa sesuai sural Para Tergugat I dan lll;lo. 467/Som/JSSIXI/2007 tanggal 

14 Nopember 2007, _sebagai aidbat ketidak harmor.isan hubungan antar.i 

Tergugal I dan II dengan Para Pengguga~ dengan mana Para Penggugat 

tetah me!akukan perbuatan melanggar hokum yang mengattibatkan kerugian 

bagi Ternugat I dan u,. yaltu selalu mengifltimidasl dan memasukkan orang­

orang yang tidak dikenal ke datam areallokasi farm serta 

menguncilmenggembok pintu pagar areallokai usaha, Para Tergugat dengan 

itik~.d bail< telah berusaha untuk menyelesaikan perna;:;alahan lni secara 

musyawarah kekeluargaan, yaitu untuk menfi"embailkan uang tanda jadi yang 

dibertkan Turut Tergugat Ill dan biaya operaoional yang Ielah dikeluarl<:an Para 

Pen-ggugat, namun hingga: gugatan ini diperiksa, Pt:.-ra Peng~ugat tidak pernah 

dengan 1Hkad balk berusaha mi"lnyelosalkannva secara rlami'"li rt?n h~hlr:::trt 
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wa maksud penjualan lobster dan 1!<an hias yan() dilarang oleh orang­

~) ng yang tidak dikenal atas suruhan Para Penggugat adalah dimaksudkan 

""'-.;;;.# demi kelangsungan usaha Tergugat I dan U karena tldak ada lagi biaya 

operasional untuk membeli pakan dan pemeliharaan lobster dan ikan hial., dan 

akhimya biaya operaslonal dirnaksud ditanggung sendiri oleh Terguga\ 1 dan 

II ; 

10. Bahwa mohon akte atas pengakuan Para Penggugat dalam angka (15) 

gugatannya yang mengakui bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai 

pemegang saham dalam PT. Golden Lobster melainkan adalah sebagai 

investor d<in karenanya sebagai investor, Para Penggugat tidak berwenang 

ur.tuk menyetenggarakan RUPSLB, termasuk dan tid~k terkecuali me'Nakill PT. 

Golden Lobster dalam mengajukan gugatan aquo ; 

11. Bahwa ganti kerugian yang dituntut Para Penggugat dafam gugatannya, baik 

~:ti9ian materil mo.upun kerugian immaterial adalah tidak berdaSar atas 

hokum, khususnya perincian kerugian pra operaslonal, opera:.oional dan 

kewajiban kepadapihak ketiga, karena disl:lmping "PT. €olden Lobster'", 

secara hokum tidak pemah ade, penge1uaran tersebut jvga ttd.ak dapat 

dlpertanggung jawabkan, dan karenanya beratasan untuk ditolak ; 

1.2. Bahwa tuntutan bunga sebesar 5 % dari seluruh kerugian yang dfderita Para 

Penggu'.'Jat serta uang peksa sebesar Rp. 1.000.000,~ (SatJ Juta rupiah) untuk 

setiap h:arl keter1ambatan pemerw~an kewajiban terhadap putusan perkara ini 

~ebagaima:!la te~but pada angka 18 - 19 gugatannya juga beralasan ·untuk 

ditoli::tk karena tidak berdasar, termasuk dan tidak.terkecuali pennohonan sita 

·ramnan dalam angka (21) gugatannya ; 

13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat aquo tidak memenuhi syarat­

syarat unttlk adan;t,a suatu putusan serta merta ·sebagair.1ana diattfr dalam 

pasal 19r HIR, maka pennohOnan putusan serta marta yang diajukan Para 

Penggugat dalam pe:rkara ini sebagaimana dalam angka (2'l) gugatannya, 

harus ditofak ; 

DALAM REKONPENSI 

Bahwa apa yang terdapat p~da bagian konpensl diatas, mohon diariggap dimuat 

dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan bag.ian rekonpensi ini; 
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>C::J'iiir>wa pada awalnya sebagaimena diuraikan pada bagian konpensi diatas, 

I dan !I Rekonpensi bermaksud untuk mengadakan kerjasama 

~ilha dengan Tergugat I dan 11 Rekonpen3i yang untuk kerjasama ters~but 

Jdj,IIJanslkaH dalam suatu Pe~anj[an Kerjasama ; 

'.;;:!~"'Eiahwa kemudian antara Penggugat I dan II Rekor.pensi d( ngan Tergugat 1 

berturut-turut pada langgal 27 April 2007 dan pada tanggal 20 Juni 2007 dan 

terakhlr dengan Ak1e No. 22 tanggal 22 Junt 2007, dibuat oleh dan dihadapan 

Tergugat Ill Rekonpensi ; 
< 

3. Bahwa dalam kailannya dengan penandatanganan sejumlah Perjanjlan 

Kerjasama diatas, ternyata Te;gugal I dan II Rekonpensi telah melakukan 

serangkainn perl;uatan b?ik sendiri-sendiri maupun bersama...sama dengan 

Tergugallll Rekonpensl yang menugikan Para Penggugat Rekonpensi, dengan 

mengatur dan menentu'kan syarat-syarat dan kondist-kondisi yang sangat 

member(:t.kan dan. membebani Para Penggugat Rekonpensi dalam setiap 

Perjanjiao Kerjasama ya.ng ditandatangani, yaitu dengan memasukkan 

keadaan~keadaan yang tidak benar dan Akte Petjanjian Kerjasama tersebut, 

khususnya Tergugat I dan II Rekonpensi telah meoyalah gunakah keadaan 

ekonomi dan kedudukannya yang lebih kuat sebagai investor dan 

mzmpengaruhi Para Penggupat Rekonpensi untuk mcnandatanganinya, dan 

k~renanya sesua:. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, kesemuanya 

Pe~anjie~n Kerjasama tersebut, ·termasuk dcm tidak te:"Kecuall Akte No. 2 

tanggal 22 Juni 2007 tersebut adatah beralasan hokum untuk dlba.talkan dan 

dinyalakan tidak berl<ekuatan hokum berikut segala turutannya ; 

4. Bahwa k&adaan-keadaan yang tidak benac yang terdapat dolam Akte No. 2 

tanggal 24 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalah 

gunaan keaaaan ekonomi dan kedudukan yang lebih ku"t dan T ergugat I dan 

II Rekonpensi adalah sebagai benkut : 

• Penilaian" Asset milik Para Penggugat Rekonpensi dilakukan tidak sesuai 

dengan keadaan yang seben:-:":tya. karena berdasarkan laporan Penilalan 

Asset {Shot Form Reform} .dari PerusahB.an Jasa Penilaian PT. Tridharma 

Jaspindo Utama pada tahun 2000, Asset Petemakan \kan (Fam) tem>but 

J<urang leblh Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh mliyar rupiah) sementara 

dalam Akte No. 2 {tahun 2007) tersebut hany-a dinilal sebesar Rp. 

6.000.000"000,· (Enam milyar rupiah) yang setelah <'ikurangl hutang· 

hutanr rl)enjadi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ; 

Pembatalan Akta..., I Novant A, FH UI, 2009



20 

Bahwa t~myata hingga gugatan ini diperiksa, Tergugat i dan 11 Rekonpensi 

\_sElkalli~ '"" telah diwCl:1bkan sesuai Akte No.2 tanggal22 Juni 2007 terse but 

melakukan penyetoran modal masing-masing sebesar Rp. 

4 \._f!iU•U.UIJU,tJUU,· (Sembilan ra!us juta rupiah), pen1etoran modal dim•ksud 

pe~nah dilakukannya ; 

- Ketentuan yang membebankan hutang perseroan yang akan didlrikan 

menjadl beban dan !ang~ung jawab Para Pengguga! Rekonpensl yang 

menurut hokum adafah menjadi beban dan tanggung- jawab "·perseroan 

yang akan didirikan, termasul\ dan tiGak terkecuali membayar pesangon 

atas seluruh karyawan yang akan diberhentikan atas permlntaan dan 

kehendak Para Penggugat ; 

5, Bahwa demikian dengan Akte No. 3 tanggal 22 Junl 2007 t~ntang Akte 

Pendirian PT. Golden Lobster yang dibuat oteh dan dihadapan Tergugat Ill 

-Rekonpen~i. karena dibuat atas dasar Akte No. 2 taOggal 22 Juni 2007 yang 

cacat hokum, satu dan tainnya dengan alasan-alasan sebaga1 berikut adalah 

beralasan untuk dibalalkan danlatau dinyatakan tidak berkekuatan hokum, 

yaHu: 

a. Bahwa Tergugat J dan I! Rekonpensi tidak pemah melakut<an penyetoran 

modal sekaUpun telah diwaj1bkan sesu~i Akte No.:! ronggal 22 Juni 2007 

terset:ut sehingga menurut hokum. PT. Go!r1en Lobster tidak pernah 

didirik.an dan atau Tergugat i dan 1\ Rekonpen3l. 1idak berkualitas 

menyatakan dirtnya pcmegang saham PT. Golden Lcbster; 

b. · Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tidal< pemah menandatangani Aide 

No. 3 tanggal 22 Juni 2007 len!ang Akte Pendirian PT. Golden Lobsler 

!ersebut; 

6. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dHakukan subagaimana dluraikan 

dal~m dalll gugatan Te19ugat II dan Turut Tergugat Rekonpensi adalah 

merupakan wujud perbua!an melanggar hokum yang dilakukan Tergugat I dan 

II R~konpensi yang mengekibatkan kerugian bag! Para Pengguga! 

Rekonpensi, karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, Para 

Pengguga! Rekonpensl Ielah tidak dapat menjalankan kegla!an usahanya 

dengan baik untuk kepentingan lobster dan ikan hlas : 

7. Bahwa sebagal akibat tindakan Tergugat I dan II Rekonpensi menguasai Farm 

ya'ng seo!ah-.olah bertihdak sebagai pemegang sah3:m mayoritas dan 

pengelo!a, tetapi tidak bettanggung jaWab, telah menyebabkan Para 
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Rekonpensi terhalang melakukan kegiatan dklal:1m Farm dan 

telah rnengakibatkan ikan hias dan lobster b'-nyak yang mali, 

tl>'gl\fa:>uk tidak terbayarnya rekening listrik sejak bulan A~ustus 2007 ; 

perbuatan lain yang dilakukan Tergugat I da.n H Rekonpensi yang 

Jl11engal<iblotkan kerugian bagi Para Penggugat RekonJ:.ensi sebagai suatu 
~~-

perbuatan melant,gar hokum, z.::.:.:lah perbuatan Tergugat 1 dan II Rekonpensi 

se;ak Agustus 2007 yang Ielah melakukan intimidasi dan menyuruh orang­

orang yang tidak dikenal pada lokasi usaha serta yang mEmggembok pintu 

paga~ lokasi usaha ikan hias ; 

9. Bahwa adapun kerugian yang dial~mi Para: Penggugat Rekonpensi sebagai 

akibat perbuatan Terg1.1gat I dan II Rekonpensi, baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat Ill dan IV. Rekonpensi 

adalah sebesar Rp. 500.000.000,- {Lima ratus juta rupiah) cebagai kerugian 

materil, r.edar.gkan kerugian immaterial ial21h telah mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan para r. elaku usaha lain terhadap Para PenggugBt Rekonpensi 

yang tidak. 1emilai harganya, namun wajar untuk ditetapkan sebeSar Rp. 

10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah); 

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini tidak menjadi 

sia-sia di kemudian hari {illusioner), disebabkan adanya itikad buruk dari 

Tergugat I dan. II Rekonpeusi untuk mengalihka.n harta kekayaannya di 

kemudian hari, kiranya beralasan menurut hokum untuk meletakkan sita 

jaminan etas harta kekayaannya atas sebidang tanah berikut bangunan rumah 

dlatasnya, terletak di jalan Sumbawa No. 3 Rt. 004/04, Kelurahan Gondangdia, 

Kecamatan Ment~ng, Jakarta Pusat milik Tergugat Jl Rekonpensi dan atau 

hqrta kekayaan lainnya milik Tergugat I Rekonpensi yang akan ditentukan 

kemudian; 

Maka : BerChsarkan hal-hal yang diuraikail diatas, dengan ini, rnohCJn kepada yang 

terhormat, Majelis l-lak!m Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili dan memutus 

perkara ini berkenan memutuskan.: 

DAlAM-KONPENSI 

DAlAM EKSEPSI 

Menerh1a eks~psi Tergugat I dan II untuk seluruhnya : 

Menyatakan gi..lgcttan para Penggugat tidak dapat ditmima {niet on vankelijke 

verklaard) : 
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REKONPENSI 

Mengabulkan gugatan P~1ra Penggugat Rekonpensl untuk seluruhnya ; 

Menyotakan Tergugat I dan !I Rekonpensi. baik secara sendiri~sendlri maupun 

secara bersama-sama dengan Para Tergugat IU dan \V Rekonpensl telah 

me!akukan perbuatan melawa:1 hokum yang mengakibatkan kerugian bagi 

Para P~ng~ugat Rekonpensi ; 

Menyatakan balal dan tidak berkakuatan hokum : 

• Perjan)ian Ker)asama tertanggal27 April2007 ; 

• Perjanjian Ketjasama tanggal 2.0 Juni 2007 ; 

• Aide No.2 tanggal22 Jun12007 tentang Perjanjian Kerjasama, dibuat oleh 

dan dihadapan Tergugat Ill Rekonpensi: 

• Akte No. 3 tanggal 22 J!Jni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, 

dibuat olef. dan dihadapan Tergugat IIi Rekonpensi; 

Men9hukum Para Tergug~t Re~onpenst secara tan9gung renterig untuk 

membaya.r kerugian bagi Para Penggugat RekonpePtl sebo~a.r Rp. 

500.000.0'10,- (Uma ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil dan sebes:ar 

Rp. 10.000.'.l0Q.OOV,- (SepuJuh milyar rupiah) sebagai kerugian immaterial~ 

Menyatakan sah dar. berharga slta jaminan yar1g diletakkatl dalam perkara ini: 

DALAM KONPENSI DAN F\EKONPENSI 

Menghukurn Turut Tergugat KonpensifTurut Tergugat Rekonpensi untuk 

tunduk pada putusan pert<ara ini ; 

Menetapkan biaya pe:rkara menurut hokum ; 

Menimb 1ng. bahwa Tergugat I!! menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 

Pebruarj 2006 atas gugatan Para Penggugattersebut yang pada pokol<n7-a adalah 

sebagai benK.ut; 

1. Bahwa benar pada tangga122 .'uni 2007, Para Penggugat dengan Tergugall 

dan Terg11gat 11 telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster, 
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T- ,~lH.'f~~... erkedudukan di Bogor. sebagaimana tertuang dalam PJda No. 3 yang dibuat r ~ ().fJ h dan dihadapan Turut Tergugat l Notaris dl Kota Depoi<: 

~ 
0 

wa benar sebelum didirikan perusahaan sebaga1mana dirnaksud pair, 1, 

\ \..J J gugat I adalah selaku persero diam dengan jabalan Komisaris CV. Exotica 

""'"'"" quarium, sedangkan n:orgugat H adalah selaku persero pengurus dengan 

"'""""" jabatan sebagai Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama perseroan 

komanditer CV. Exotica Aquarium yang didinl<an berdasarkan Akte Nomor 8 

tanggal 20 Desember tanun 2000 dibuat ofeh dan dihadapan Aris. Hendrawan 

Halim, SH. Notaris di Jakarta ; 

3, Bahwa ben~r CV. Exotica Aqu arh.;m selaku badan hokum bergerak dalam 

usaha budidaya il<an air tawarllobster dan ikan hias, dengan memiliki asset : 

a. Bidang~ bidang tanah hak milik yang semuanya terdaftar atas marna 

Tergugat I terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, _Kabupaten 

Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diuraikan dalam: 

Sertinkat Hak Milik Nomar .208/Desa Cogreg, gambar silt •asi Namor 

3729/1997 ta':lggal21 Maret1997 seluas 1.805 M2; 

Sertifikat Hak Milik Notnor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

3728/1987 tanggal21 Marel1997 seluas 860M2 : 

SerUflkat i-ia'k Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar sttuasi ·Nomor 

3727/1997langgal21 Marel1.997 seluas 2.600 M2; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

372fl/1Q97 tanggal21 Maret 1997 seluas 1.945 M2; 

Se1tlfikat Hak Milik Nomor 2.13/0esa Cogreg, gambar situasi Nomor 

3724/1997 tanggal21 Mare!1997 seluas 2.270 M2; 

Setlifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

50/C<>gregi1998 tanggal14 Agustus 1998 seluas 3.745 111'2; 

SerCftkat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

64/Cogreg/199o tanggal29 Oesember 1998 seluas 760M2; 

Sertifikat Hak Milik Nornor 273/Desa Cogreg, Sural Ukur Nomor 

88iCogregl1999 tanggat 19 Oi<iober 1999 seluas 1.543 M2; 

Sertffikat Hak Milik Nomor 275/0esa Cogreg, Sural Ukur Nomor 

89/Cogreg/1999 tanggal19 Oktober 1999 seluas 1.330 M2; 
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Sertifikat Hak M!lik Nomor 276/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

a·'/Cogreg/1999 tan~gal19 Oktober 1999 St:.·!U~S 2.6t;(l M2 ; 

Sertilikal Hak Mmk Nomor 352/0esa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

1391Cogregl20021anggal 02 April 2002 seluas 2,524 M2 : 

Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Cogreg, ""luas 1.295 M2 : 

Sertifikat Hak Milil< Nomor 1851Desa Cogreg, seluas 970 M2 : 

Sartifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M2 : 

Sertifikal Hak Milik Nomor 18610esa Cogrog, set"as 1.225 M2. 

b. Bangunan-bangumm yang did!r'ikan di atas tanah sebagalmana dluraikan 

diatas yaitu berupa : 

Bangunan~ban9unan rumah \lnggal untuk karyawan : 

- Bangunan Kantor 2 (dua) lantai ~ 

1 (salu) unit gazebo type B : 

2 (dua) unit gazebo type C ; 

·- Bangunan mess; 

Bangunan mushola ; 

Gudang seluas 2.000 (dua n'bu) meter perte:;Ji; 

/Jat-atat untuk operasional farm dan inventaris kantor : 

4. Bahwa benar Tergugat 1 selaln mempunyai asset-aset tebagalman~ diuraikan 

diatas, telah pula mempunyai hutang kepada : 

a .. • Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 1.600.000.000,~ (Satu milyar enar.1 ratus 

juta rupiah), Jengan jamln::::, : 

- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 

3729/1997 ianggal21 Maret 1997 setuas 1.805 M2; 

SerUflk:at Hak Milik Nomor 2091Desa Cogreg, gambar situasl Nomor 

372811997 tanggal21 Maret 1997 seluas 860M2; 

Sertifikat Hak Milik Nomor 210f0esa Cogreg, garnbar situasl Nomor 

372711997 tanggai 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2: 

se·rtifikat HaR Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gamoar sltuasi Nomor 

3726/1997 <anggal21 Maret 1997 seluas 1.945 M2: 
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Sertifikat Hak Mil!k Nomor 258/Deoa Cogreg, Sural Ukur Nomor 

64/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 ; 

Sertifikal Hak Milik Norr:or 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 

89/Cogreg/1999 tar,Jgal !9 Oktober 1999 seluas 1.330 M2 ; 

PihaK Ke!lga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta 

·--- rupiah); 

5. Bahwa benar, Tergugat 1 dan Tergugat 11 telah mengaju~an Penggugat l dan 

Turut ~ergugat Ill untuk bef\erjasama, dimana dalam ke~asama tersebut 

Penggug.t l dan Turut T ergugat Ill bertindak selaku investor terhadap bidang 

usaha yang dijalankan oleh lefljugat I dan Torgugtt II. Sot£1ah beberapa kali 

mengadakan pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk beke~asama 

sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tarlggat 22 

Junl 2007 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugittl Notaris dl kota Oepok, 

dimana da!am perjanjian kerjasama teroebut para pihak hadir kecua!i Turut 

Tergugat 1tt di'wakift oleh kuasaoya yaitu Freddy Chandra; 

6. Bahwa ohh kar£-na akta perjanjian kerja'$ama Nomor 2 tanggal 22 Junt 2007 

dibuat oteh dan dihadapan :rurut Tergugat I Nolaris di kota Oepok antara 

Penggugat I dan Turut Tergugat Ill dengan Tergugat f dan Tergugat II tersebut 

telah ml3:menuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata sural peljanjian keljasama tersebut 

menglkat bagl para plhak yang membuatnya ; 

7. Bahwa banar dalam surat pe~anjian kerjasama tersebut pada lntinya 

disepakati hal~hai sebagai berikut: 

a. · Bidang~bidang tanah dan bangunan serta seluruh asset mnik CV. Axotica 

Aquarium ditetapken dengan nilal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam 

milyar rupiah), jumlah tersebut setelah dlkurangi jumlah hutang Tergugat I 

kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.&00.000,000,- (Satu n1Uyar enam 

talus )uta rupiah) dan kepada pihak ketiga sebasar Rp. 1.400.000.000,­

(Satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya ·'menjadi Rp. 

3.000.000.000.- (llga mllyar rupiah), akan ditatapkan sebagal nilai asset 

Perseroan T erbatas ya!1$J akan didirikan : 

b. Nama perseroan disE=pal<:atl dengan nama n-T. Golden Lobster, 

berl-.:edudukan di aogor dengan komposisi :saham : - . 
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Turut Tergugat 1 dengan menunjui< dan mens;~unak:an nama 

P ~nggugat II, sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,~ 

(Sembilan ratus juta 1 upiah), akan menyetor berupa uang ; 

Pcnggugat I sebesar 30 % atau seniloi Rp. 900.000.000,~ (Sembilan 

ratus juta rup1Jh), akan menyetor berupa uang; 

3. Tergugat I sebesar 30 % a!au senilei Rp. 900.000.000,- (Sembilan 

ra!us ju!a rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan 

a~set; 

4. Tergugalll sebesar Rp. 10% atau senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga 

ratus juta rupiah), yang penyetoran modalll)'a berupa tanah dan 

asset; 

c. , Susunan anggota direksi dan dewan . komisaiis disepakati sebagai 

bertku!: 

Komisaris Utama 

Komisaris 

Direktur Utama 

Direktur 

Oirektur 

Oirektur 

: Terguga! I 

: Penggugat I 

: Dicky Jaya Putera Johan 

: Rusli Suriadi 

: Terguga! II 

: Freddy Chandra 

: Kusman Llm 

d. Hutang Terguga! I dan Tergugalll kepada Turut Tergugat W sebes u Rp • 

. 1.600.000.000,-. (Satu milyar enam ra!us ju!a rupiah) menja<li hutang 

perneroan; 

e. Hutang Terguga! I dan Tergugat II kepada Pihak Keliga sebesar Rp. 

1.400.000,000,- (Satu milyar empat ra!us ]uta rupiah), akan dibayar oleh 

Para Penggugat seeara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- (Delapan 

ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 12 

bulan dan sisanya tetap menjadi tanggungan T~rgugat I ; 

8. 8ahwa benar Tergugat 1 selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobster 

setain diangkat selaku Komisaris Utama juga dibcri wewenang untuk 

rr.engelola budidaya lkan air tawarnobster dah lkan hlas sesuai keahliannya 

dan karena sejak awal tempat linggal Tergugal I berada di'lalam area 

perusahaan maka Para Penggugat masih mengijinkan meskipun rumah 
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t~f.OJJ'4: 
t '"0 erseblt.. sudah mer:jadi asset perusahaan dengan catatan flpabila perusahaan 

~ 

~ '1J 13h berjalan dengan batk 'fe:rgugat I akan diberi rumah diluar area 

~ ·p rusahaan, sementara Tergugat U selaku pemegang 10% saham PT. Golden 

t tt ·Jj J bster juua dfberi kedudukan selaku Direktur yang dalam menjalankan 

~. fekerj:1annya diban~u oi-Jh adik iparnya bernam& Joe Danlel Artanto yang juga 
~;;,p· 

merupakan karyawan CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. 

Golden Lcbster, seluruh biaya operasional Tergugat I d>n Tergugat II 

termasuk fasilitas berupa kendaraan operasiooal berikul soplr di1anggung oleh 

perusahaan diluar gajl perbulannya ; 

9. Bahwa benar seiring dengan pe~alanan waklu pada tanggal 06 Agustus 2007 
' 

Tergugatlll mendapatk<1n bukti penjualan lobster dan ikan hias yang dilakukan 

oleh Joe Daniel Artanto senilai Rp. 3.700.000,- (Tiga ]uta tu]uh ralus !ibu 

rupiah) tertanggal 21 Juli 2007 lanpa menggunakan faktur yang biasa 

digunakan perusahaan, hal mana diduga dilakl.lkan se]ak berdirinya 

perusahaan. \<arena hal tersebut dilakukan dituar jam kerja dan berdasarkan 

pengakuan Joe Daniel Art&nto saat dimintai pertanggungjawaban pada tanggal 

S Agustus '"!007, perbuatan tersebut dilakukan sepengetahuan serta unluk 

kepentingan Tergugat t dan Tergugat II. Sehubungan terjadinya Tindak Pidana 

dalam perusahaan yang dilakukan oteh Joe Daniel Artanto, untuk memberikan 

efek jera Ters~gat Ill telah melaporkan perbuatan tersubut kepada pihak 

kepolisian sesuai surat laporan polbi Nomor: LP/1581/KNIJI/2007/Res Bogor 

tanggal 16 Aguslus 2007, dan terhadap peristiwa tarsebut Tergugat II\ Ieiah 

melciPorlt..afl Kepada Para Penggugat; 

10. Bahwa benar sehubungan hal diatas, pada taoggal 13 Agustus 2007 Para 

Pengg_ugat_ menemui Tergugat I untuk mengusulk.an beberapa kebijakan 

menyangkut perusahaan supaya dapat dijalankan secara profesional dan 

proporslonal, ya:itu : 

1. Memberhentikall dengan hormat Tergugat li dari Dewan Direksi ; 

2. Memberikan kuasa kepada. perusahaan untuk mengurus 4 (eiTtpat) 

sertifikat perusahaan yang hlla.ng ; 

3. Meminl-._Tergugat I tidak bertempat tinggal di !ann ; 

4. Melaku!(an perombakan manajemen; 

11. Bahwa benar temadap us ulan tersebut diatas T ergugall menolak us ulan Para 

Peoggugat dan menyataj..,m lebih baik membubarl<ar. perusahaan, akibat 

ad~11ya sikap . penolakan maka hubungan antara pemegang saham daiam 
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~"'~r~•ero<'' menjadi fidak ham<onis. Sehingga dalam situasi yang tidal< l<ondis~ 

'(!i't,.ribul d!mlnta· agor Tergugat I dar, iergugat II untuk rnenyerahkan dan atau 

.jljj~'errrbalik<m modal kerja serta pembayaran hutang ic.epada Pihak KP.tlga 

Turut Tergugat V dan Turut Tergugat Vt yang te!ah dilakukan oleh Para 

Bahwa benar dalam siluasi dan kondisi perusahaan yang , terg<r1nggu 

operasionalnya, Tergugat I lien Tergugat n mominta ijin tmt~Jk menjua! hasil 

budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidal-: diijinkan oleh Para Pengugat. 

Waiaupun tidak dlberl ijln Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarknn hasll 

budidaya dengan paksa dibantu oleh pihak tuar dengafl menggunakan 4 
' .(l'_rn~at) mobil. Morasa perbuatannya berbasil pada tanggal 10 September 

?.007 Tergugat I dan Tergugat II bem1aksud untuk mengulangi perbuatannya 

letapi berbasil digagalkan oleh Tergugat Ill dengan dibantu keamanan 

setempat; 

13. Bah·Na twnar pada tanggal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan 

tanggal 09 Oktober 2007 direksi dan pemegang saham Pl. Golden Lobster 

telah mef'gadakan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa yang hasilnya . 
dicatatkan dalam Akta Risa!ah Rapal Umurn Pemegaog Saham Luar Biasa 

Nomor 8, 9 dan Akta ?ernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oteh 

dan dihadapan Turut Tergugat U, Notaris dan Pejabat Pernbuat A!d.a Tanah 

Kota Tangerang, de11gan isi keputusan antara lain· ffiemberhentikan ciengan 

honnat. Tergugat I !elaku komisaris utama dan Tergugat U seTaku Direktur 

Perseroan ·; 

14. Bahwa benar Para Penggugat telah rnengeh..:arkan biaya kepada Tergugat Ill 

dalam rangka melaksanakan lsi Perjanjian Keljasama Nomor 3 tanggal22 Juni· 

2007 dan biaya ope'<'Sional Tergugat Ill, seluruhnya be~umlah P.p. 

1.745.000.000,- {Satu milyar tujuh ratus empal puluh lima )uta ruplall). aeng-..,, 

perinclan : 

Era OpCrasional : 

Tanda Jadi Rp. 225.000.000,- {Dua ratus oua puluh lima(uta rupiah) ; 

Pembayaran kepada pihak l<etlga {Andl Suryanh>i Rp. 6!:'.00(>.000,- (Enam 

puluh ,ima (uta rupiah) ; 

QQerasignar: 

lnvestasl bulan Juni Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh (uta rupiah); 
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lnvestasi bulan Juli Rp. 130.000.000,· (Seratus tiga puluh juta rupiah) ; 

\%)~v<>Sta•si bulan Agustus Rp. 180.000.000,· (Seratus delapan puluh juta 

ff/v•es1lasi .bulan SeptGmber Rp. 150.000.000.~ (Seratus lima pufuh juta 

lnvestasl bulan Ok~>ber Rp. 60.000.000,- (Delapan puluh ju!a rupiah) ; 

lnves!asl bulan Nopember Rp. 40.000.000,- (Empa! puluh ju!a rupiah) ; 

K•,wajlb@n k•pada Pjhak !S§tiga ; 

F'embayaran kepada Turu! Tergugat V Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empa! 

puluh lima juta rupiah) ; 
. 

Pemba~aran kepada Turut Tergugat V1 Rp. 400.000.000,· (Empa! ratus juta 

rupiah); 

15. '3ahwa benar meskipun Tergugat I dan Tergt.-gat II telah diberhenUkan dcngan 

hormat dari jabatan di perseroan, akan tetapi sampai de:~gan saat ini sebagian 

besar asset yang telah mcnjar1i asset perusahaan ma~ih dalfim penguasaan 

iergugat I da.1 Tergugat II, sedangkan asset lainnya masih menjadi jaminan 

hutang pada TuwtTergug~t IV; 
. 

Berdasarkan hal-hal yany telah diuraikan diatas, mohor. kepada yang terhormat 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perl<ara ini unl-uk dapat kiranya 

memben"kan putusan yang soadil~adilr.ya (Ex aequo et bono); 

M!'!nimbilng, bahwa Turut T ergugat 11 menyampalkan jawaban tertulis 

tertanggal 18 Pebruan 2'J08 atas gugatan Para Penggugat tersobu! yang pada 

poko_knya adalah sebagai berikut : 

1. 8alv.va pada hari Selasa, tanggal25~09-2007 {Dua puluh lima September dua 

ribu tujuh), dir~ksi dan para pe_megang saham menga]ukan pembuatan Risalah 

Rapa! Umum Pemegang Sah,•m luar Blase (RUPSLB) PT. GOLDEN 

LOBSTER Pemanggilan t·ntUk Rapat teTah dilak.Ukan sebelumnya dengan 

penyampian panggilan secara <ural tercatat pada tanggal 07-09-2007 (Tujuh 

September dua ribu tujuh). Yang hadir dalam rapat adalah: 

· 1. ANDY HARTAWAN SARDJlTO (Selaku pemegang 900 lembar saham dan 

Komisaris Perseroan) ~ 

Pembatalan Akta..., I Novant A, FH UI, 2009



I 

Jurnlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adolah 3.000 (Tiga 

ribu) reml!ar dan yang haOir 1.800 (Seribu delapan ratus) fembar, Jadi kuorum 

kehadiran sebesar 60% {enam puluh prosen). Berdasarkan ketentuan Pasal 

22 ayat 1 juncto -Pasal 25 ayat 1 Angg~uan Oasar Perseroan, kuorum 

kehadiran Rapat paling sedikit 213 (Dua per tiga) bagian dari seluruh saham 

yang Ieiah dikeluarl<an Perseroan, sehingga Rapat tersebut tidak dapat 

dilaksanakan l<arena kuorum P.apat tidak terpenuhi. 

Jadi RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada , tanggal tersebut !idak 

mempunyai agenda rapat. Akta RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER dibert 

nomar 08 (Delapan). 

2. Bahwa pvda hari Senin, tanggal 08-10-2007 (Delapan Olctober dua ribu tujuh), 

direksi dan para pemegang saham mengajukan kembali untuk pernbuatan 

Risalah Rapat Umu.11 Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) FT. GOLDEN 

LOBSTER yang kedua. Pemanggilan untuk Rapat Kedua ini Ieiah dilakukan 
. ' 

sebelumnya dengan penyampaian pang:gi!t~n secarr. sural tercatat pada 

tanggai 26~09-2('<07 (Dua puluh enam September dua ribu tujuh). Yang hadir 

dslam rapat adalah : ·~ 

1. ANDY HARTAWAN SARDJITO (Sei<lku pemegang 900 lembar saham dan 

~om~~aris Petseroan) : 

2. Haji P.CHMAO ZAINI sclaku Kuasa untuk dan atas nama TOMMY DJOHAN 

QQ. PT. PUTRA SERSAUDARA MULIA (Selaku pemegang 900 lembar 

saham}; 

3. DICK' •. JAYA PUTRA DJOHAN (Setaku Komisaris Perseroan) ; 

4. RUSLI SURIADI (Selaku Dii"ektur Utama Perseroan}; 

5. FREDDY T JANDRA (Selaku Direktur Perseroan); 

6. KUSMAN UM (Selaku Direktur Perseroan). 

Juinlah sahatn yang telah ditcmpatkan dan disetor penuh adalah 3.000 (Ttga 

ribu) lembar dan yang hadir 1 .800 (Serlbu delapan ra!us) !ember. Jadi kuorum 

kehadiran sebesar 60% (enam puluh proser.). Berdasarkan ketentuan Pasai 

22 ayat 1 h~nif e juncto Pasal 25 ayat 4 Ansgaran Dasar Perseroan. kuorum 
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ket>adiran Rapat Kedua paling sediklt Yi. {Satu per dua) ctau 50% (Uma puluh 

~~resen) bagian dari se!uruh saham yang teiah dikeluarkan Per3eroan dengan 

_ ~'!)'l, suar<• yang sah, sehingga Rapat Kedua tersebut d.:tpat dilakoanakan 

11\atJha kuorum Rapat Kedua terpenuhL 

rn;,tAm RUPSLB Pl. GOLDEN LOBSTER pada !anggal tersebul mempunyai 

~~~;}.Q'e1nda rapat sebagai berikut : 

1. Pengut<uhan Anggota Dircksl dan Komisoris PersP.roan; 

Rapa:t menyetujui sccara musyawnrah-mutakat pengukuhan tersebut, 

dengan susunan sebagal berlkut: 

DIREKSI 

- Direktur Utama : RUSU SURIADI 

Dlrektur : INNEKEWIDJAYA 

Direktur : FREDDY TJANDRA 

!lireklur : KUSMAN LIM 

KOMISARJS 

- Komisaris Ulama : JOHANNES wtDJAJA 

Konoisaris : ANDY HARTAWAN SARIJJITO 

- Komisaris : OICKY JAYA PUTRA DJOHAN 

2. Penjualan Saham Perseroan; 

Agenda ini tidak dapat dilaksanakan karena INNEKE WIDJAYA dan 

JOHANNES WI.DJAJA tidek hadir kembar. dalam Rapat Kedua. 

3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan : 

Rapat menyetuj'Ji secara musyawarah-mufakat perubahan tersebut dan 

memutuska.n memberhentikan dengan hormat fNNEKE WIDJAYA dan 

KUSMAN LIM selaku Oirektur Perseroan, serta ,lt)HANNES WIDJAJA 

selaku Komisaris Utama. Sehingga terhitung seJak ditutupnya Rapat Kedua 

lni, susunan anggot~ Direksl dan Komisaris Perseroan adalah sebagai 

t..erikut: 

OIREI<SI 

D!rektur Utama 

Direktur 

- Direld.ur 

K0MISARIS 

- Komisaris Ut.:1.ma 

: RUSLI Sli~IADI 

: fREDDY T JANDRA 

: Dr. GAGAN PRAWIRA .3LIBARJAH 

: ISKANDAR AU 
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Komisalis 

Komisaris 

berwenang. 

4, Lain~la 1n ; 

:ANDY HARTAWAN SARDJITO 

:DICKY JAYA PUTRA DJOHAN 

Rapat menyetujui secara musyawarah~muiakat untuk membahas hal-hal 

lain, diantaranya adalah : 

a. Meoyetujui untuk menegaskan pemasukan ke dalam perseroan 

(lobreng) asset-asset alas nam<il JOHANNES WIOJAJA ke· datam 

Perseroan; 

b. Me•wetujtf. untuk menegaskan pemblokiran atao; 9 (Sembilan) sertipikat 

alas nama JOHANNES WlDJAJA dl Kantor Pertanallan Kabupaten 

Bogor, ya!tu : HM No. 184 (493), 185, 188, 189, 213, 243, 273, 276, 

352, tedeiak di Oesa Cogreg, Kabupaten Boger. 

Al<ta RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebut diberl nomor 09 

(Sembilan). 

3. Bah\va pada han Selasa, tanggal 09-10..2007 (SemLIIan 011\ober du• ribu 

tujuh). RUSU SURIADI bertlndak dalam jabatannya selaku Dlreklur Ulama PT. 

GOLDEN LQBSTER. berkedudukan di Bogor. menghadap untuk menuangkan 

hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. GOLDEN 

LOBSTER di alas untuk dlbual.k.an dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat 
Akta lni .akan disampaikan kepada Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia untuk menda:patkan pengesahan. 

Af..1a Pernyataan Keputusan Rapat PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal 
tersebut dtberi nom(lr 11 (Sebe!as). 

4. B•hwa keliga· ak1a tersebut di atas dibuat berdasarkan ketentuan Anggaran 

.Oa~ar PT. GOI.DEN LOBSTER yang Ieiah mendapat p<·ngesahan darl Menter! 

Hukum tlan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia, sesuai dengan Surat 

Keputusannya tertsnggal 27 -06-2~J7 (Dua puluh tujuh Agustus dua ribu tJjuh) 

nomor WS-0?..464 HT.01.01-TH.2007 dan Undang..Undang '. Perseroan 

T ernatao No. 1 T ahun 1995 serta. Undang-Undang Jab a tan Notaris No. 30 

Tahun 2004. 
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adalah sebagai be~iKut: 

oleh Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV; 

Gugatan Para Penggugat Error In r'ersona 

· Bhawa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat IV Ielah 

keliru (Error 1n Persona), dengan Pertimbangan sebagai ber1kut : 

1. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hokum dengan Para 

Pengguga1 mengenal permasatahan yang 'Sedang diperkaraka~. Hal mana 

sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang~undang Hukum Perdata yang 

menyat.alv n bahwa "Suatu perjanjtan hanya ber!ako antara pihak~pihaK yang 

membuatnya. Suatu perjanjian lidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak 

ke!iga ; !a~ dapat pihak-pihall ketiga mendapa! manfeat karena.~ya, selain hal 

yang diatl<rdalam Pasal1317 Kitab Undang-undang Hokum Perdata•. 

2. Turut Tergugat IV hanya memiliki hubungan hokum dengan Tergugat I 

berkenaao dengan pemberian fasilitas kred~ kepada CV. Exotica Aquarium 

yang mar.a Terguga! I dan Tergugat II b~rtindak sebagal Komisaris dan 

Direk!ur pada CV. leosebut. Mengenai hal tersebul, Ieiah pula diallui oieh Para 

PenQguga~ dalam petitum bul.ir 4 gugatan Penggugat yang menyebutkan 

bahwa Tergugat I memlliki kewajlban berupa hutang kepada Turut Tergugat 

IV; 

3. BerdasarkBn hal ters~but. mengingat pokok perkara yang menJadi dasar 

gugatan Penggugat adalah adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugal II 

kepada Para Penggugat sedangkan hal dimaksud sama sekall tidak 

b6rhubunpan dangan kewajlban Torut Tergugat IV melakukan prestasi atas 

perkara dimaksud maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang 

kellru (Error In Persona) ; 

Sehuburigan dengan ha~ha: tersebut, maka kami (furut Terg"gat IV) mohon 

perkenan Majeli~. Hakim yang terhormat bahwa guga!an yang diajukan Para 

Penggugat Error In Persona sehingga secara hokum patut dinyataka,, tidak dapat 

diterima (Niet OnVankelij~:e Verklaard). 
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FOKOK PERKARA : 

c_ ~~~va sega!a apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dengan 

hb~illat<1gar termasuk pula secara leng~ap dalam pokok perkara a quo ; 

AIJ~Ia Turut Tergugat IV menolak secaro tegas seluruh dalil-dalil yang 

~:;2;~1mJ>ailcan· oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, k!~CuaU yang diakui 

secara tegas dan tertulis oleh TuM Tergugat IV ; 

3. Bahwa lergugal I selaku Komisaris dan Tergugat II selaku Oirektur CV. 

Exotica Aquarium mempunyai hutang kepad::t Turut Tergugat N sebesar Rp. 

1.600.000 000,- (Satu mllyar en am ratus ]uta rupiah). Hal mana Ielah pula 

diakui oteh Para Penggugat ,da!am Petitum butir 4 gugatannya. 

Kewajibanlhutang Tergugat I dan Tergugat II ~epada Turut Tergugat IV adatah 

berupa pemberian fasiiitas kredit yang dituang kedafsm Perjanjian Kredit 

masing-masing ; 

3.1. Perjanjian Kredit Nomor : 2001/PIE/306 tanggal 15 Nopember 2001 

beserta perubahannya dengan maksimum k.redit Rp. 1.000.000.000,­

(Satu milyar rupiah); 

3.2. Pe~anjian Kredit Nomor : 20011PIEI307 tanggal 15 Nopember 2001 

beserta perubahannya d•ngan m~imum kredit Rp. 600.000.000,­

(Enam ratus juta rupiah): 

·~:3: Berikut perpanjangan, penggabungan dan pembaharuan kedua 

pe~anjian kredit di.a!as ke dalam Perjanjian Kredit Nomor20031PIEI126 

~~nggal:18 Nopember 2003 beserta p2rubaf1anoya <f;,:ngan maksimum 

kr~dit Rp. 1.600,000.000,- (Satu mllyar enam ratus juta rupiah): 

4. Jamlnan atas pemberian fasilitas kredit keapda Tergugat l dan Tergugat II 

setaku Pengurus CV. Exotica Aquarium beropa : 

4.1. Sertffil<at Hak Milik Nomor 256, Kelurahan Ccgreg tanggal 15 

September 1999 alas nama Johanes Wldjaya (TCrgugat I) yang te1ah 

diil:at denilan Hak Tangguogan Peringka! I senilai Rp. 588.500.000,~ 

(Lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai 

dengan SertiRI<at Hak Tanggungan Nomor 29/2002 tanggal 10 Januari 

2002; 

4.2. Sertifil<al Hak Milik Nomor 275, Dcsa Cog reg tanggal 30 Juni 1999 atas 

nama JohanesWidjaya (Tergugat I) dan Sertifil<a! Hak Mllik Nomor 208 

Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 alas nama Johanes Widjaya yang 

telah dilka! dengan Hak T anggungan Peiingkat I senilai Rp. 
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350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan 

Sertifikat Hak Tanggungan Nornor 305/04 tangga! 04 Maret 2004; 

Sertiflkat Hak Millk Nomor 209, Desa Cogreg langgai 2 Aprl11997 atas 

nama Joha 11es Widjaya (Tergugat I} yang telah diikat dengan Hak 

Tanggungan Peringkat J .senilai Rp. 296.000.000,~ (Oua ratus sembilan 

puluh delapan juta rupiah) sesual dengan SeMIIikal Hak Tanggungan 

N~mor 3112002tanggal10 Januari 2002; 

4.4. Sertifikat Hok' Milik Noma. 210, Dcsa Cog reg langgal 2 April1997 alas 

nama .lohanes Wldjaya (fergugat I) yang Ieiah diikat dengan Hak 

Tanggungan Peringkat lsenilai Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh 

juta rupiah) sesuai dengan S'ertlfikat Hak Tanggungan Nomor 30/2002 

tar .ggal 10 Januarl 2002 ; 

4.5. Sertffikat Hak Milik Nomor 211, tanggal2 April1997 ~~tas nama Johanes 

Wi1jaya {Tergugat I) yang telah diikat dengao Hak Tanggungan senilai 

Rp. 389.0~0.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembil'1n juta rupiah) 

sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2812002 tanggal 10 

Januari 2002 ; 

5. Sebagaimana penjeiJsan vide butir 4 Jawaban Turul Targugat JV bahwa 

terhadap jaminan yang diserahkan Tergugat 1 {snlaku pemegang hak atas 

sertlfikal·sertifikat tersebut) kepade Turut Tergugat IV Ieiah dilakukan 

pengikatan secara sempuma berup-'3, Hak Tanggungan atas masing-masing: 

sertiflkat ; 

6. Oleh karena itu, adalah tid~k t•pat dan bef31asan apabila Para Penggugat 

mengajukJn permohonan untuk meletak;;~n sita terhadap aset-aset milik 

Tergugat f a quo ·mengingat sebagian dari aset~aset tersebut vide butir 4 

Jawaban Turut Torgugat IV talah diSerahkan oleh Tergugat I kepada Turut 

Terguga~ lV sebagal jaminan atas fasilitas kredlt yang dlterlma oleh Tergugat L 

Hal mana telah dl!egaskan pula di dalam putusan Mahkarnah Agung No. 394 

KJPdt/1984 yang ·menyebutl<an bahwa terhadap barang yan0 sudah dijadikan 

jamlnan k.,dit tldak dapat dilelakan slla jamlnan ; 

7. Bahwa Turut Tergugat IV mertipakan l<redltur yang berilikad balk dan sesuai 

dengan Pasal 1 aya1 (1) Undang-undang Hak Tanggungan mempunyal 

ketludukan yang dlutamakan terhadap kreditur-kredttur lain atas asset-aset 

berupa tanah dan bangunan ·;edl butir 4 Jawaban Turul Tergugat IV di alas; 
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1. W.enerima Eksepsi Turul Terguga!IV; 

2. M~nolak guga!an Para Penggugat a!au seUdak·lidaknya menyatakan bahwa 

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak gugatan Para Pe•"lggugat mengenai sita jaminan atas Tanah dan 

Bangunan yang dijaminkan oleh Tergugat I terhadap Turut TergugatJV; 

2. Menyatakan tidak sah dao Udak berharga Sita Jaminc.n yang dlmohonkan oleh 

Para t>engguuat terhadap Tanah dan Bangunan ya09 sudah dijaminkan ofeh 

Tergugat I kepada TurutTergugat tv; 
3. t<.lenyatak.an bahwa Turut Tergugat IV sebagai kreditur yang beritikad balk dan 

oleh karenanya mohon agar dilindungi hak.-hak dan kepenttngannya sebagai 

pemegang Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan yang dijaminkan oleh 

Tergugat I kepada Turut Tergugst IV; 

4. Menghukum Para Penggugat untuk mem~S:yar seluruh biaya perk.are yang 

timbul Jalam perkara a quo ; 

Atau .apabila Majetls Hakim berpendapat lain, mohon P'Jtusan yang seadil~adilnya 

(Ex Aque Et Bono) 

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak mengajokan jawaban ; 

Manirnbang; bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, Ill, Turut Tergugat ll dan 

Turut Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan Repl1k tertanggal 26 Pebruari 

2008; 

Menimbang, bahwa alas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, II 

menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal22 April2008 ; 

Menirnbang, bahwa atas ~eplik Para Penggugat t'?.rsebut Tergugat Ill 

menyampaiksn Duplik secara tertur.s tortanggal11 Maret 2008 · 
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Penggugat 

tentang pendirian Perseroan Komanditer pv. Exotica 

Aquarium; 

Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Cogreg, 

Gambar Sltua~l No. 372911997, tanggal 21 Maret 1997, 

seluas 1.805 M2 ; 

Foto Copy Sertifll<at Hak Milik No. 209/Desa Cogreg, 

Gambar Situasi No. 372811997, tanggal21 Mare•\ 1997, 

seluas 860 M2 ; 

Foto Copy Sertlfikat Hak Milik No. ~10/Desa Cogreg, 

Gamb•r Situasl No. 372711997, tanggal21 Maret 1997, 

seluas 2.600 M2 ; 

foto Copy Sertifikat Hak Milik NfJ. 211/Dosa Cogreg, 

Gambar Situasl No. 372611997, tanggal21 Maret 1997; · 

seluas 1.945 M2 ~ 

Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Cogrog, 

Gambar Sltuasi No. 3724/1997, tanggal 21 Maret 1997, 

seluas 2.270 M2 ; 

Foto Copy Sertifikat Hak Millk No 243/Desa Cogreg. 

Surat Ukur No. 501Cogregt1996, tangg~l 14 Agustus 

1998, seluas 3.745 M2; 

Fott> Copy Sertifika:t Hak Milik No. 258/Desa Cogreg, 

Sural Ukur No. 64/Ccgreg/1998, tanggal 29 Desember 

1998, seluas 760 M2 ; 

Foto Copy Serlifikat Hak Mllik No. 273/Desa Cogreg, 

Sura! Ukur No. eeJCogreg/1999, tanggal 19 Oldober 

1999, seluas 1.543 M2; 

"--~--~ 
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Foto Copy Sertifikat Hak Mitik No. 275/0esa Cogreg, 

Surat Ukur No, 89/Cogreg/1999, tanggal 19 Oktober 

1999, seluas 1.330 M2; 

Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 276/0esa Cogreg, 

Surat Ukur No. 871Cogreg/1999, tanggal 19 Oktober 

1999, seluas 2.600 M2; 

Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 352/Desa Cogreg, 

Sural Ukur No. 169/Cogreg/2002, tanggal 2 April 2002. 

seluas 2.524 M2 ; 

Foto Copy • Sural Keterangan Hitang No. Pol, 

.sKH/626/111/2007/Res Bogar, tanggal 30 Maret 2007, 

sebagat bukti l<ehHangan Sertifil<at Hak Mllik No. 

184/0esa Cogreg, Seluas 1.2.95 M2, Serti!il<at Hak Milik 
' 

No. 1851Desa Cogreg, seluas 970 M2, Sertifikat Hak 

Milik No. 189/Desa Cogreg, setuas 2.070 M2, dan 

Sertifikat Hak Mi1ik No. 186/0esa Cogreg, seloas 

>.225M2; 

Foto Copy Pe~an]ian Kredit No. 20011PIE1306, tanggal 

15 Nopember2001 dati Bank Negara Indonesia: 

Foto Copy PeJjanjian Kredtt No. 2001/PiE/307, tanggal 

15 Nopember 2001 dari Bank Negara Indonesia ; 

Foto Copy Pe~anjian Kredit No. 2003/PIE/126, tanggal 

18 Nopember 2003 darl Bank Negara Indonesia ; 

Foto Copy Sural Pe!janjian Ke!jasama No. 2, tanggai 22 

Juni 2007 yang dibuat nleh dan dihadapan R. Syarief 

Budiman, SH.,ffurut Tergugat I Notaris di Kota Oepok ; 

Fotet Copy Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2.007, tentang 

pendlrian PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan 

dihadapan R. Syarief Budiman. SH.,trerg11gat I Notaris 

di Kola Depok; 

Foto Copy Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dad 

Gepartemen Hukum dan HaK Asasi Manusia ; 
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FOio Copy Surat Laporan Polisi No. 
STPU15B1Nlii/20071Res Bogar, tanggal 16 Agustus 

2007; 

Foto Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

Lui.r Biasa PT. Golden Lobster No. 8, tanggal 25 

September 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut 

Tergugalll; 

Foto Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Sahafl) 

luar Biasa. PT. Golden lobster No.9, tanggat 8 Oktober 

2007, yang dit;ual oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ; 

Foto Copy Akta Pernyat.an Ker-ulusan Rapat PT. 

Golden lobster No, 11, tanggal 9 Oktober 2007, yang 

dibuat oleh dan dihadapan 1iurut T ergugat II ; 

Foto Copy Akta Surat Kuasa No.4 tanggal22 Juni 2007 

yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat l ; 

Foto Copy A!rta Sural Kuasa No. 5 tanggal22 Juni 2007 

yang dibuat o!eh dan dihadapan Turut Tergugat' ; 

Foto Copy Kwil.ansi tanda terima uang aenilai Rp. 

100.000.000,· (Seratus ju!a rupiah), tanggal 22 Maret 

2007, Foto ·copy cek Bank Ekonomi No. BE 829165, 

tanggal 30 Maret 2007, senilal Rp. 70.000.000,- {Tujuh 

_ puluh juta rupiah) dan Foto Copy cek Bank Ekor.omi No. 

BE 831605 tanggal 23 April 2007 senilai Rp. 

60.000.000,· (Enam puluh juta rupiah); 

Foto Copy Bilyet Giro Bank Central Asia No. 68.835770 

tanggal21 Juni senilai Rp. 32.50C_OOO,· {Tiga puluh dua 

juta lima ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Cek Bank. . 
·· Ekonomi No. BE. 870863 scnilai Rp. 32.500.000,· (Tlga . . 

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) : 

Foto Copy bukti panerimaan deri PT. Golden 

Lobsterffergugat lit tanggal 27 .lunl 2007 senilai Rp. 

65.000.000,· (Enam puluh lima ju!a rupiah) alas nama 

PT. Putera Bersama Mulia!Penggugat II dan tanggal 28 

. Juni 2007 senilai Rp. 65.000.000,· (Enam puluh lima jula 

·--~-· 
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Foto Copy bukti penerimaan dari PT. Golden 

lobstGrfferguga1 Ill tanggal 17 Jun 2007 senilai Rp, 

65.000.000,- (Enam puluh lima jula rupiah) atas nama 

Andi Sardjito/Penggugat I dan Foto copy bukti setoran 

B~nk Ekonomi No. 989336 tanggal 19 Juli 2007 senilai 

Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ; 

Foto Copy pemindah bukuan Bank Ekonomi No. 67 4358 

tanggal 7 Agustus 2007 senilai Rp. 60.000.000,- (Enam 

puluh juta rupiao) dan No. 674423 tanggal 27 Agustus 

senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) alas 
' nama PT. Putera aersama Mulia/Penggugat II ; 

Foto Cc..py pennohonan pengiriman uang Bank Central 

Asia No. 0106027 tanggal 07 Jlgustus 2007, senilai Rp. 

60.030.000,- (Enam puluh jula tiga puluh nbu rupiah) 

dan foto copy bukti setoran Bank Ekonom! No. 601125 

tanggal 31 Agustus 2007 'lenilai Rp. 30.000.000,- (llga 

puluh juta rupiah), atas nama Andi SardjitofPenggugat I ; 

Foto Copy buktl setoran Bank F.konomi No. 062487 

!anggal 13 September 2007 senilal Rp. 50.000.000,­

(Uma puluh jula ruiah) dan No. 034639 tanggal 26 

September 2007 senllai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh 

lima juta rupiah) atas nama PT. Putem Bersaudara 

Mulia/Panggugat II ; 

Foto Copy buicti penerimaan dari PT. Golden 

Lobster/Tergugat Ill tanggal 10 September 2007 sen!lai 

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Iota copy 

bukti setoran Bank Ekonoml No. 601126 tanggal 25 

September 2007 senHal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh 

lima juta rupiah), atas nama Andi Sardjttol Penggugat I ; 

Foto Copy buldi setoran Bank Ekonoml No. 038353 

tanggal iO Oktober 2007 senllai Rp. 50.000.000,- (Lima 

puluh juta rupiah) dan No. 665512 tangg~l 26 Oktober 

2007 senilal Rp. 30.000.000,· (llga puluh ]uta rupiah) ; 

Foto Copy buktl setoran Bank Ekonomi No. 259533 

tanggal 01 Nopember · 2007 senilai Rp. 10.000.000,-
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{Sepuluh juta rupiah) dan No. 665535 tanggal 2 

Nopember ""007 senilal Rp. 30.0011.000,- (riga puluh jUta 

rupiah) ; 

Folo Copy Peljanjian pelunasan hutang Tergugat t 

kepada Suwandi Suryg1Turut Tergugat V ,langgal 4 Juli 

2007; 

Foto Copy fle~anjian Pelunasan hutang T ergugat I dan 

Elvira Tanardi/Suami Tergugat II kepada F.X. Theyuro 

Wirata/Turut Tergugal IV tanggal23 Juli 2007 ; 

. 
Menimbang, bah~a keseluruhan surat buktl tersebut telah dibubuhi materai 

cukup; 

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugcit tidak mengajukan saksi ; 

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat 1 dan U mengajukan surat bukU 

berupa sebagai benlwl: · 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Bukti T.l-11.1 

Bukti T. 1-11.2 

Buk1i T. !-11.3 

Bukli T. l-IlA 

Bukti T. ~-11.5 

Bulctl T.l-11.5 c 

Bukti T. 1-11.6 

Bukti T. 1-11.7 

Bukti T. 1-11.8 

Folo copy Akta Notalis No. 8 tanggal 20 Desember 

2000; 

Foto copy Akta Nolalis No. 1 tanggal4 Agustus 2.003; 

Foto copy PeJjanjian Keljasama tangyat 27 Aprii 2007 ; 

Foto copy Pe~anjian Ke~asama tang~al20 Junl2007; 

Folo copy Akte Notaris No. 2 tanggal 2.2 Juni 2007 

tentang Perjanjian Kerjasama ; 

Foto copy Pengakuan Hutang tanggal12 Mei 2007 ; 

Foro copy Sural Penggugal kepada Tergugat I tanggal 

6 September 2007 ; 

Foto copy Akta Notaris No. 11 tanggal 9 Oktober 2007 

tenlang Peryataan Keputusan Rapat PT. Golden 

Lobster; 

Foto copy Sura! No. 0011KOMIGlNIIJI2007 tanggal 2.2 

Agustus 2007 tentang Penutupan Farm Ciseeng : 
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Folo copy Sural No. 467/Som/JSSIXI/2007 langgal 14 

Nopernber 2007 perihal somasi ; 

Foto copy Sural Gugatan yang diajul<an oleh Gagan 

Pmwira & Partners di Pengadllan Negeri Cibinong 

de;,gan No. Reg. Perkara 139/PJt.G/2007/PN.Cbn 

pada tanggal16 Nopember 2007 ; 

Foto copy Surat No. 001/GUIUOOS, tanggal18 Januari 

2008, perihal Pengoperasian Tambak PT. Golden 

Lobster; 

Foto copy Laporan Penllaian Asset PT. Tridharma 

Jaspindo Utama ; 

Foto copy Sertifikat Hak Mink No. 185 atas nama 

Johanes Widjaya ; 

Foto copy Serfffil<at Hak Milil< No. 190 alas nama 

Johanes WKijaya ; 

Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 208 alas nama 

Johanes Widjays ; 

Foto copy Sertifike.t Hak Milik No. 209 al:as nama 

Johane' Widjaya ; 

Fc..to copy Sertifikat Hak Milik No. 210 atas nama 

Johanes Widjaya ; 

Foto copy Sertilikat Hak Milik No. 211 atas nama 

Johanes WidJaya ; 

Foto copy Sertifikat Hak Mi!ik No. 212 atas nama 

Johanes WKijaya ; 

21. Bukti T. 1-11.20 -. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 213 atas nama 

22. Bukti T.l-11.21 

23. Buldi T. 1-11.22 

Johanes Widjays ; 

Foto· copy Sertifiket Hak Milik No. 243 atas nama 

Johanes Widjaya ; 

Foto copy Sertifikal liak Milik No. 258 alas nama 

Johanes Widjaya ; 

24. Bukti T. 1-11.23 : Foto copy Sertinkat Hak Milif: No. 273 atas nama 
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Foto copy Sertlfikat Hak Milik No. 275 alas nama 

.Johanes Widjaya ; 

Folo copy Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama 

Jolmnes Widjaya ; 

Foto copy Sertlfikal Hak Milik No. 352 alas nama 

Johanes Widjaya ; 

Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 168 alas nama 

Johanes Widjaya ; 

Foto copy Surat pemberitahuan lelang dari Bank BNI 
• kepada CV. Excotio Aquarium No. MRC1711230 

tanggal24 Oktober 2007 ; 

Foto copy bukti setoran cicilan pembayaran atas 

hulang '-"· Exootie kepada PT. Bank BNI masing­

masing tanggal19 dan 21 November 2007, tanggal Z8 

Desember 2007, dan tanggal 2 Januari 2008 ; 

Folo copy bukii pembayaran rel<ening listrik alas nama 

Johahes Widjaya bulan Septembar s/d Desember 

2008; 

Foto copy bukti pembayaran rekening listriK atas nama . . . 
Diana bufan Septemt:.er s/d Oesember 2008 ; 

Foto copy tanda terima yang dikhirn oleh Sdr. Freddy 

Tjandra alas nama PT. Golden lobster kepada Bpk. 

Johanes W:djaya tanggal 1~ September 2007 ; 

Foto copy Surat pemberitahuan per.1utusan 

sambungan tistrik dari PT. PLN ; 

35. Bukti T. 1-11.34 10 fsepuluh) lembar Foto Jokasi petemakan ikan hias 

dan lobster; 

36. Bukti T. 1-11.35 Foto co~ Memo Internal No. 003NIIIIMUGL!2007 ; .. 
37. Buk1i T. 1-11.36 ; Foto copy Sural dan Departemen Hukum dan Hak 

Asasi tdanusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. 

W8.UM.06.02-2524, tanggal 08 Mel 2008 dan Foto 

copy Daftar pengesahan PT. di D"partemen Hukum 

dan Hak Asasi Man usia KantorWilayah Jawa Barat; 

Pembatalan Akta..., I Novant A, FH UI, 2009



40. BukU T. 1- 11.39 

41. Bukli T.l-11.40 

42. Bukll T.l-11.41 

43, BukU T.l-11.42 

44. Bukli T. 1-11.4 3 

45. Bukli T. !-11.44 

46. 13ukli T. i-11.•.5 

4 7. Bui<U T. 1-11.46 

48. Bukli T, 1-11.47 

~ 
' ' • 
• ' 

44 

Fate copy Tanda Bukll Lapor Kepolisian No. Pol : 

TBl1140N/2QOBISiaga-!11 ; 

Foto copy Sural Keterangan Domlsi!i Pentsahaan PT. 

Golden Lobster yang dilerbttkan oleh Kantor Oesa 

Cog reg dengan No. 500127NII2007 tanggal4 Juli 2007 

yang diajukan oteh Rusli Suliadi; 

Foto copy Namar Pal<ok Wajib Pajak (NPWP) No. 

02.644.254.1-403.000; 

Foto copy Sural lzin Usaha Pen:!agangan (SIUP} Besar 

No. 057/10-20/PBNII/2007; 

Foto copy Kliping Kor>~n dan Majalah tentang Fa111'1 

Johanes Wldjaya ; 

' Foto copy Surat Kunjungan dan . Praktek Kerja 

lapangan dari berbagai instansi maupun Pe~·guruan 

Tinggi Negerl dan Swasta di Indonesia ; 

Foto copy Surat Pemanggilan Notaris oleh Majeli:s 

Pengawas Wilayah Nataris Jawa B~•at !Jep~rlemen 

Hukum dan Hak Asasi Manasia Kantor Wilayah Jawa 

Bamt; 

Foto copy Surat Pemanggilan Pelapor oteh Majelfs 

Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Departeman 

Hu!Nm dan Hal<. Asasi M~musia Kantor Wilayah Jawa 

Barat No. 153/MPW..Jabar/2008 tanggal2 Juni 2008 ; 

Fota copy Kontrak Ke!ja, lertanggal14 Mei 2007 : 

Fato ·copy Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2003, tentang 

· Pendilian PT. Golden Lobster, dlmana Para Tergugat I 

dan 1
: tidak pemah mendapatkan salinan aslinya serta 

tidak pemah ·menandataogani dari Akta larsebut dan 

copy tersebut dill a pat me!alul penrlriman Tll<l ; 

Foto copy Daftar Buku Register Pendaftaran 

Perusahaan di Kanwil Dep. Hum dan Ham Jawa Barat. 

13ahwa dalam catatan Daftar Register Nomor SK 

Badan Hukum PT. Golden Lobster tida~ tercat~t dan 

Udak terdaftar; 
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denimt>an!g, bahwa keseluruhan sura\ bukti tersebuttelah dibubuhi materal 

,i~/nlml>an•g, ba"lwa dipersidangan teloh di dengar keterangan saksi Para 

i'Qdg,i\ i dan~~ yang telah bersumpah rnenurut agamanya dan menerangkan pada 

adalah sebagai berikut; 

1. Sakoi I : LEO SURYADI, BBM, 

Bahwa saksi sehagai ahli suntik ikan dan pemah berkerja dengan Tergugat I, 

kurang lebih 4 tahun ; 

Bahwa saksi tidak tahu PT -nya, hahya kenai T ergugat I ; 

- . Bahwa saksl tidak terikat pekeljaan hanya dipanggil untuk penyunb1<an dan 

dia terima 30 % dari hasil panen, dalam bentuk ika:nnya. bukan uang a:tau • 

gajl dari Tergugat I; 

Bahwa saksi tldak tahu tentang perosahaannya, saksl hanya kenai secara 

pribadinya ; 

Bahwa saksi sejak tahun 2002, tldak lagi bekerja dengan Tergug~t I; 

Bahwa saksi tahu perkembangan usaha Yohannes, semuanya milik 

Tergugat I; 

Bahwa s3ksi tahu diperusahaan Tergugat I sering ada yang mengadakan 

·~-penelitian dari pemerintahan; 

Bahwa s~ksi tahu ada kurang tebih 70 (tujuh puluh) orang karyawan, tinggal 

dirumah ternebt,.t, mereka adalah ya.'\Q mengurus ii<Bn-ikan tersebut ; 

Bahwa saksi tahu diirumah tersebut tidak ada kantor sebagaimana biasanya 

kantor-kantor, para karyawan tinggal dlrumah tersebut seperti mess : 

Bahwa saksl u~ahanya hanya ikan hills ; 

Sahwa haslloy-~ dildrlm untuk dieksport oleh expol1er dari Bandung dan 

Jakarta; 

Banwa saksi tahu tentang 11innya · ada dari DKP (Dinas Kel?utan dan 

Perfkanan}, dan hanya mengetahul ~arena ada pf!!:nelitian dari DKP, ijin 

secara te"rtulis tidalt pemah saksi flhat, dan yang menugurus iitnnya adafah 

Tergugat I; 

Bahwa seksi tahu tentang amlknya Tergugat I, lnneke, sejak menlkah 11dak 

lagi tinggal di sana ; 
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Bahwa saksl pernah lihat ada penghargaan I sertifikat dari OKP un tuk 

~ I; 

~ ~ saksl terakhir tiatang tahun 2007, datang sebagai tamu saja tidak 

!''Jalam hubungan kerj.:: dan saksi lihat ada lobster dan karyawannya kurang 

.;:::-~,I'J'Iet>ih 30 orang ; 

2. Saksi II: H. Emin Supliadie 

Bahwa saksi kenai dengan Tergugat I, pada waktu itu tahun 1992- 1996, 

pada waktu itu saksi sebagai Kepala Desa ; 

Bahwa saksi t8hU ··r ergugat 1 waldu itu pernah membeli tanah sejak tahun 

1992-19:18, beberapa kali; 

Bahwa saksi tahu usaha Tergugat I usaha ikan hias. usaha tersebut secara 

pribadi bukan dengan perusahaan, dan pembslian asset atas nama prlbadi 

Tergugat I, ada beberapa akte jual beli ; 

Bahwa saksi tahu luas pembelian tanah tersebut kurang lebih 3 Ha (tiga 

hektar) di lokasi Desa Cogteg, sekarang sudah ada Sertifil<nt atas nama 

T~rgugat t, yang dua atas nama orang lain. tapi JSUdah dibalik. nama dengan 

nama Yohannes W!djaya ; 

Bahwa pada waktu dibeli hanya bangunan keel!, lalu kemudian dibangun ada 

bangunan besar, ada mes~. ada .k~lam ikan hias dan ada tempat penelitian, 

jumlah kolam ikan hias tersebut ratusan ; 

- Bahwa sal.si ta.hu dulu tidak ada merk atau papan nama, sekarang cda 

papan nama PT. Golden Lobster kurang lebih 1 (satu) !ahun yang lalu; 

&!hwa saksi tidak lihat ada kantor disana, sekarang ka::yav"iannya tidak 

banyak yang banyak hanya seeuritinya, ko!am ikan hiasnya ratusan : 

Bahwa saksl tahu sejak tahun 1991alctivitas Tergugat I dibldang ikan hias 

dan karyawannya 50 % ada!ah pemuda-pemuda desa tersebut yang direkrut 

Tergugat 1; 

Bahwa sa~f tahu sekaraog feblh banyak satpam--satpam sementara 

kegiatan perikanan sepertinya Udak: beljalan : 

Bahwa saksl pernah mel!hat ada plang nama PT. Golden Lobster, p!ang PT. 

Golt:en Lobster t-ersebut tidak permanent hanya berupa spanduk; 
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i Ill : MARWOTO. 

Bahwa saksi tahu pada waktu ito bel:Jm ada badan hukumnya ; 

Bahwa saksi pada tflhun 2003 sudah beralih usaha; 

Bahwa saksi tahu !erakhir !a hun 2007, T ergugat I sudah budidaya di Lobster 

sebelumnya ikan hias, !;arena pada saat itu ikan hias mengalami lesu dan 

""b"era!ih ke Lobster ; · . 

Bahwa saksl tahu Tergugat I, CV. Exotic, berdiri tahun 2000; 

- Bahwa saksi setefah beralih dengan Tergug:at I sudah tldak. pemah membeli 

lkan dari Tefgugat I, d~o sudah eksport ikan hlas sendlri; 

Bahwa saksi sudah tidai< memJeli il-.;an_dari Terg~gat I sejak tahun 2001 ; 

- Bahwa saksi tidak tahu us aha T ergugat I usaha sendiri a tau dengan orang 

lafn; 

Bah\W saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengar1 Tergugat I ; 

Bahwa saksi tahu Tergugat l mempunyai kurang lebih 40 pegawe:i dan ada 

·rnessnya seria sa@na lainnya, yang terpisah dari lempat tinggal Tergugall; 

Bahwa pad: tahun 2007 saksl pemah berl<Unjung dalam rangka hubungan 

ternan, dan 1idak ada plang, karyawannya suclah mulai berkurang : 

Bahwa saksi tahu tanah dan lahan yang dilempati Tergugal I ada•ah milik 

T ergugat 1 oeluas 4 Ha ; 

• Bahwa saksi !idak tahu PT. Golden lobster, tahimya CV. Exotic ; 

Bahwa saks; tahu pemah melihat kolam..frolam 'lobster, yang pemasara:nnr11 

eksport; 

Bahwa saksi tidak perfiBh-melihat ijinnya, Tergugat I. tempatnya ada suatu 

tempat penentian dan pendldikan ; 

Bahwa Tergugat ' selain menjalin hubungan ketjasama dengan saksi juga 

dengan plhak lain ; 
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Waktu kedatangan saksi disana sudah ada Lobster dar. saksi pernah ikut 

menurunkannya : 

Bahwa saksi pernah main dan mengantar adik kelas pada bulan Pebrua.ri 

2007; mal,ang fjisana sebanyak 5-6 orang, magangnya pada bulan Juni­

Juli 2Q07, pemah bell lobster dan Tergugat lsebanyak 2000 ekor lobster; 

Bahwa seJama saksi magang nama perusahaannya Ychannes Farm • 

. menurut dl~ ttdak ada badan hukumnya, ijin magang ke Tergug&t I tidak~ada 

nama badan hukum!"tya : 

Bahwa saksl tahu pada bulan Nopember - Oktober tahun 2007. pernah beli 

tapi tidak dipefjual belik::tn oleh farm, karena ada persengketaan, lebih balk 

miiti dari pada dijual, acia bapak..t>apak yang menyatakan disana : 

Bahwa saksi tidak pemah mendengar nama Herman atau Anton ; 

Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2007. jam 5 sore ada syui<uran dan ada 

pefianjian dengan Investor, tetapi sal<sl tidak tahu siapa investor itu, karena 

pada saat saksi datang acaran:•a sudan Setesai: 

Bahwa saks: tidak_ pemah dengar ada PT. baru dan pemah bicara dengan 

Tergugat I bahwa sedang ada sengketa ke1jasama di bidang lobster; 

5. Saksi V : AGUS SALIM. 

.. Bahwa ~al<:sl berl<erja Gi bidang konsuttan keuangan : 

Bahwa saksi setetah melihat PT. Yohannos Farm bergerak dibldang 

pete~akan l~an hlas dan tcbster ; 

Bahwa saksi sejak tahun 2006 akhlr sampai terakhlr Tergugat I deal dengan 

investor baru pada tahun 2007, saksl mencarikan kredit ke bank ; 

Bahwa seingat saksi Yohanr.es Farm berbentu~ PT yang bergerak dibidang 

jl{an hias dan lobster ; 

Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 ada investor baru dan sejak itu saksi 

tidak menangani prOses pengajuan kredlt ; 

·--~ 
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ahwa saksi dan lemannya menyiapkan proposal Tergugat l untuk diajukan 

BNI: 

ahwa .saksi tldak pernah mendengar CV. Aquatik ; 

Bahwa hubungsn saksi dengan Tergugat I kanma sa!ah seorang murid saksi 

kenai dengan T ergugat I, ternan saksl menganal T ergugal I kare.1a per!u 

dana, karef'Ja teman saksl akuntan maka ternan saksi yang m~u. Yohannes 

Fatm memrunyai prospek yang bagll$; 

- Bahwa caksi tahU Kondisi farm terakhir sangat memprihatinkan. banyak 

benih~benih yang mati dan disana ada yang jaga ; 
. 

13ahwa sa~si tidak tahu ada PT. Golden Lobster ; 

Bahwa saksi tidal\ tahu investor yang masuk. karena p~da saat ltu saksi 

sudah pergl: 

Bahwa sal:sl tahu ada hutang piutang dl BNI sabanyak 1,6 milyar ; 

Bahwa sak'i lahu ada 2 (dua) Bank untuk Take over dan BNI : 

Bahwa saksi tahu ada investor baru dari ternan saksi ; 

Bahwa sak&i tahu ada kasus, k.arena kerjasama tidak b~lan mulus pacla 

bulan Agustus 2007, saksi ada tE!IpOn ke Tergugat !1, c1ia mengat.:ll;::an 

kalanya tidak dapat Investor yang tepat ; 

Bahwa saksi tahu kerjasama tidak mulus, dengar-dengar ada PT. Baru 

namanya bukan Yohannes Farm lagi, pada suatu saat sliksi bilang apa 

mungkln lembaga PT. tidak ada tanda tangan. Saksl masih sempat 

mengantarkan ke Oepartemen Hukum dan Ham hasilnya di Departemen 

Hukum dan Ham tidak ketemu, tetapl saksi memberi support moral; 

- Sakal tahu Tergugat I tinggalsendioian dan dllemanl karyawan: 

Saksi tidak pemah melihat Anggaran Oasar; 

Ba.hwa saksi pada bulan Agustus .diundang makan malam ; 

Bahwa saksi lahu dart Tergugatll CV Exotika adalah asset Yohannes·Farm 

mum\; 

Bahwa saksi tidak tahu ada investor baru yang hanya 2 (dua) mityar kurang 

blsa mengt asai seluruhnya dan saksl tidak tahu Investor menanamkan 

modalnya; 
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atau lebih, dibuat dlhadapan saksi-saksi pengesahan nama PT, kemudian 

dibuat angQaran dasar ; 

- Bahwa menurut saksl jlka ada perubahan Anggaran Oasar, harus dttekankan 

status, penghadap blsa dalall') ~e Nolaris terdekal telapi harus da!am 

wilayah kerjanya, untuk min!a peruhahan Anggaran Dasar, kalau ada 

peruba,an dalam minuta ada rua.ng kosong untuk direr.voi dan ditanda 

Iangan! plhak dan dlparaf; 

Sahwa rOenurut saksi dihubungkan dengan kasus, akhir akta di tanda 

· -tanganl pam. pihak dan saksl-saksi kalau salinan <:licap ~otarls : 

- Bah~ menurut saksi minuta tidak bisa keluar, yang bisa mint.'la yang 

dilegalisir kecuali untuk forensic k"!aslian tanda tangan ; 

B3t)wa menurut sa.ksi minu1a kosong ( bukti T-1, II). salinan hukii P-18, 7C 

y-.sng dilega!isir bisa seperU d!kemukakan Polis!, Jaksa untuk forensic ~ 

- Bahwa menurut saksi jika ada .safinan dikelual1<an ada perbedaan yang 

berlan~gung jawab adalah Noiaris ; 

Bahwa mer.urut saksi, dalam UU No. 1 tahun 1995 ada kewajlban sebelum 

disahkon Dep. Kum dan Ham harus ada bukti seior ke bank untu~ 

peogesahan ke Dep. Kum dan Ham ; 

- Bahwa men·1rut saksi Perubahan··pengurus c.ukup pemberitahuan direksi 

keputu!ian RUPS dllaporkan ke Dep. Kum dan Ham ; 

Bahwa menurut saksi dalam UU PT. mengatur batas minimum Anggaran 

Dasar forum tertinggi Eidalah Anggaran Dasar, Forum rapat SC/1, quorum 

pengambilan keputusan·· peru~ahan Anggaran Dasar ~. pemburulran PT. 

tldak boleh ka.,na lldak Quorum ; · 

Bahwa menu,ut saksi dalam RUPS tidak harus dihadirl Nolaris, kalau dlhadirl 

Notarls membuat alas permintaan Olreksl, dalam Akte Notalis, me"'ka 

dibolehkan rapat sendlli, akla partai dan disahkan Notaris hasll rapat 

{ dituangkan dalam akte ; 

.; 
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Bahwa menurut saksi riibuat mlnuta kalau belum ada KTP blasanya bisa 

kosong, ta!u minula yang koso·ng tidak bvleh keluar salinan. Kalau para pihak 

Jengkap dlb•cakan aktcnya dan ditanda tangani ; 

Ba~ menurut saksi setetah sah dan sudah lengl<ap para penghadap 

diserahkan sannan : 

Bahwa menurul saksllegalislr dari Notaris. mengesahkan dokumen ltu benar 

dan keadaannya benar : 

' - Bahwa menurut saksi berdasarkan Pasal 1668 KUHPerdata dan Peraturan 

Jabatan Notaris kalau dilaoggar menjadi akte dibawah tangan karena akte 

peru.firian PT,, m~ka harus akta otentik, ri1inuta. dlanggap sempuma setelah 

Gitanda tangani para pihak dan ditutup ~ 

Bahwa menurut saksi dalam Undang~Undang PT. penyetoran saham bisa 

tunai, pengambilan sahamnya kalau penyetoran saham bukan tunai rn~salnya 

tanah harus dilakukan penila1an tanahnya dan hatus diumumkan da1am surat 

kabar, bila PT. berbadan hukum, pen'yetoran saham dafam bentuk tanah 

harus dlsetujul dalam RUPS dan jil<a tidak dlbayar tunal harus secara tegas 

dicantumkan dalam akle pend!riannya ; 

Bahwa menurut saksi jika para penghadap menandatangani sedangkan 

saksi tidak maka bl:rclasarkan pasf'' 10 P JN akte ftu menjadi "kte dibawah 

tanoan; 

Menimbang, bal•wa Tergugat Ill dlpersidangan te~h mengaJuka.n surat buidl 

:._ berup~_:_ 

1. Buktl T. Ill- 1 

2. Bukti T. Ill- 2 

·Foto copy Akta Pendirian Perseroan denuan nama PT. 

Gokien Lobster berkedudukan di Bogor, sebagaimana 

tertuang dalam Aida No. 3 yang Jit>uat oleh · dan 
dlhadapon Turut Tergugat I Notarts dl Kota Depok ; 

F<tv eopy Sural lzln Usaha Peroagangan (SIUP) Besar 

Noinor: 05711020IPBNII12007; 
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5. Bul<li T. Ill - 5 

6. Bukti T. Ill- e; 

7. Bul<ti T. 1111-7 

a. BukU T. 111- B 

9. Bukti T. 111- 9 

10. Bul<ti T.lll-10 

11. Bul<li T. 111- 11 

12. Bukti r. 111-12 
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Foto copy Tanda Oartar Perusahaan Perseroan 

Terbatas Nomor TDP: 10.20.151.03858; 

Foto copy Y..eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RfiJublik lndonesia Nomor 

WB.02464 HT.~1.TH.2007 Tentang Pengesahan Akta 

Pendirian Perseroan T erbatas : 

Foto copy Sural Laporan Pollsi Nomor 

LP/1581/KMI/2007/Res.Bogor, tanggal 16 Agustus 

2007; 

Foto copy bukti penerlmaan blaya dalam rangka 

melaksanakan isi Perjanjian Kmjasama Nomor 3 

tanggal 22 Junl 2007 dan biaya operaslonal dari Para 

Penggugat kepada Tergugat Ill ; , 

Foto copy bul<li Laporan Kas (Petty Cash) PT. 13olden 

Lobster Per 25 Juni s/d 31 Juli tahun 2007; 

Foto copy bul<li Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden 

Lobster Per 1 sld 31 Agustus lahun 2007 ; 

Foto copy bukti Laporao Kas (Petty Cash) PT. Gok1en 

Lob!'ler p..,- 1 sld 30 September lahun 2007 ; 

Folo copy bukli Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden 

Lobster Per 1 s/d 31 Oktober lahun 2001 ; 

Fcto copy bul<li Laporan Kas (Petty C.Sh) PT. Golden 

Lobster Per 1 s/d 30 Nopember tahun 2007 ; 

Foto copy Pembayaran pada percetakan Negara 

Republik Indonesia ; 

Menlrnbang, bahwa keseturuhan surat bukti tersebut te1ah dibubuhl materai 

~ cukup; 

I . Menimbang, bahwa dlpersldangan telah di dengar kelerangan saksi 

Tergugat Ill ;tlalig teiah bersumpah meo•Jrut agamanya dan mene:rangkan pada 

pokokr.ya adalah sebagal berikut : 
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~'tOJ:~ V:::'• i: ASEP SUMARNA 

~ ~ 
0 

wa saks• "ekerja d1 PT. Golden Lobster antara bulan .lull 2007 sampai 

~ e an Nopcmber 2007, kuran-g lebih 4 bul:m, dibaglan A1~ministrasi 
~~ angan: 

~-· ahwa saksi tidak tahu jal ,a tan Andi Hartawan ; 

' j 

Bahwa saksi tahu saudara Andi Hartawan, lneke dan Johannes adatah dafi 

PLGolden Lobster ; 

Bahwa saksi digaji oleh PT. Golden Lobster; 

Bahwa saksl tahu lneke Wijaya !<Erena dia atasan saya dan Direkturnya 

waktu iju adaiah bapak Rusli sebagal Dlrektur Ulalna ; 

- Bahwa Tengku Johansyah sebagallnvestor; 

Bahwa saksi tahu mereka di Golden lobster kar~ma Waktu rtu ada peresmian 

makan-makan dan ada pembentukatl PT. Golden Lobster dan pad a waktu itu 

tidak ada pldato, katanya sekarang kita PT. Golden Lobster; 

Bahwa setahu sakst usahanya dibidang Lobster dibudidHyakan la!u dijual ; 

. -~nwa bulan Nopember saksi berhenti bekerja mengundurkan dlri karen a 

tidak ada kerjaan, pada bulan Juli Ag'ustus ada ketjaan setelah itu ribut, ada 

pencurian udarig'udang lf<lng tidak.boleh keluar; 

Bahwa yang fibut setahu saks! Pak Yohannes dengan Investor dan saks! 

tahu karena ada pencurian ud8ng ; 

Bahwa yang htencuri tersebut fsunya pak Yohannes ; 

- Bahwa saksl tahu benloknya merel<a berupa Perang mulut dan bada 

pendapatnya maslng·maslng, ]adl tldak ada pen]ua!an ; 

Bahwa mesklpun rebut tapl masih ada produksl allan tetapl tidak ada yang 

dijual kar~ma tidak boleh oleh Investor ; 

- Bahwa karyawan yang d!gajl ~wang leblh 30 orang dan yan~ dlbayar gaj!nya 

hanya kacyawan lapangan ; 

Bahwa saksi kerja sebelumnya di Ciseen,9 dan atasan saya adalah Pak 

Ruslan Jubatannya General Manager, dlresmikan bulan Juli 2007 ; 

Bahwa saksi tahu ada Penurunan penjualan, Karena saksl terima bulan J~li 

f Agustus lancar, September tidak ada penjualan; 

l 
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. '.];~ "(}~ ahwa vanQ saksi ketahui meo~enai peniualan V<:ill!J !ida~ dilaoorkan 
' ' ' 

0 './. 
~ ~ U$ahaan dan saksi tahu darl pak Usman. iual100 ma~>uknva 50 ; 

~ CS. a saksi Udak tahu mer,!lenai oeniualan atau laooran oenerlmaan 

~ niua!an karena saksi baru belaiar: 

.... Bahwa ::iaksi sebaaai karvawan pada PT. Golden Lobster. oada saat 

oeniualan saksi tidak oernah melihat ada PT. lain. iadl vantt diPaianQ hanva 

ada PT. Golden Lobster: 

Bahw!'i sa'tSi pemah melihat dokumen vaitu exotica : 

Bahwa saksi kena disana apa ada plan" PT. Golden Lobst•r <etelah 2 (dua) 

butan oere~m!an : 

Menimbaru:s. bahwa Turul Ternu~at IV dipersidangan telah menRaiukan sural 

bukll berupa : 

1. Bu~tiT.T-1V.1 

2. Bukfi T. T- IV.2 

3. Bukti T. T -1V.3 

4. Bukti i. T-IV.4 

5. Bukti T. T -1V.5 

6. Bukti T. T-IV.6 

7. Bukti T. T-IV.7 

8. Bukli T. T- IV.8 

·9. Bukti T. T-IV.9 

Foto copy Penanilan Kredil Nomor 2001/PIEI306, 

tanQQal15 NolJember 2001 : 

Foto copy Paiianiian Kredit Nomor 2001/PIEfJ07. 

tans:~~al15 Nooember 2001 ; 

Folo copy Sertifikat Hak Milik No. 258, Kelu<"han 

Cogr®. tanQQal 15 September 1999 <Jias nama Johanes 

Wodiava: 

Folo copy Sertifikat Hak Milik No. 275 Desa Cogreo 

tanooal 30 Junl1999 alas nama Johanes Wodiava ; 

Folo copy Sertifikat Hak Milik No. 208 Desa CO}lreo 

tanoaa! 2 Apri11997. alas nama Johanes Wldlava : 

Foto (;Opy Sertifikat Hak Mllik No. 209 Desa Co~reQ 

tannaa12ADri11997 alas nama Johanes Wldiava; 

Foto ·copy Sertifikat Hak Milik No. 210 Desa Co~reQ 

ta099a12 Abrit 1997 a.tas nama Johanns Wtdiava; 

Folo copy Serlifikat hak Milik No. 211 lanQ;~al 2 April 

1997 alas nama Johanes Widiava ; 

Foto copy Sertifikst Hak Tanoounoan Perinokat Pertama 

Nomor: 2912002 tanoaal10 Januari 2002 van>~ menoikal 

SHM 1\!0. 258 atas nama Johanes V ftdiava sebesar RD. 
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588.500.000,· (Uma ralus delapan puluh delapan ju\a 

lima ratus ribu rupiah) ; 

foto copy Sertiflkat Hak Tanggungan Perint;kat Pertama 

Nomor : 305104 tanggal 4 Maret 2004 yang mengikat 

q '-1M No. 276 alas nama Johanes Wtdjfiya dan SHM No. 

208 alas nama Johanes Widjaya senilai Rp. 

350.000.000,- (11ga ratus lima puluhjula mpial1); 

Foto copy Sertiflkat Hak Tanggungan Peringkat Pcrtama 

Nomor: 3112C02 \anggal10 Januari 2002 yan~ mengikal 

SHM No. 200. atas nama Johanes Wtdjaya seni\ai Rp. 

298.000.000,- (Dua ratus sembllan puluh delapan juta 

rupiah) ; 

12. Bukti T. T-IV.12 : Foto copy Serlifikat Hak Tanggung~n Perinyl<at Pertama 

Nomor: 3012002 tanggal10 Januari 2002 Y""l' mengikat 

SHM No. 210 atas nama J.:lhanes W!djaya 'Senilai Rp. 

520.0:10.000,- (Uma ratus dua puluh juta rupiah) : 

13. Bukti T. 1-11.13 · • Foto ;;opy Serlifikat Hak Tanggungan Perlngkat Pertama 

Non!Or : 26!2002 tanggal1 0 .Januari 2002 yang menglkat 

SHM No. 211 atas nama Johanes Widjaya senila.l Rp. 

389.000.000,- (11ga ·r>tus dolapan puluh sembilan juta 

rupiah) ; 

Menimbang, bahwa keseluruhtn su:at buidi tersebut telah dibubuhl materai 

cukt;p; 

Menimbang, bahwa untuk mcmpersingkat uraiafl putusan ini, n'laka segala 

sesuatu yang terjadi dlpersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 

"perstdangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan In:; 

Menlmbang, t'lahwa setanjUtnya Penggugat, Tergugat I, 1!, Tergugat m dan 

Turut Tergugat tv, telah mengafukan kesimpulan ; 

'Menlrtbang, bahwa para pihak yang bersengketa tidak mengajukan apa -

- apa lagi maka memohon putusan ; 
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

ONPEtjS! 

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat terse:but dlatas,. 

Tergugat I dan ·tergugat 11. telah mengajukan Jawabanya berupa Jawahan Tergugat 

I dan II Dalam Konpensi dan Gugatan ~alam Rekonpensi. Tergugat Ill, telah pula 

mengajukan Jawaban berupa Jawaban Tergugat Ill, Turut Tergugat II telah 

mengajukan Jawal.lannya berui)a Jawaban Atas Perkara No. 

139/Pdt.G/20071PN.Cbn dan TunJt Tergugat IV Ielah pula mengajukan Jawabannya. 

berupa Jawaban Per1:ara No. 139/Pdt Gf20071PN.Cbn. 
1 
dimana Tergugat I dan 

Tergugat II da~ Turut Tergugat IV dalam Jawabannya tersebut telah ·pula 

mengajukan Eksepsi terhadap gugatan dari Para Penggugat ; 

Menimbang ~hwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada 

pokoknya adalah mengenai haiRhal sebagai benlwt : 

A. Para P6nggugat tidak becwenang untuk mengajukan gugatan. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU No. 4.0 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, keabsahen seseorang menjadi pemegang saham 

·pada. suatu ?erseroan Terbatas harus!ah dlbuktikan dcngan bukti penyetoran 

modal ke dalam perse,r Jan. Bahwa pada kenyataannya, balk Penggugat I atas 

nama Anrli Hartawan ·Sardjito maupun atas nama Turut Tergugat Ill Teuku . . 
Anwar Djohansyah qq PT. Putera Bersau<lara Mulia. tidal< pemah melakukan 

penyetoran modal kedalam Perseroan, semer.tara dalam. gogatannya. Para 

Penggugat mendalilkan dirinya berada dalam k2pa$ltasnya sebagai pemegang 

saham dan Komisaris Persero.1o. 

Biihwa seb;.~ga:lmas:-a kes.epakab:m dalam Akte No. 2 tanggal 22 J_lmi 2007 

tentang Perjanjian Kerjasama,,YSOQ dibuat oleh dan dihadapan Turut Terguaat 

I. Tergugat 1. dan Tqrgugat l! dengan Para Penggugat bermaksud untuk 

mendirikan PT. Golden Lobster :etapl kenyataannya hingga saat ini Para 

Penggugat dan Tuiut Tergugat Ill tidak pemah melakuksn pcnyetoran modal 

sebagaimana isi Akte tersebut dlatas, rlengan demikian Para P£ngg:;gat bukan 

sebagai pe.oegarlg saham dan atau PT. Golden Lobster menurut hukum 
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B. Gugatan Kabur ( obscuur libel). 

1. Bahwa sebagaimana da:am gugatannya, Penggugat II principal, PT. Putera 

Bersaudara_ Mulia, da!am mengajukan gugatannya diwakiU aleh Tommy 

Djohan, sedangkan dalam Aide No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang 

Perjanjlan Kerjasama sebagal: dasar hubuogan hukum antara Para 

Penggugat dengan Tergugat I dan II, Penggugat Principal PT. Putera 

Eersaudara Mt:lia diwakni o!eh Teuku Anwar Ojohansyah yang datam 

gugatannya justru ditempatkan sebagai Turut Tergugat 1U bersama-sama 

dengan Penggugat I principal Andi Hartawan Sardjito sebagai r: ihak Keclua 

berhadapan dengisn Para Te>.rgugat J dan II sebagai pihak Pertarir:t 

Elahwa dalam Aide No. 2 b;nggal 22 Junl 2007 tersebu~ Plhak Kedua 

adalah Andi Hartawan Scrdjito bersama--sama de:-:gan Teuku· Anwar 

Djohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara Mulia, maka 

menurut hukum, keberadaan ~-... ~.~ku Anwar Ojohansyrth adaley~ sebagai 

Penggugat dan bukan sebagai Turut Tergugat sebagalmana dolam guga!an 

Para Penggugat aquo. Bahwa dengan ditariknya Teuku Anwar Djohansyah 

s~\)agai -Turut Tergugat Ill yang seharusnya menurut hukum adalah 

Pei',ggugat, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur 

alias tidakjelas ( obscuur libel). 

2. Bahwa b ;gilu juga gugatan Para Penggugat yang men:arik dan menjadikan 

pihak lain sebagai turut tergugat namun d~lam posita £U9lltannya ttdak 

menguraikiln peran dan perbuatan apa yang dilakukan olen Para Turut 

Tergugat yang menJakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, telah 

mengakibatl<an gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias lidak jelas 

atau setidak·tldaknya telah Salah dalam meoentui<an Tergugat ( error In 

persona). 

3, Bahwa g1Jgatan Para Penggugat aqua, dlmana Para Penggugat dalam 

kapasitasnya sebagai para pemegang saham dan Komisari$ PT. Go1den 

Lobster, namun temyalli dalam gugatannya Para F'enggugat juga telah 
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dengan 

a Gugatan Para Penggugat error ln persona dengan ala!: an sebagai berikut: 

Bahwa Turut Tergugat IV !ldak mempunyal nubungan hukum dengan Para 

Penggugat mengen3i permasalahan yang sedang diperkarakan; 

Bahwa Turut Tergugat IV hanya memlllkl hubungan hukum dengan Tergugat I 

berkeriaan dengan pemberlan fasilitas kredit kepada CV. Exitic J\qUariurn yang 

~an!! Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagal Komisaris dan Direktur darl 

CV tersebut ; 

Sahwa berdasarkan hal tf!rsebut. mengingat pokok perkara yang menjadi dasar 

gugatan Pengg:ugat adalah ad any a kewajiban Tergugat ~~dan Tergugat fl kepada 

Para Penggugat sedangkan hal dimaksud sama selr..ali tidak berhubungan 

dengan kewaj;ban Turut Tergugat lV melakukan prestasi atas perkara dimaksud 

maka gugatan Para ·Pcnggugat merupa'<an gugatan yang t<eliru ( Error tn 

PersOna J. 

Menimbang bahwa lerhadap eksepsl darl Tergugat I dan Tergugat II da!am 

hunJf A tersebut ~latas, yang menyatakan bahwa Pam Penggugat tidak '""'venan9 · 

untuk mengajukan gugat8n, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana 

p~rtimbangan Majetis Hakim dibawah inl ; 

Mt:m!mbang baiT.,va tethad.at) e~psl tersebut, menurut Majeiis Hakim sudah, 

masuk dalam materi pokok perkara _ya:np akan dipprtlmbangkan bersama~sama 

dengan pertimbangan terhadap pokok perka'ra inl, karena apa:kah benar antara 

Para Penggugat de~g~~. Tergugat I dan Tergugat U te!ah ada kesepakatan 

f<:etjasama untuk mendirikan sebu(th Perseroan Teibatas dan apakah juga telah 

terjadl pendirian Perseroan T~ib?itas ter,sebut serta ap~kah benar Para Penggugat 

belum pemah melakukan per.yetoran modal ke dalain Perseroan lerbatas yang · 

didirlkan tersebut sebagal syarat wu)ud dldl;ikannya suatu Pe10eroan Ted:>atas ? Hal 

Pembatalan Akta..., I Novant A, FH UI, 2009



• 

)9 

huruf 8.1. yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugal kabur karena dalam 

surat gugatannya telah menempatkan Teu!-:u Anwar Ojohansyah sebagai Turut 

Tergugat, seharu ;nya Teultu Anwar Djohansyah juga dijempatkan sebagai salah 

salu pihak Penggugat, akan Majells Hakim pertimbangkan sebagaimana. 

pertimbangan Ma~elis Hakim dibawah ini ~ 

Menimbang bahwa berdasarKan Akte Notaris R. S~,arif Budlman ( Turut 

Tergugatl ) yallu Akle No. 3 langgal 22 Junl 2007 yang rneiUpakan Akla Pendlrian 

Perseroan Terba:as ( bukti P-18 ) bahwa datam Akta torsebut. pendlri clan 

pemegang saharn dari PT. Golden Lobster adalah .Para PengguJal dan Tergugall 

dan Tergugal II, karena pokok sug<ilan sengkala dar! gugatan Penggugal pada 

masalah·pendirinn Perseroan tersebut, maka stidah tepat kalau Para Penggugat 

menempalkan Tuan Teuku Anwar D]ohansyah sebagal pihak Turut Tergugat bukan 

. . sebagai salah ""'" plhak dan Para Penggugat, karena Tuan Teuku Anwar 

D]ohansyah bukan pendtn.dan pemegang saha«>·dari Akta No. 3 langgal 22 Junl 

2007, karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para 

Penggugal kabur ( obscuur libel ) katana menempalkan Teuku Anwar Djohansyah 

sebagai Turut Tergugat Ill yong seharusnya ~itempalkan sebagai pihak Penggugat 

bersama..sama dengan Para Penggugal, menurut MaJetls Hakim, tldak!ah cukup 

be':'Siasan: 

·~-Menimban£; bahwa pen,empatan para pihak sebagai PenggLOgat maupun 

sebagai Tergugat dan Turut · Tergugat adalah didasarKan pada hal: Penggugat 

.m..mentukan slapa. saja yang. ingln. dlgugatnya, penempalll:n Teuku Anwar 

Djohansyah pada posisi ""bagat.sa'ah oalU Turut Tergugat menggambarl<an bahwa 

Teuku Anwar Ojohansyah !Janya mempunyai hubungan hukum dalam gugalan ini 

sebatas pada ineillllall putusan, jadi be!um tentu Teuku Anwar Cjohansyah ( Turul 

Tergugallll) Ielah melakukan petbuatan yang mengakibalkan keruglan bagl pihak 

Para Penggugat karenanya dalam gugalan Para Penggugat tidak ada keharusan 

untuk menguraik:.m pnran .dan Stat~ perbuatan Teuku Anwar Djohansyah selaku. 

Turut Tergugat HI dalarn perksra lni, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para 
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1006"~ 
"I'~~' gugat, tetapi cukup menggmt1barkan ada hubungan hukum dengao sa!ah satu .. 

p 
0 

Para PengguJat dan Para Tergugat, sehingga dengan menempatkan yang 

b gkutan seb~ai salah Jatu Turut Tergugat, mak-a ta dapat diharapkan 

tfr:~IGati apa yang akan diputuskan dalam perl<ara ters~but; 

Menimbang bahwa begitu juga terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat 1\, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, penempetan Para Turut 

Tergugat tersebut karena mempunyai keterl<ailan hubungan hukum dengan pihak 

Par? Penggugat' maupun Para Tergugat, dari beberapa · hubungan hukum yang 

dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehlngga justru 

apabita lidak ditempatk8n sebagai p!h~ak Turut Tergugat maka gugatan Para 

Penggugat menjadl kuoang plhak yang berakibat gugatan menjadi tidak sempuma, 

sehingga bisa dinyatakan sebagai gugatan yang tidak d~pat diterima karena kurang 

pihak yang digugat , 

Menimbang ba~w~ berdasarkan alasan pertlmbangan tersebut diatas, maka 

eksepsi Tergugat I dan Tergugat 11 dAlam huruf B angka 1 dan 2 tersebut dlatas, 

yang meriyatakan gugatan Para ?enggugat kabur dan tida1~ jefas karenl saJah 

menentukan Tergugat ( error in persona }. dalam hat ini menurut Majelis Hakim, 

tidak cukup beralasan. karenanya eksepsi tersebuf haruslah d!tolak : 

Menimbang bahwa temadap el<sepsi Tergugat I dan Tergugat II pada huruf t! 

angka 3 yaitu bahwa gugatan Pam f'enggugat aquo, dimana Para Pengguga.t 

dalam kapasitasnya sebagai para pemegang saham dan Komisaris. PT. Golden 

LObster, namun temyata dalam gugatannya Para Penggugat Juga telah menjadiKan 

Pi". Golden Lobsler sebagal Tergugat Ill, sehir.gga dengan demlklan, Pam 

Penggugat telah menggugat dirinya sendiri, akan Majells Hakim perttmbangkan 
sebagalmana pertimbangan Majelis Hakim dlbawah inl ; 

Manlrnbang bahwa dalam IJU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

( PT ), ada bebeoipa komponen organ dalam keberadaan suatu Perseroan Terbatas 

~ ~::u::g( d~::~:~~~=~·~:~~ra:o:::~::::o;~:~~=~ P:,~:~:.~:~:; 
I . dan tugas maslng-maslng yang berbeda satu dengan lalnnya, sehingga dapat 

menimbu]kan 'petbuatan dan kepentingan hukum yang betbeda pula, seJangkan 

. yang menjalankan Perse.roan Terbatas •dalah Pengurui; ( direksl-<llreksi ) dan 

RUPS ( Rap3t Umum Pemegang Saham )dengan dia\Va.sl oleh Dewan Komisaris: 
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~ l<liO~-?r 
~~ Menlmbang bahwa sesuai dengan dalil gugolan Para Penggugat dan Akta 

P tanggat 22 Juni 2007 ( bukti P~1a ), bahwa Para Penggugat adalah Pendiri 
~ . 

us perr,agar,g saham dad PT. Golden lt1b$ter, dan Para Penggugat 

~ nlah Pengurus ( direkskiireksi ), yang menjalankan roda perseroan terbatas 

""".:;;,"""'"ebut, sehingga Para Penggugat menggugat PT. Golden Lcbster bokanlah 

. . 

menggugat dinnya sendiri lcarena PT. Golden Lobster adalah terdili dar! 

Pengurusnya dan RUPS, dan Pengurusnya adalah t~rdili dari, semul~ Rusli Suriadi 

( Direl<tur Ulama ), lnneke Wtjaya {Oirektur ), Freddy l]andra ( Oirektur ) dan 

Kosman Um ( Oirektur ) kemudian mengalami perubahan dalam RUPSLB ( Rapat 

Umum Pemegang Ssham ·.uar B!asa ) yaitu terdi<i dan Rusli Suriadi ( Dlrektur 

Utama ), Freddy Tjandra ( Olrektur ) dan Dr. Gagan Prawira Subarjah ( Direktur ), 

dengan demiklan Para Penggugat bukanlah sebagai Pengurus dan PT. Golden 

lobster yang menjatankan roda perseroan terbatas tcrsebut i 

' Menimbang bahwa kemudicn dalam Pasal 61 ayat ( 1 ) UU No. 40 tahun 

2~07, menentul"n bahwa ·sel/ap pamogang saham bemak mengojukan guga~tan 

tetha.dap perseroan ke Pangadt1an Negeri, epabHa dfrogikan., karana tindaksn 

porseroan dlanggap Wak adif dan tanpa alasen wajar sabaga/ akibat kaputusan 

RUPS. Direksi, danlatau Dewan Komisaris". Dan ayat ( 2 )nya bernuoyi : "gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan ke Pongadilan Negari yang 

daerah hukunmya melipuli tempat kadudukan parseroan'. Bahwa 1~~ ketentuan 

Pasal 61 UU N~. 40 tahon 2007 tersebut dlatas, Para Penggugat sesuai dengan 

dalil Para Penggugat, setaku pemegarr.g saham dapat mengajukan gugatan 

terhadap perseroan karllma tindaka:n hukum aklbat tindakan yang tidak adll dan 

. tanpa alataO oleh keputusan RuPS. Dlreksi maupun Dewan Komlsaris perseroan in 
casu PT. Golden Lobster : 

Menimbarg bahv.-a dari uraian pertimbangan tersebut dlatas, mal(a eksepsi 

Te~ugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur 

karena Para Penggugat menggugat PT. Golden Lobster sebagai Torg"gat !II a~alah 

menggugat dirlnya sendiri, adalah tidal< cukup beralasan karenanya eksepsi 

tersebut juga haruslah ditolal< ; 
., 

Menimbang banwa berdasarkan pertlmbangan-pertimbangan te!>lebut d!atas 

maka eksepsi dan Tergugat I dan Tergogat II, menuflJt Ma]elis Hakim tldak cukup . 

beralasan kareoanya eksepsi dari Tecgugat I dan Tergugat ll tersabut ditolak untuk 

seluruhnya : 
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1\!enlmbang bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat IV, yang 

akan bahwa gugatan Para P~nggugat adalah error in persona kar $na Tuwt 

t IV tidak mempun~ral hubur.gan hukum deng'm Para· Penggugat tetapi 

mempunyai huJ?u.ngan dengan TP.rgugat l dan TerS)ugat II, !-\arena Tergugat I 

Ternugat 11 selaku seiaku Komisaris dan Oirektur dari CV. E.·mtic Aquarium dan 

Tergugat I masih memilil<i kewajlban hutang kepada Turut Terguga! IV; 

Me;imbang bahwa oleh karena bardasati<an dalil gugatan Para Penggugal 

dan Akla No. 2 tanggal 22 Juni 2007 serta Akla No. 3 bnggal 22 Junl 2007 tentang 

kerjasarria Penditian PT. Gokfen lobster bahwa hutang plhak Pertama yaitu 

Tergugatl ke1>ada plhak t<etiga termasu~ hutang Tergugat I kepada Turut Tergugal 

IV dikUrangi kedalam asset penyertaan modal yang dlsetorkan kepado PT. Golden 

Lobster yang baru didirikan tersebut. dengan jaminan tanah--tanah da_? asset~asset 

atas nama Tergugat I ; 

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Para_ Penggugat tersebut. memang 

sudah seharusnya kal~u Turu, Tergugat IV ditarik sebagai salah satu pihak Turut 

Tergugat dalam perkara aquo karena mempunyai keterkaltan hubungan hukom 

dengan CV. exsQfu) Aquarium dan dengan Tergugat I, sedangkan "Tergugat I 

menjalin hubungan kerjasama dengan Para Penggugat; 

Menimbang bahwa berdasarkO' pertimbangan tersebut diatas. maka eksepsi 

dmi Turut Terguga: IV yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah 

error tn· pef$ona ·karena Turut T-ergugat W tidak mempunyal hubungan hukum 

dengan Para Peoggugat, tidak cukup beralasan, karenanya eksepsl tersebut juga 

haruslah ditotak ;· 

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada ketentuan dalam.Pasal136 HIR 

yang menyatakan Pah'Na ekSepsi yang tidak berkaitan dengan f:ompetensi absolut 

dari suatu Pengadilan haruslah ditofak dan akan dipertimbangkan bersama-sama 

dengan pertimbangan terhadap p6kok pe"tkara ; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan·pertimbangan tersebut diatas, 

·-· ·maka el<sepsi dart Tergugat I dan Tergugat II oorta eksepsi dari Turut TergU9at IV, 

haruslah · ditolak unt•Jk seluruQnya • 

. . 
~-

' 
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surat Gugatannya, Para Penggugat pada 

.. 'ia menr.;emukakan dEtlil gugc:1tannya sebagai berikut bahwa pada tanggal 22 

\ ut1n 007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat It te!ah rnend~rikan 

~ ~~ eroan dengan nama PT. Golden Lobster. berkedudukan di Bogor, sebagaimana 

iertuang dalam Al<la No. 3 yang dibuat dan dihadapan T~rut Tergugat L Bahwa 

sebelum didirikari pcrusahaan sebagaimana dimaksud poin 1, Tergugat I adalah 

selaku persero di~m dengan jabatan Korriisaris CV. Exotica Aquarium, sedangkan 
' Tergugat II adatah selaku persero pengurus Oengan jab.atan sebagai Oirektur dart 

dan karenanya untuk dan atas namn pe.fseroan komanditer CV. Exotica Aquarium 

yang didirl.kan berdasail<an Al<la No. 8 tanggal 20 Desember 2000 di~uat o!eh dan 

dihadapan Aris Hendrawan 1:-ialim, SH Notaris di Jakat1a. Bshwa CV, Exotica 

Aquarium !;e!aku badan hukum berge~L:; dalam usaha budidaya ikan atr 1awar 1 
'. 

lobster dan ikan hias. dengan memiliki :asset: 

a. Bidang~bidang tanah hak milik yang semuanya terdaftar atas nama Tergugat I 

tertetak di Oes:1 Cogreg, Kecatriatan Parung, Kc.bupaten Boger. Provinsi Jawa 

Barat, yail~ Sertifikat Hak Mmk No. 208/0esa Cogreg, Sertifil:at Hak Milik No .. 

209/Desa Cogreg, Se!1ifikat Hak. Milik No. 210/0esa Cogreg, Sertlflkal Hak 

Milik No. 211/0esa Cogreg, Se!1ifikat Hak Millk No. 213/Desa Cogreg, Sertifokat 

Hak Mink No. 24.3/D.esa Cogreg, Sertiflkat H•~ MHik No; 258f[)esa Cogreg, 

Sertifikat Hak Milil< No. 273JDesa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa 

Cogreg, Sertifika! Hak Milik No. 276/Desa Cogreg, Sertifikal tlak Milik No . 

. . 352/Desa Cogreg, .ser jfikat Hak Milik No. 164/Desa Cogreg, 'Sertifika! Hak 

Milik No. 185/Desa Cogreg, Sertiiikat Hak Milik No. 189/0esa Cogreg, dan 

Sertifikat Hak Milik No. 1 66/Desa Cog reg ; 

b. 8a.ngunan-tangunan yang didinl\an di atas tanah sebagaimana diuraikan 

dlatas yaitu : bang~nan~bangunan rumab tinggal untuk .karyawan, bangunan­

kantor 2 ( dua ) lantai, 1 ( satu ) una gazebo type B, 2 ( dua ) unit gau>bo type 

C, banguna11 mess, bangunan mushola, gudang seluas, 2.000 ( dua ribu ) 

meter persegi, afat-alat untuk opera!'Uonal farm dan invenfaris kantor. 

Bahwa Tergugall selain mempunyal aset-aset sebagaimana diu <>ikao dlatas, Ieiah 

pula mempunyai hutang kepada ' 

a. Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu mllyar enam ratus juta 

rupiah); 

I 

L~-
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sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu mtliar empat ratus juta 

'-J,~er,iml,ar'g bahwa selanjutnya Para Penggugat meodalilkan bahwa dalam 

~:""1~41; kesuman keuangan karena terlilit hutang, Tergugat I dan Tergugat 11 telah 

"'-;;:;;;,; nJ;aj,lk Penggugat I dan Turut Tergugat Ill untuk bekeljasama, dimana dalam 

kerjasama tersebut Penggugat I dan Turut Tergugat Ill bertindak selaku investor 

terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah 

beberapa kali mengadakan pertemuan, kedua betah Plhak sepakat untuk 

bekerjasa:na sebagalmana dituangkrm dafam akta perjanjian kefjasama No. 2 

tanggat ~2 Junl 2007, dibuat o!eh dun d:ihadapan Turut Tergugat I, dimana <lafam 

pe~anjlan k~Jjasama tersebut para pihak hadlr kecuati Turut T~rgugat Ill. Bahwa 

, dF'Iam sural [le~anjian kerjasama tersebut pada lotinya disepakati hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bidang~bidang tan:ah dan bangunan serta seluroh a.set milik CV. Exotica 

Aquarium ditdtapkan dengan nilai sebesar Rp. 0.000.000.000,- ( enam miilar 

rupiah ) 1 iumlah terseout serelah dikurangi jumlah hutang Tergugat i Kepada 

Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu mlr.ar enam ratus jure 

rup"•ah ) dan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1 AOO.OOO.OOO,- ( satu mi\iar 

empat ratus ju!a N?iah ) sehingga slsanya menjadl Rp. 3.000.000.000,- ( llga 

.JI'!I!~r ruPiah ) aJ;an ditetapkan· sebagai nilai aset Perseroon Terbatas yang 

akan didirikan ; 

b. Nama, perseroa.1 dlsepa"3ti dengan nama PT. G:tlden lobster, berkedudukan 

dl Bogor der.gan 'kompos:Si saham : 
'• 

1). Tu~t Tergugat l dengan rnenunjuk dan mengg:unakan M"'na PT. Putera 

Bersau<fara Mulia, sebesar 30 "lo al.au senna! Rp. {100.000.000,* ( sembilan 

ratus juta rupiah ), akan menyetor berupa uang ; 

2}. Penggugatl sebesar .'30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( scmbU~n ratus 

juta rupiah ), akan m~nyetor berupa uang : 

3), Tergugal I sehesar Rp. 30 % atau senllai Rp. 900.000.000,- ( sembilan 

ratus juta rupiah ), yang penyetoran modalnya berupa lanah dan aset ; 

4). Terguga! II sebesar 10 % atau senilai Rp. 300.000.000,- ( Uga ra!us jula 

rUpiah )1 yang penyetoran mcdalnya berupa 1anah dan aset; 

c. Komposisl anggola Dlreksi dan Dewan Komlsarls dlsepakati sebagal berlkut : 

1\omlsans· Utama. : Tergugat t. 
Komisaris : Penggugat L 
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: Dicky Jaya Putera Johan. 

: Rusli Surtadi. 

: Tergugat II. 

: Freddy Chandra. 

: Kusmanlim. 

d. Hulang Torgugat I dan Terguga! II kepada Turut Tef\jugat IV sebesar Rp. 

1.600.000.( 00,- ( satu mlliar enam ratus jula rupiah ) menjadi hu'ang 

perseroan: 

. e. Hutang Tergug<ii T·dan Tergugat U kepada Pihak KeEga sebesar Rp. 

1.400.000.000,- ( satu miliar empatllllus jula rupiah) akan dibayar oleh Para 

Penggugal secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- ( delapan ratus tujuh 

puluh dua juta lima ratt:s ribu rupiah ) diangsur sefama 12 bulan dan sisanya 

telap menjadl tanggungan Tergugat I . 

Bahwa Tergugat I selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobs!er se!ain 

diangkat selaku Komisaris Utama juga diberi diberi wewenano untuk mengetola 

budidaya ikan air tawar /lobster dan ikan hias sesual keahliarinya <;ian karena sejak 

awal tempe! tinggal Tergugat I berada didalam area perusahaan mal<a Para 

Penggugat mastO mengijinkan meskipun rumah tersebut sudah menjadi aset . . : 

perusaha=.n dengan catatan apabila perusahaan telah be~alan dengan baik 

Tergugat I akan diberi rum8h diliJar area perusahaan, sementara Tergugat n $elaku 

pemegan~ 10 % saham PT. Golden lobster juga dibeli kedudukan setaku dirc.ktur 

yang daiam men]alankan pekerjaannya dibantu .'oleh adik ip:l'Tl)'<:l bemama .Joe 

-Daniel Artanto rang . juga merupakan karyawan CV. Exotica Aquarium sebelum 

dilebur menjadi PT. Go\dun Lobster, &u1llruh biaya operasional Tergugat 1 dan 

Tergugal I! termasuk fasilitas berupa kendaraan operasional berikut sopir 

ditanggut:g oleh perusahaan diluar gaji perhulannya. Bahwa kemudian Para 

Penggugat mendapatkan laporan. dari Tergugat Ill mengenai adanya penyimpangan 

dalam pengBio!a&n perusahaan dimana pada tangga! 6 Agustus 2007 Tergugat 111 . . . . 
mendapatkan bukti penjualan lobster d~m ikan hias yang dilakukan illeh Joe Daniel 

• • • j • -

Artanto senilai R>. 3.70Q.OOO,- ( tiga juta !ujuh ratus tibu rupiah) tertangga! 2·1 Jull 

2007 tanpa meng£unal<an faktur yang blasa dlgunaklln perusahaar., hal mana 

diduga dilakukan scjak berdirinya perusahaan karena dil~kan diiuar jam kerja d~n .. 
berdasarkan pengakuan yaw; bersaogkulan saat 'dlmlntai partanggungjaw.aban 

pada tanggal 8 Agust.us 200·~ , p·erbuatan tersebut cfll~kukan sepengetahuan $erta 

untuk kepenting~n Tergugat I dan Tergugat H. Bahwa S(;hubungan deogan hal 

~~---
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profesional dan proporslonal, yaitu : 

emberhentikan dengan horrnat Tergugat il dari Dewan Direksi; 

Memberikan kuasa kepada perusahaan un,uk: mengun s 4 { empat ) sertifikat 

perusahaan yang hilang ; 

(3). Memin!e Terguga! l tidak bertempat tinggal di farm; 

(4). Melakukarfperombakan manajemen. 

Bahwa Tergugat_ I menolak usula~. Para Penggugat dan menyatakan lebih 

baik membuLa.rkan. perusahaan,_ akibat 3danya. slkap penolakan mnka hubungan 

antara pemegang saham dalam perseroan menjadi tidak hnnnonis. Sehingga dalam 

situasl yang tidak kondusif tersebut dlminta ag~r Tergu~at 1 dan Tergugat U untuK 

menyerahkan dan atau mengembalikan modal ke1ja .serta pembayaran hutang 

kepada pihak ketiga yaffu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yanJ Ieiah 

dilakukan oleh Para Penggugat ; 

Bahwa dalam situasi dan kondisi perusahaian yang ..• terganggu 

operasionaJnya, Tergugat I , dan Tergugat II meminta ijin untuk menjual hasll 

budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidak diijinkan o~eh Para Penggugat. Wa1aupun 

tidak diberi ijin Tergugat 1 dan Tergugat II tetap mengeluaril<n hasil budidaya dengan 

paksa diba~ o~eh plhak luar dengan menggunakan 4 { empat ) moblL Merasa 

pe!buatannya berhasil padn tanggal 10 Sep!ember 2007 Tergugat I dan Tergugat I! 

bermaks>.~d untuk mengulang; perbuatannya tetapi ber11asii digagalkan oleh 

Tergugat Ul dengan dibai\lu keamanan setempat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 

25 Se~tember 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 09 Ok!<>ber 2007 direl<sl 
" -· . " . 

dan pemcgang saham ·f?T. ·Gclden lobster telah. mengadakan rapat umum 

pemegang saham !Oar blasa yang hasilnya dlcalatkan dalam Alrte Risalah Rapat 

Umum Pemegang Sah.:1m Luar Biasa No. 8 dan 9 dan akta Pernya~11n Keputusan 

Rapat No. 11 yang dibuat .dan dilladapan Turut Tergugat II, kemudian dengan lsi 

keputusan anlara lain memberhentikan dengan hormal Tefllugat I selaku Komisarls 

Utama dan Tergugat II selaku dlrektur perseroan. Bahwa berdasart<an uraian 

·terseb~ diatas Tergugc:·t I semula se'""'m Komisaris Utama dan Tergugat 11 semula 

selaku Direktur telah melakukan tindakan 1ercela, yang merugll<:an Para Penggugat 

selaku investor. Karehanya perbuatao Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat 

dikategortka.n telah melakukan perbuatan melawan hukum. BahWa akibat pertluatan 
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't\~o~Jt lawan hukum yang di!akukan o!eh Tergugat l dan Tergugat II, telah merugikan 
0 

1, 
Penggugat baik secara Llaterii\ maupun immateriil ; 

~ Menimbang bahwa lerhadap dalil gugatan Para Penggugat ters<lbut diatas, 

~ gat I dan Tergugat II membanlah dan menolaknya dengan menyatakan yang 

"""='lOI!Ida pokoknya adalah bahwa dalil-<ialil Para Penggugat pada angka 1 gugatannya 

yang mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Junl 2007, Para Penggugat dengan 

TNgugat I dan Tergugat II Ielah mencirikan PT. Golden Lobster adalah dalil yang 

tidak beriar dan aharus ditolak, dengan alasan-alasan bahwa hingga gugatan lni 

diajukan. temyata PT. Golden Lobster secara hukum lldak pemah ada karena 

sesuai dengan A~ No. 2 tanggal 22 Junl 2007, Para Pengguga' dengan Terguga.t I 

dan II baru berkehendak I bermaksud akan mendirilran PT. Golden Lobster akan 

. te~pi para pihak, khususnya Para Penggugat tidak pemah mela'lrukan penyt::loran 

modal sekallpun Ielah diwajibkan berdasa<kan Akta No. :0 tanggal 22 Juni 2007 

tersebut selain ilu Tergugat I dan Tergugat II tidak pemah menandatangani Akta No. 

3 tanggal22 Juni 2007 tentang Al<ta Pendirian PT. Golden Lobster. yang dlbuat oleh 

dan dihadapan Tcrut Tergugat I. Bahwa jika diperhali.~an isi dan mater\ kese1Uitlhan 

pe!janjian l<e!j•sama yang pemah ditandatangnni tersebut yang terakhir dengan 

Aida No. 2 tanggal 22 Juni ·2007 adalah mengandung caeat hukum karena 

mefanggar asas misbruik van omstandinghede·n ( penYalahgunaan kedudukan dan 

keadaan ekonomi yang ~ruat) ; 

Maniffibang b3hw8. dari dR1!1 gugatan Para Penggugat -dim bantahan dalam 

~awaban d~ui Tergugat t da.n Tergugat II tersebut diatas1 maka yang menjadi pokok 

sengketa anlara· Para Pfinggugat dengan Tergugat I dan Tergugat li adalah apaka.h 

__ .ben~r_VI1ah ·terjadi kesepakaCan ketjasama pendirian sebuah Perseroan Terbatas 

yang diberi nama PT. Golden Lobster antara Para Penggug~t dengan Tergugat I 

dan Tergugat II ; 

Menin1barig bahwa pada awalnya Tergugat I dan Tergugat 11 mempunyai 

persekutuan Komandi!er yang dibetl nama CV. Exotica Aquarium yang didlrikan 

berdasarlwn Akta No. 8 tanggal 20 Des ember 2000 ( bukti P-1, bulcti T-1-11-01 ) 

dengan pesero aktif ( pesero- pengurus ) yafiu Sendy Setiadi sebagai Direlc1ur 

Utama, Elizabeth sebagai Dlrektur dan Tergugat I sebagai Kon.osansnya, 

salanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2003 dibuat Akta No. 1 tertanggal 4 Agusrus 

2003 ( bufcti T-IRIIR02) terjadi pemasul<l;an dan penge!uaran pesero serta perubalum 

Anggaran Dasar CV. Exotir. Aquarium yaitu perubahnn Pesero Pangurus ( pc:;ero 
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membuat perjanjiao kerjasama dibawah tangan dangan Turul ':"eruuQat Ill ( hukti T-1-

11~03 ) yang b~nnaksud untuk menditikan perseman terbatas d~ngan modal Cisetor 

sebesar Rp. 4.400.000,0J!),....,.(E!mpal miliar empat ratus juta rupiah) dengan nama 

yang akan d!tentukan kemudian dan dengan komposisi pe_Jnegang saham adalah 

Tergugat I sebesar 50% (lima puluh pernen) atau senilai Rp. 2.200.000.000,- ( dua 

miliyar dua ratus juta ~piah ) yang penyetoran modalnya berupa tanah ~an aset. 

sedangkan Tumt Tergugat 111 sEtbesar 50 % ( lima JlUluh persen ) atau senilai Rp. 

2..200.000.000,- { dua· mtliyar 4ua ratus juta rupiah ) akan menyetor berupa uang 

kepade Terguga11. Bahwa disepakali juga bahwa sebagai tanda jadi 'keikutsertaan 

Turut Tergu-gat Ul dalam· perseroan yang akan didirikan tersebul Turut Tf:rgugat Iii 

Ielah menyator uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 225.000.000,- ( dua retus dua 

puluh Hma juta rupiah). Sahwa jumlah uang yang diserahkar oleh Turut Tergugat Ill 

tersebut kepada Tergugat I akan diperhltungkan sebagai pe;nasuk:an modal 

ked a lam pen: ero~n Y,ang akan ?~tril~an tersebut ; 

Menimoang bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Jun1 2007, Tergugal I dan 

Tergugat It molakukail perjanjian keqasama iagi dengan Turut Tergu~Jat 11t dan 

Penggugat I ( bukti T-l..fl..o4 ) yang isi petjanjian ke!jasarna ters:etut antara lain 

Tergugat I dan Tergugat II dengan Tun.rt Tergugat 111 dan Penggugat I setuiu untuk 

mendirikr.irl. perseroan terbatas _dengan memakai nama PT. Golden Lobster dengan 

modal disetor sabasar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga mllyar rupiah ) dan dengan 

komf)osisi pemegang. saham adalah Tergugat I sebesai 30 % dan Tergugat ~~ 

sebesar 10% aiau senllai Rp. 1.200.000.000,- { satu m!lya( dua ratus ju':a: rupiah) 

yang penyetoran modalnya bet1}p• tanah dan .Set sedangktln Turut Tergugallll 

dengan menun}uk dan menggunakal) nama PT. PutJ:a, Bersaudara Mulia sebesar 30 

% atau senilal Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus jula rupiah ) dan Penggugat I 

sebesar 30 % ajau sennal Rp. 900.000.000,- ( sembllim ratus jula rupiah ). Bahwa 

disepakaU pula dalam peijanjlan ke~asama lni bahwa hutar.g rN. ExoHoa Aquarium 

kepad• BNI seb~sar Rp. 1.60p.aoo.ooo.- ( satu milyar enam ratus juta rupiah ) 

men)adi hutang perseroan, hutang Tergugat I dan Tergugat U kepada pihak ketlga 

sebesar Rp. 1.400.000.000.~ t !'l~fu milv:o'" .............. ~~•··- .... ~ ·· • · • · 
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'..};i: ~ Penggugat I dan Turut Ter~ugat Ill secara b(nsama~sama seben:ar Rp, 

~ ~7 ~ 0.000~~ yang a"<a~ d~angs~~ pembayarann\la selama dalam waktu 12 bulan. 

~ :U1'l kan s1san·ra men;ad.l kevFaJiban Tergugat l dan TergL!gat II sendirl ; 
"' • • 

~ Menimbang bahwa perjanjian ke~asama antara Tergugat 1 dan Tergugat U 

ngan Penggugat I dan Turut ··~rgugat Ill yang dltuangkan dalam perjanjian 

dibdwDh tangan +anggal 20 Juni 2007 tersebut dlatas kemudiarr dibuatkan dalam 

bentuk Akta Notaris yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 ( buktl P-

17, b.ukti T·I-!1-0S); 

Menimbang bahwa kemudian berdlasatkan da!il Para Pe1'\ggugat bahwa pada 

tanggal22 ,',ni 2007 tersebut juga telah dibuat Akta Pendi<ian PT Golden Lobster 

berdasarkan J\kta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oll!h ·;urut Tergugat I ( 

•. , .bukti 12-18, T-1-11-46, bukti"f.lll-1 ), yang dibantah kebemlrannya oleh Tergugat I dan 

Tergugat ll karena Terg~;at I dan Tergugalll merasa tidak pemah me'nanda~angani 

akta tersebut ; 

Menimbang banwa datam Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, dalam 

, Pasaf 4 menyebutkan : 

1. Modal dasar perseroan be!jumlah· Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh mUyar 

rupiah ), terbagl atas 10.000 ( sepuluh ribu ) sahari> masing-maslng bemUal 

nlmonal Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) ; 

2. Dari modal dasar .tersebut telah ditempat~n oleh para pendiri yaitu : 

a. Tuan Johannes Widjaya ( Tergugat I ) tersebut sebenyak 900 ( sembuan 

·ratus ) saham, dengan nilaj nominal a.tau sebesar Rp. 1100.000.000,- ( 

sembilan ratus juta rupiah ) : 

b .. Nyoo .ya lneke Wl<ljaya ( Tergugat II ) tersebut sebanyak 300 ( liga ratus) 

. saham, der.gan nUal nominal atau sebesar Rp. 300.000.000,~ ( liga ratus 

juta o.•plah ) ; 

c. Tuan Andy Hartawan Sardjito ( Penggugat I ) \arsebut sebanyak 900 ( 

sembilan ratus ) !\Iaham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 

· 900.000.000.- ( sembllan ratus juta rupiah); 

d. PT. Putra. Bersaudara Mulia ( Panggugal II ) tan;ebu\ sebanyak 900 ( 

sembilan ratus ) saham, · dengan nilai nominal atau seb&sar Rp. 

900.000.000,R ( sembilan rntus juta rupiah}. 
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a rr:ily~u rupiah ), telah diset.or penuh dengan IJang tunai kepada perseroan 

oloh masrng-masing pendiri pada saat penandatanganan akta ~ndiriarr ini. 

Menlmbang bahwa dan bUn'fi pasal 4 Al<tl! No. 3 lang~al 22 Juni 2007 

terSebut menyebulkan bahwa para pendiri telah menyetorkan mo..ial yang ditempat 

sesuai dengan komposisi penyerta~n mc~al yang ditentukan secara p'l!nuh samPai 

100 %, sehingga tercapai modal yang dilempat sebesar Rp. 3.000.000.ll00,~ { t1r;a 

milyar rupiah ), letapi b~r<lasarkan bukti T-1-U-02 sampai denyan T-1-11-05 yang 

menyetor penuh modal yang ditempatkan di perseroan tersebut hanyz: Ter9ugat I 

dan 1ergugat II, yang diperhitungkan dati nilai tana!'l dan aset dtui CV. Exottca 

Aquarium senijal Rp. ~.000.000.000,- ( tiga mllyar rupiah ) yang nilai ter.;ebut juga 

telah disetuj•Jl oleh Part; Penygugat, sedangkan Pensgugat I sampai pada tanggal 

lerbit Akla No. 3 tanggal 22 Juni 2007 ter.sebut yaitu sampai tanggal 22 Juni 2007 

sebesar Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah J (bukti P-26.2) 

dan Penggugat It rnelaltJi Tumt Tergugat Ill baru menyet~r :;ebagai tand~ j'9di 

sekallgus penyertaan modal yang dttempatkan baru sebesar Rf... /".!5.000.000,-, 
( dua ratus dua pul"h lima juta rupiah ) ( buldi P-~.1 ) ; 

Menirylbang bahwa dari buktltersebut diatas rr.tskaAkta No.3 tanggal22 Juni 

2007 mengandung -ca.o::at hukum dimana menyebutkan para pendiri te1ah menyetor 

penuh modal yang ditampatkan kedalam PT. Golden Lobster, tetapllemyata haoya 

Tergtlgat I dan Tergygnt U saja yang menempatkan mvdatnya secara penuh sesuai 

akta tersebut sedangkan Ponggugat I dan Penggugat II tidak ada bukti rnenyE;tor 

modal yang ditempslk:an -se:c.ara panuh l<e perseroan yang didirikan ternebut; 

Menimbang bahwa mengacu pad& ke!entiian calam pasal 4a ayat ( 3 ) UU 
. 

-· No. ·lllr""tahun 2007 lentang Persecoan Terbalas, yang berbt·nyi ; "dalam hal . 

parsyarafan kapamilikan saham sebagalmana dimaksud dalam ayat ( 2 ) tolah 

· difntapkan dan tidJk dipenuhi, plhak yang memparofah k!JP<Jmilikan saham temabut 

tidak dapat menjalanksn hak selaku pamegang sahem dan saham tersabut lldak 

diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapa; sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang ini dan atau anggaran dasar'. BallWa dari ketentuan tersebut 

diatas, karena Penaaunnt l hanv::t t:~nl mP.nv""tnrk::\1"! n"U"Irl:d ""'"'"' ~m,., ........... ~,. ....... A> 

' . 
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~ seroan terse but hingga tanggal pembuatan akla tersebut yailu langgal 22 Juni 

~ '"sebesar Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ( buk!i 

~- ) dan akla No. 3 tanggal 22 Juni 2007 di!entukan bahwa harga saham 

i IL 'J1 barnya seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) maka Penggugat 1 hanya 

~ ak sebagai pemegang saham sebanyak 32 lembar saham saja, sedangkan 

· enggugat II karena telah menyelorl<an uang sebesar Rp. 225.000.000,- hingga 

tanggal 22 Junl 2007 hanya bemak sebagai pemegang saham sebanyak 225 

lembar "'ham, sedangkan Tergugall sebanyak 900 lembar saham dan Tergugat II 

sebanyak 300 bmbar saham ; 

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut, oleh karena Akta 

No. 3 mnggal 22 Junl 2007 yang dibual oleh Turut Tergugat l mengandung cacat 

hukum maka menurut MaJef\S Hakim. Akta tersebut tidak mempunya; kekuatan 

hukum mengi!.at bagi para pihak yang membualn'fa, l\arenany:1 akla tersebut 

sebagai Akta y~1119 tidak sah ; 

Menimbang bahwa oleh <arena menurut Majelis Hakim bahwa Akta No. 3 

tanggal 22 Juni 2007 mengar.dung cacat hukum sahingga akla tersebut akla yang 

tidak sah, maka tuntutan Para Penggugat dalam pe!ilum an&ka 3 paragrall<edua, 

untuk menyatakan sah Akta Pendiri':Jn PT. Gotden lobster dengan akta pendirian . . . . 
No. 3 tanggal 22 Juni ·2007, yang dibuat oleh dan dihadapen Turut Tergugat I, 

menurut Maje.i~ Hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan karenanya petitlTn 

tarsebut haruslah dltc!ak; 

Menimban!} bahwa berdasarkan gambaran kronotogis sampai adanya akta 

No, 3 tariggal 22 Juni 2007 oebagaimana dluraik<!n datam portimbangan lersebut 

dlatas, bahwa adanya akta. No. 3 tangga1 22 J:.mi 2007 m~:: rup~:~kan rangkaian 

pe~anjian-pe~a·.tjian k~rjasama sebelumnya tarmasuk perjanjlan kerjasama antara 

Penggugat I dan Turul lergugat Ill dengaif Tergugat I dan Tergugat II yang 

dituangkan dalam' aida perjanjian. ke~asama No. 2 tanggal 22 Juni 2007 dan 

· perjanjian kerjasama sebelum digantungkan atau dlkongkritkan dalam akla No. 3 

tanggal 22 Jur.i 2007, karena akta yang dibuat dalam akta No. 3 tanggal 22 Juni 

2007 dlnyatakan mengandung .cacat h•Jkum sehln<Jlla tidak sah, maka Akla No. 2 

tanggal22 Juni 2007 juga menja<il tldak mempunyal l<ekuatan mengikat ; 
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Menimba1,9 bahwa berdasarkan uraian pertkubang:an terse~ut diatas, muh:l! 

n Para Penggugat dalam petitum angka 2 plJ.tragraf pertam 1, juga menjadi 

kup bera1asan karcnanya petitum tersebut juga harus ditolak ; 

tanggal s. Oktober 2007 dan akta pernyalaan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster 

yang dibuat oleh dan dihadapan Turot Tergugat II, akan Majetis. H)kim 

pertimbangkao sebagaimana pertimt..angan Majelis Hakim dibawah inl ; 

MenimiJang bahwa untuk sahnya Rapat Umum Pemegaog Saham, 

sebagaimana ketentuan dalam pasa1 22 angka 1 dari Ak1a No. 3 tanggal 22 juni 

2007 bahwa apablla dihaoi~ oleh pemegang saham yang mewakHi sekurang-. . ' 
kurangnya 213 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Bahwa dari 

bukti yar.g diajul<an oleh Para Penggugat berupa P-27, P-26, P-29, P-30, P-31, P-

32, serta P~35 qan PM36 ber..tpa penyelesaian kewajiban Tergugat I dan Targugat H 

kepada Tu1ut Tergugat V dan Turut ThrgUgat VI, dan dari bukti sural yang diaju'kan 

-· oleh Tergugat Ill berupa bukti suratT.III~. yang diperhitungkan sebagaimana modal 

yang ditempatkan di perseroan oteh Para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan 

. RUPSLB laro9gal ~5· Se~ember 2007 dan RUPS tanggal 8 Oktober 2007 

sebagaimana Rlsalah RUPS.LB No. 8 tanggal 25 Spetember 2007 dan ·~UPSLB No. 

9 tanggal 8 OKtaber 2007, belum m~menuhi sepenuhnya sebagaimana isi Aida No, 

3 tanggat 22 Juni 2007,,-sehingga belum dikatakan sebagai pemegang saham 

st!ba}Jaimana dit.enluf<an bagi Para Pi'!nggugat s.esuai isl pasal 4 dari Aktti No. 3 

tangyal 22 Juni 2007,' karenanya menu rut Majelis Hakim, RUPS>LB teroebutlidak 

dapat dinyatakan sah t<:arena tidak dih~riiri oteh Tergugat I dan Terguga~ II sebagai 

pemes;anq saham mayoritas, sehingga akta pemyataan keplllusan Rapat PT. 

Goldeu Lobstftr No. 11langgal 09 Oktober 2007 juga Udak sah ; 

Meolmbang bahwa disamplng berdasaf1<an pertimbangan tersebut dlatas, 

· oleh karena menurut Majelis Hakim, bahwa Akta No. 3 tangg,ll 22 Juni 2007 

mengandung c•cat hllkum sehingga tidak sah maka pendirlan PT Goldftn Lobster 

pun secara hu~um jU>Ja tidak sah l<arenanya RUPSLB PT. C?.olden LobstP.r 

. teranggal 25 September 20~·1 dan tertanggal 8 Cktober 2007 juga menjadi tidak 

·sah ·, 
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Menlrr.bang bahwa oleh karena yang menjadi dasar dari gugatan Para 

Penggugat yaitu yang tercantum dolam petitum ar ~ka 2 ::oittl ten tang al<:ta 

pcrjanjlan ke!jasama beti.Jpa Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007, akta p~ndirian PT. 

Golden Lobster dengan Akta Pendiriannya." berupa Akta No. 3 t.'lnggal 22 Juni 2007 

dan RUPSLI> dar! PT. Golden Lobster, dinyatakan d~olak. maka tuntutan Para 

Penggugat se!ebihnya. menjadi tidak cukup beralasan l:arenanya tuntutan Para 

. Penggugat selebihnya to,rsebu~ juga haruslah ditolak uqluk seluruhnya ; 

Menimoang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan 

Para Penggugat c!inyatakan dito!a;< umuk seturuhnya ; 

DALAM REKONPEl'jSI. 

Meoimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat I da" ·Tergugot II, dalam 

mcnjawab gugatan dari Pan:t Penggugat telah mengajuk.ln gugatan RekonpensJ 

terhadap Tergugat I Rekonpensi I Penggugat I .Konpensi dan Tergngat It 

Rekonpensi I F'enggugat ill<onpensi; 

M~nimbany bahwa Para Penggugat Rekonpensi I Tergugat I dan Tergugat II 

konpensi pada J?Okoknya mendalilkan bahwa . Para Tergugat flekonpensi tidak 

pemah melakukan penyetOra11 modal sesuai perj~njian ketjasama ~alam Akti No: 2 

tanggai 22 Juni 2007 dan pendirian PT Golden Lobster, sebagaima.1a Akta No. 3 

tanggal 22 Juni 2007, s;,hingga perjan]ian-perjan]ian tersebut dinyatal;an batal dan 

tidak berl<ekuatan hukum tetap ; . 

Menimbang ·bahwa terhadap tuntutan Para Pe.nggugat Rekor.pensi I 

· Tergug8l l dan ·Tergug':tt U Konpene\ se:bagaimana pertimbangan dalam uralan 

. ..:...~ pertimP..~pgan dalam polmk perkara gugatan konpensi, dlmana uraian tersebut 

diamb!J a1ih seluruhn;~ dal~m mempertimbangkon petitum gugatan Rekonpensi 

Para Penggugat KekonjJ'eTisi I Tergugat l dan Tergugat II Y..onpens!, sehingga 
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anya patutlah unt1 1< dikabulkan sepanjang menyatakan pe1janjian kerjasama 

dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan f\ukum meng!kat; 

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonpensi 1 

~~~ergugat I dan Tergugat II selebihnya !<arena Para Penggugat Rekonpensi I 

Tergugat I cian Tergugat II Konpensl karena tldak mengajukan bukll-bukti yang 

membuktikan akan hal tersebut termasuk jumlah kerugian yang dlalaminya secara 

ferperinci dan mempunyai buktl materiil. maka karenanya tuntutan selebitinya 

tersebut harus dito1ak ; 

Menlmbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimf lSngan tersebut dlatas. 

maka gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi I Tergugat I dan Tergugat II 

- Konpensf. dikabulkan sebagian dengan menolak gugatim Rekonpensi untuk selaln 

dan selebih ; 

Q8!-llM !SONPENSI DAN ReKQ!!JP!iiNSI. 

Menlmbang bahwa oleh karena gugatan Para P anggugat ditolak untul< 

seluruhnya. maka p!hak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sedangf'.an 

pihak Para Tergugat beiada pada pihak yang menang, sehingga berdasarkan Pasal 

181 ayat ( 1 ) H!R I Pasal 192 ayat ( 1 ) Rbg., maka ongkoo perl<ara yang timbul 

dalam perkara ini h~ru~!ah dibe~ankan kepada plhak Para Penggugat, yang 

besamya sebagalmana tercantum dalam amar putusan dibawah inl; 

Mengingat akan Undang~undang dan Peraturan yar.g bemangkutan dengsn 

perkara lnl : 

DALAM KONPENSI.,:. 

palamEks~. 

ME!!JGADIL! : 

Menolak .Ektlepsl dari-=Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV untuk 

seluruhnya .. 

' ' . 
• 
' ' 
l • • 

·----
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M~ngahulka:n gugatan Para Penggugat Rekonpensi I Tergugat 1 dan 

Te:rgugat II Konpensi untuk sebagian ; 

2. Menyalakan tidak mertlput'lyai kekuatan hukum mengikat : 

Perjanjlan Ke~asama tertanggal 27 April2007 ; 

Pe~anjian Ke~asama tangga120 Juni 20J7; 

Akte No. 2 tang Jal 22 Juni 2.007 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat 

oleh dan dihadapan Tergugat Ill Rekonponsi /Turut Tergugat I Konpansi ; 

Akte No. 3 tanggal 22 Junl 2007 tentang Pendlrlan PT. Golden Lobster. 

yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugollll Rekonpansl/ Turut Tergugall 

Konpensi. 

3. Meno!ak gugatan Para Penggugat Rekonpensl I Tergugat I dan Tergugal II 

Konpen;:ii untuk selain dan selebihnya. 

DALAM KONPE'NSI DAN REKONPENSI. 

Menghukum Para P~gugat Konpensi I Tergugat II dan Tergugerl: fV Rekonpensi 

secara langg: .. ang renleng untuk membayar biaya per'K<:Ira yang tlmbul dalam perkara 

ini sebesar Rp. 2.569,000,~ ( Dua Juta Urna Ratus Ddapan Pt.hlh Sembi!an R.ibu 

RuplaiiT 

Oemfkianlah dlputuskan dalam rapat permusyawaratan Maj~\is Hakim 

Pengadilan Negeii Ciblnong, pada hari : Kamisl tanggat 3C Oktobor 2008, oleh 

kami : l'ilulyadi, Sli., MH., Hal<im Pengadilan Negerl Cibinong sebagal Ketua 

Majelis .Hakim, And.roa~ Purwantyo Sutiadi, SH., dan Alfon, SH.I MH., lllaslng­

masing ~ebagai Hakim Ahggoto&1 putusan mana diucapkan pada h&rl Kamls, 

tanggal 6 Nopember 2008, dalam sldang yang terbuka unluk umum olen Ketua 

Majelis Hakim tersebut, dengan didamplogi oleh Kedua Hakim Anggota, dengan 

dibanlu oteh lsara91 Situmeang, SH., Pan?.era PengganU pada Pengadilan Negeri 

Ciblnong dengan dihadili oleh Kuasa Para Penggugat, Kuo.sa Tergugat I dan 

Tergugat 11, dan dihadirt pula oleh Kuasa Tergugat Ill, serta lanpa dihadiri oteh Turu\ 

' . r 
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Tergugat I, ·rurut Tergugat II, Turut Tcrgugat Ill, Tuwt Tergug;;' :v, dan Tuwt 

Tergugat V ser:~ ~u}a 1anpa dihadiri o!eh Turut T€;rgugat VL 

_X Majelis Hakim tersebul, -
H<:.kim-haklm Aiiggota : !'i;~.t~·· 

1. Ar~urwa_ntyo ~~tiadi,'SH. ' Mulya;!!/ SH., MH. 

2. Aiil>n, &A .. MH. 

Blaya biaya : 
Paoggilan ... , .. ., ..... : 
PS ....................... : 
Redaksi .................. : 
Meterai .. :··········-····· · 
JUMLAH .............. .. 

Panitera Penggs.nti, 

lsarael S~tumeang, SH. 

Rp. 2.580.000,­
Rp 
Rp. 3.000,-
Rg, 6.000,-
Rp.2.589.000,- (Dus Juta Uma 'Ratus D•~lapan Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah). 

$Allt41\N SESUA! 
OISER!Kf-H . 
PERMINTAAN 
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- MAJBL!S PENGAWAS WILli Y All NOTARIS 
!;,~.;\\ _ JAWADARAT 
~~~~;]\• D'lPARTEMEN IIUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
.j'd KANTQR WlLAYAHJAWA llARAT 

·•- Jalan Jaklll\a N0.27 • Oandung Telp. (022) 7210300 
m""""'w.:r;;.o'~__.,,~•1•z7-I'"C"'-·•$'= r """"'F""_....,_.__p<;r;:;;n=t ~ lrd:IMii+',-,1--===z 

PUTUSAN 
MAJELlS PENGAWAS "1LA YAll 

NOTARlS .TAWA llARAT 
NO. 2261Ml'W.JAUARJ20G8 

lv1;1j~lis l'~r.gawas Wilayah Notaris Jawa llarat tc!ah mcnjatubka11 putns:m tcrhadap: 

Nularlt. R. SJAR.IEF DODlM.AN, SU1 Notaris df Ko\;.J f)(:pllk. 

(llnntk se!najt.ltnya discl>ut terii)Ull') 

A\m:: pen1,m·Juan atau laporan durl: 

Nau1a :INEKEWIUJAYA 

Al:unat : Vilti Ungo Blok C-9 No. I, RT. 03, RW, 2V, Ocuda Uaru-llrunulaog-Tangerang. 

Dan 

Namn : JOliANES W{!}JAYA 

Alurn111 : Kp. K:.lndang RT. 01, R.W. 05) De;;a Cogrck. Kecnmutan Pan.mg,~KnbuptHcn Bogor. 

(Untuk sclanjUt".l.va dUebut Pclapor) 

Sctli.gai mnua h:te.mtum dalom Sur.!ln)''i, tertons:gal 29 Agustus 2003, yang !:t:1ipannya scbaga.i bcrikut : 

Dcn!:--ut J lomtal., 

Yans bcrt.and~l:l:!li:-111 dibawah iui k:uni : 

Nmi'ill : lN11:K~ WlDJAYA 

Ahu-nat :Vila Dago Blok C-9 Nu.lt RT. 03, HW. 20, Benda Uo.!'\1-Pmnui.;n~·'l'an:;.;r.ullt. 

Noma :JOHANBSWIDJAYA 

Ahir . .1nt : Kp. Ka.1dang RT. 01, RW. 05, Dcsa Cogrek, Keen.mntan Parung-Kabupt~tcn Bvgor. 

Scht1bungrut dcn!;!an Akta Pcrjanjion Kc:rjnsruna Nomor 2, tanggul 22 Jc:ni 2007 y:u1g dibuat oieh 

Notnrls 1\. SYI\RIF BUOIMAN, SH, yllJlg bcr<l;unal dijaloo Tolclsknndut, Kumpkk Lembah Grlya 

Dl'pok, Olok D-l. No. 1, yang k'.!mudian disusul det.q~au J kta No-mor 3. tenttmg Pendirlm PT. 

GOLDEN LOBSTER. Aktn Nomor 4 tentang Surnt Kuasa,. A i.1.a Nomor 5 tenlang S_urot Kuasa yang 

Setn\lil.llya dibuat pada hari dan tanggal yang INrstuJ,man yaitu padalmri Jum 'at umual 22 Juni 2007. 

Kami sebagui pemiHk ossc:t merasn dirugiknn dcngun ditcrbilknnnyu nkla~a~:ta tcrscbut mcngingnt 

k1tml tif!nk pcmnl" diiUmtkan nlaupun rucnttnd~l~ani l~fhadap Akt<\ i~ndirian l1erusahaaan aln.u 

Aki;.~·Akttt Surat Kuasil tcrscbuL 
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tJmuk lcbihjel<l!}nya akan kami s;uupoiko.n kronol<>gis h:rii::H.l.lp p::mllU!'I~n ukta~akta tcrseb"Jt: 

L Hahw{l karol adalah pcmilik duri FARM JOHANES W!DJA Y A sebngal pcngcmbang dan 

pcmbudidaya Ikan Hias dan Udang Lobster Air Tawo.r yang tclnh bcrdU s.cjnk t.abun 1992 dan 

rncrupakan f'nrm lkan Hio.s tctbcs.ar di Asia T~nggara scrta tclah d!jadik<u< u::mpal pelatlhan, 

pr!nclitio.n dan dijat:ikan tempal pr::.ktek kerjrs lnpangan olch inst:msi pcmcrln\ah mnupi.m swasta, 

p<rguru.an tinggi negeri dan &wasta bnik drui daiam negeri maupl'n 1uar n:gerL 

2. {kthwa sesuai dengaJt petk~tnbangannya farm kami tclah go~intemuslunal dcngan mclakukan 

eksport ke berbagai negara, namun dalrun perjalanannya t'a.rm kn.ml mcngnlami kerugian 

;;chubun11-an dcng.nn udanyn pcrbuntan rndnwan hukum dari lw.ryuwan kruni yang mcmtngo.ni 

bh.l:lt!Q, t:'ksport t¢rscbut. 

J. llahwa schubun~;nn dcnsan kondisi terscbut kami mcncnri invcstnr untuk bcrt::.nbung dnhun bimis 

· ynng kn.m.l jnlani seh.loua .karol metnkukan. l)t:~anjiun Kerj:a Samn dengWl pihnk TEUKU 

ANWAR DJCHANSY J.H dnn tdah dilakukan pc:nandatanganan Akla PerjafijiM Kojasama 

Nomor 2, tunggal 22 JwU 21)07 dihndapan Not:uis R. SY ARJF DUDIMAN~ SH. dimnn:i 

penandatangananya dilakukan dUokasl farm kaloi. ynitu di desa Cogcek dnn twni bo.ru pcrtama dan 

t!.!mkhir kalinya bertemu denge.n notarls tersebut 

4. Babwa karoi dati sejak ditandantnnga.:ninya Aktn Pt:ljanjian Kerjasiuna tcrscbut s11mpai dengan 

sn.at W 'belum pernah menerinl4 salinan AJ:tnnya, dan kami lelah b(:ulang l<:nli baik m~Wui 

l<!lepon maupun ka.mi datang kL kantor Not.o.r:s ter.-~but mcrninr._akan sena meminta salirum Akta 

Pc:!janjlan Kedasama tcrsebut namwt t.rdak: pemah diberlkan dlUI baru pnd3 tu.nggn! 16 Agustus 

200'/ kami menerima foto eopynya yang dikirim melalui Fa."timiic dnn Titipun Kilnt (TIKl). 

5. Bahwu pada tanggnl 27 Agustus 20J7 kami datang kcmbali ke:kantor Notarls untuk memintn 

salinan Akta petjanjian tt:tSelnlt1 namun Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH tidllk ada ditetnpat 

dM yang bers.angkutan banya Ms.a dihubungi di tetepvn :erta hanyu jnnj'i~ja.nji saja nanti att:;u 

bcsok saja salimm tel'SebUl abm saya klrlm, okhimy.. korr.: meninggo.lka.n kantor tersebut, namun 

ada pctnildran terfintas kami barus kembnU lagi dan me;,unggu Notnris terscbut sampa.i kcrnbali 

utnu pul<~ng, mengingat kant or krS~but sekaligus sebaga:i tern pal tinggainye. 

6. Onhwa pada ;aat kami kembali staf notnrls yang bcmama lim Amsikah rMmbil rnemegang ldepon 

(ynng kam1 tah~: sedang mengadnkan komWlikasi dengan R. SYAR.IF BUDJMAN. SH) tnerasa 

kag:ot, mcngingat yang betSUAgkutnn sednng menwgnng data-data Akt": No. 2 tentang Perjn.njian 

KeJjasnma, Aktn Nomor 3 ten•.ang Pcndirian PT. GOLDEN LOBS'rER, Akta Nom<~r 4 tentang 

Surnt Kuasa dan Atcta Nomor 5 te.nt.ang Smat Kuasa. 

7. Bahwa alnngkah ka~tnya kami setelah mcliha.t Ukta-akta tersebut. ktl.rena yar..g kami tabu kami 

bltlt}1l rncuandatnngani Al:tn Perjanjian Ke~·:<::o.ma yang sud 1.h dijilid dtilnm I (satu) buku dtw 

llduk p<:rmth mcnanJnbngLlni dnla.m bcntuk lcmb:lrnn·lcmbamn l!an tiduk pe.tnah mennndntant1nni 

dnn tidak.Lo.l•u~menc.t.u lcnt:mg'adnnya Akin Nomo; 3 tentang l)endiriun PT. Goldcu Lobster, Aktn 

Nomor 4 tcnlang Sural Kuasa dan Akrn twmor 5 tcnlang Surot Kuasa, bahkan dalam 

peno.ndatang&rulya Akta perjanjian keljns;una pun t.dak ndanya suksi yang ikut 

menandotange.ninya. 
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8. Bahwa bog.almana.lah rnungkjn J!kt?. pend irian pet'USOhaan dibuot dun di~ondatangani pnda saat 

)'ling bc<'Sa.r!laan. padahal didNam Aktn Peljanjlan KcrjllS<)mt'l tcrscPut bahwa PT. GOLDEN 

LOBSTER bnru akan dibentuk. sclclah semuJ persyarntAn-persyaratan tcrpcnuhi. 

9. Bahwa kami akhimya rnemi."'lta foto copy n.kta~nkta tersebut d:.Lri staf notarls Lim Amsikah dan dia 

mengatakan t>nhwa dia tidak pcmab tahu·mennhu 'Clan ticlak pcmah mcngetlk soa! akta-akta 

tef'S(!bllt i.mhknn tandatangan sayn &ehasui snksipun disuru~ Notaris R. SJAIUEF BUUlMAM, 

SH,, dikuntomya. 

10. 13Ahwa dcng;w n.dwya akta·akta tersebut kami telall cllrul;iikml, dirruma lhnn karni think bisa 

me!Mukan nktifiw, bnhkan se!uruh asset~u.<:.o.;d kmni tclah dik1m:mi, tlij<l~a "~.hilt diumhil alih olch 

l'r. GOLJ)BN LOUS1'Eil.. 

Schubungan dcne.:m uroian·umian ter.>cbut di lta.s I.Jrnl mohon Mejclis i~etll?,tlWUS Oneruh Nowis 

Kota Dcpok unruk dapat menyiknpi scn.a meoind:lk tegns letlmdap Nolaris R. SYARIF BUDiMAN, 

Sli, yang telah mclnkukrul pclanggATM Jabatan serta Kode Gtik Profcsi Notaris scsuai dmg::m : 

Umiang~Undang ru No. 30 'l'ah1tn lOU4 tentang JnOOtnn Noturis. 

l'crntumn Mentcri Hukum dan Hak Asasi Mnuusi;; RJ No. M.01.HT.OJ.Ol Talmn 2006 tentang 

Syartu clan Tntn ci.lf,ll Peo&entkl>!Jln. P.erpimla.han dan l'cm" :rll.CI\li<\1\ Notaris, 

Pemturan Menteri Hukum.dan Hak Asasi Mnnusia RI No. M.02.PR.C8.10 Tahun2004 tcnumu 

Tala. Cara Pe'1gongk.nl4l.n Anggcta, Pe1.nberbentinn Anggotn. Susuoon Orga.'lisasi, Tata Kefja Can 

Tala Cam pl!meriknsaan MnjeJis Pcngmvus Nomris. 

K~p11!u$:M. Mcntcri Hukum dan Hak Aso!>i Mam1:;ialU No. M.)9.!'W.07.10 'l'ahun 2004 tenlong 

Pcd~..~mnn l'cluJ:s.>.naaa Tugas MrJclis Pen~J,awus N(J:turis:. 

Dcroiktan Surut ini kami srunpaiknn. utas pcrhatia.n ·t::rt;l kcbijakau Mujdis l'cng.uwas Duernh 

Notaris KOUI. Depok dal.am mcn.indJic Notaris l.crs¢but diucapkau terimakasih. 

MJj::lis .Ptnt;:awas Wilayah Notaris Jawa Bruut tQioh melnkuktll'l SMang txtda hnri sel...sa. tanggal 25 

November 2.008 dnn memcriksn Surnt dati Mnjell .. :eogawas Daerah No!arls Koto Depok, tnngg~:~l 6 

Oktober 2008. Nomor : 40/MPD·DEPOK!XI2008 yang diterlma olel\ Majelis Pcngawas Wilayah Notatis 

1awa Burnt pnda tanggal 27 Oktobl:r 2008, Pcrlhat P.!nynmpaian hBSil pemeriklirutn C~teh Mo.jells 

Pemeriksa Daornh Notaris Koto. Depok atas lapomn Sdr. INEKE WIOJAYA dnn t.Jdr. 10HANES 

WIDJAYA terlw!ap R. SJARIEF IIUDIMAN, SH, Notnrls di Depok. 

Membaca !>asil pemetiksoan yarrg telah dllakukan olch Majelis Penguwas Daemh Notaris Koto 
Depok 'rertnnggol 6 Olctober 2008 (!<rhunplr) dllll hpsil pom<rl"-' )'tlllll telltil 4iluklil\lln olcb 

Majelis Pengawos Witayah Notruls Jawa llamt torlllnaael 25 dM 27 Novombor i!OOS <11'....-l 
1'nKtn-1tlk'-'1 hWwm : 

A. 1. Bahwa 1ertapor benar meoQ.akui telah membuat Aktu : 

a. Nomor 2 tentatlg Perjaojinr. Kerjosam.a. 

b. Nomor 3 tentMg Pcndiriun PT. GOLDEN LODSi'ER. 

c. Nomor 4 tentang Surot Kunsa untuk memasukan h:tr1a kekayaar, C. V. EKSOTIKA. 
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d. Nomor 5 tct:.ang Surat Ku.asa untuk mc:musukan harta k~knysrm JOHANES WJDJAYA ke 

PT. GOLDEN LOBSTE? .. 

Scmuanya tmg&:ll22 JwU 20V7 yang dibunt di Notaris R. SJARlEF BUDIMAN. SH (Terlap<>r). 

2:. PcmbU:ltn.n dan penanda!angM::~n nkta tido.k dihudiri otch saksi. 

3. Pcmb:u:.nnn akta terncbut dengnn a.lokasi wakru : 

a. Peijanjiau kerjnsama dibuat jJUn 14.00. WlB. 

b. !?endirian PT. GOLDEN LOBSTER dib1tJt padajam 14.25 WIB. 

c. Sural Kunsa Noroor 4 dibuat jam 14.40 WIB. 

d. Surnt kunsa No, S dibua.jam 14.SS WU3. 

4. Pcmba~::aan ~au ptnandalallg&nM akta 'dilakukan Jl tcm;xtl pclapor di Kp. Kandang RT. 01, RW. 

05, Dcsa Cog.rek, .Kccamatan Parung~Knbuputcn Bo~or, 

Atas dasnr f'lkui··fakta tcrsebut MaJelis PenguWas Witayllh Notoris Jawc: Burat mengaoguap pedu 

mempenialam basil petuerlksaan yang telah dllnkukan oteb Mojt:lis Pengawns Ducruh Not.aris Kotn. 

Dcpok \icngan meugkhuifikasi falcta..fnkta ktscbut kepatlu tcriapor dan pclupor · untuk memrccjc1ns 

guna. kepcnt1nss,n objektifitas dan kebenaran pada tanggal27 November 2008. 

Dari perneriksa.nn dan kl.aritikasi ten.ebut maka Notaris: R. SJARtEF BUDlMAN, SH Nolaris di 

Kota Dcpok berdas:.Lrkaa pcroc:nlcstwt lerSebut terbukti : 

L Telnh menjalankan Jabatan dengan melanggnr Pasal 16 ayai (1) huruf a dan hurof I. Undang­

Undang 1ruxttan NC'taris Nomor 30 t:lhun 2004, yaitu mentbacaknn aktn dengon tanpo. dibadiri o!eh 

S<'lksi d.·m pns.a1·14 ~.y::t ( l) Undnng,~Und."H1g Ja~'J!an No1nris Nmnor 30 tnhun 2.004. 

2. Mclnnru;.ar Kett::fltU'i'l'l pnsn! 3 Kode Ufik Notaris tcnhmg Kewnjib:m bcrtindak Jujur, mandiri dan 

tidtd:. berpihak, pcnuh r.J.$4 ta1:g4}ungjuwub lx:rd~..;urktm pct".Jturn:l pcrundttns-un&:.ng.an do.n isi 

Sumpab Jab>ttao ;..Jowis. menghonnati duo mcnjunjung lin~Jgi hrut.tl:t dan tnatmbat jabatan 

N.;~ta.ris. 

3. MclMgga. .. Ket~ntuan Pnsal 4 Kode Etik Notnris. tenlang t"~Winkukan perbuutan petbuatan lain 

yaitu pdnnggnmn terhadap Undnng~Undang Jnbntnn Notarls isi Sumpah JaOOtun •. 

4, Telllh melanggar ketentuan pnsal16 ayat (8) Undang-Undang Jnbotan No!<ris \'lo!"~' ;o tBhiUI 

2004 tidak dib:lca!~ ilkta ~ scmpurna (kescluruhnn) llltlp!l. dinyatakan dnhuri·P~riutup akta 

serta diparofpnda setiap balaman scbag<linana dimaksud dalam pasal 16 nyut {8~UDcl~g·:.U.odung 

labatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 · ·" 

B. Hal )'"ang merlngankan yattu: 

l. Tcrlupor baru satu knli d1perlk.su of"h Maje!is .Pcns;awas Wil{l)'Dh Notarls JaV.'U Smut, 

2, Terlupor dalnm penu:riksn.fttl koopmrtif doo membnntu.lMCill"Dynjolull persidnngrul. 

C. Hal~lml yang membc:ratkan : 

1. Tindokan ters:~ut dapnt .merugika.n mnsyl"lt"Uktrt pcnggunM jasa notnris, 

2. Do.pat mero.gikan nama buik dan cittn Notaris. 

3. Do put menimbutkan ketidakpen::ayrJm masyarnknt terhado.p h'"otaris l.Qn Akin Notnris sebagai 

),kta Otcntik. 
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MEM UTUSKAN : 

L Mcngusulkan di!Jel'ik:.u :;unk:>l berup.2 te(,l.unm ken:~ dalam brnluk 1crtul\s. 

2. Mcugusulk:tu kep:.1du Majelb Pcngawas !'usa( Notaris agar kep:~du nm~ri~ R.. SYARIEF 

UIJDIMAN, Sli., dibctiklln sotnksi skorsing 3 (tiga) bul\lu . 

Demikian, diputusknn pada l1ari Knmis tanggal 27 November 2005 dult.~.tn siri.ang Majelis 

Pcngav:as Wilayo.h Notaris Jawu Bntat yang: tetdiri drui Drs. M. AMAR CUO, SH., M.Si., sclaku Ketua, 

BADAl\ BARAllA, SH, selaku Wakil Kctll<l, DlL HERL!EN, Sll. scbagai Angguta, EVY 

IIYIJRYOAWATY WAR•JAHADIBRATA, SH., MH, scbagai Anggolll. !lj. WAHYUNING 

WJDA Y AT!, SH., MH., sebagai Anggutu, D<. llj. LASTLTI A8U13AKAR, S.H., M.H., scbagai 

Anggo11:. Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M., scbotlgui Anmtotn, RUDI M. RIZK.l. S.H •• 

LL.M., sd.1ugai Ar.ggota. R. RUDDY GANOAKUSUMAH, S.H .. , schagoi Anggvla dun HEIUYANTO. 

$H .. MH, scbagai Sekre:aris. 

Putusun mnna untuk disamp<ilkan kepadn Pelnpor) Terlapor, Mcntcri Ji\1kwn dun ~4 Rl. Kelua Majelis 

Pengawns PuS<~t Nularis, Kctua Mojelis PengaWJS Dnero~h Notaris Kvta Dcpok, Kc1un Pengurus Pusal 

lkntnn Notruis lndMC$1.1., Ketua P~ngi.II.'US Wi!aynh lkulatl Notnrh: httiou~ht J,.wo Bar«\, Kctua Pcngurus 

Duerah Ikatan Notio.ris lndom:sia Kma Depok. 

Wn:;;il Kdua ~ 
( TID ) ( no ) 

llADAR OARASA, SH., Mll. Dt>. M. <\.'AAR CliO, SH., M.Si. 

A.,tu::.gots : Aner,ols; 

( 'ITO } ( TID } 

Dr. HERL!EN, Sll, '-!H. It RUDDY GN<DAKUSUMAH, S.ll. 

'ITO } ( TTl) ) 

liVY IIIURYDAWATY W, SH., MH. Hj. WA!IYUN!NG \\ILlAYATI, SH.,~1U. 

( TTD } 

Dr. Hj. LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H. 

'!TD ) 

Pror. Dr. JOHANNES GUNAWAN, S.ll, LL.M. 

( 

( 

n·u 
RUD! M. RIZKI, S.H., LL.M. 

Sekrctnris 

Trn 

UEI!IYANTO, SH., MH. 

Salhum sesuui tlcngan uiinya 

S~ctiris Majclis rengawas Wilaynh 

) 

l 

.~·~· 
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